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MATERI I
HUKUM PERBANKAN (BANKING LAW)



HUKUM PERBANKAN (BANKING LAW)
• Merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yangberhubungan dengan perbankan
• Adalah kumpulan peraturan hukum yang mengaturkegiatan Lembaga keuangan bank yang meliputi segalaaspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, sertahubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.



•merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentukperaturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin, danlain-lain sumber hukum yg mengatu rmasalah-masalahperbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank,perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dantanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnisperbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan olehbank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengandunia perbankan tersebut.



Ruang Lingkup Hukum Perbankan :
• Asas-asas perbankan, seperti norma efisien, keefektifan, kesehatanbank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuanLembaga perbakan, hubungan hak dan kewajiban
• Para pelaku Perbankan ( Dewan Komisaris, direksi dan karyawan)
• Bentuk badan hukum perusahaan bank
• Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untukmengatur perlindungan kepentingan umum
• Struktur dan sistim yang berhubungan dengan lingkup perbankan
• Sistim pengamanan dan sanksi untuk melindungi kepentingan bankdan masyarakat



Dasar Hukum Perbankan
• Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
• Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
• Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
• Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
• Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
• Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Penjaminan
• Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan PenangananKrisis Sistim Keuangan
• Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
• UU 21 th.2011 ttg OJK



Tujuan Perbankan
• Mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaanpembangunan, agar mampu manampung tuntutan jasa perbankanbsehingga mampu berperan secara lebih baik dalam mendukungproses pembangunan
• Berperan dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak, pemerataanpembangunan dan hasil-hasilnya serta peningkatan pertumbuhanekonomi dan stabillitas nasional dapat terwujud sec lebih nyatadalam rangka mewujudkan masy adil dan makmur



Pengertian Perbankan
• Adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, baik kelembagaanmaupun kegiatan usahanya, berupa menghimpun dan menyalurkandana
• Menurut Kasmir, perbankan adalah kegiatan menghimpun dana(funding) dan menyalurkan dana (lending)
• Menurut Darwin, perbankan adalah segala sesuatu yang mneyangkutbank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan prosesdalam melaksanakan kegiatan usahanya.



Pengertian Bank
• Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan , bank adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakatdalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
• menurut UU No. 14 Tahun 1967 pasal 1 , bank adalah lembagakeuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasadalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
• menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bank adalah badanusaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uangdalam masyakarat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.



• Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, bank adalah badan usahayang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan sertabermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungansaja.
• Menurut Rachmadi Usman, bank merupakan suatu lembagakeuangan yang melayani kepentingan masyarakat dalam segalabentuk transaksi yang menyangkut kepentingan dari pihak yangmemakai jasa bank, dengan tanpa mengabaikan keuntungan bankbaik secara langsung maupun tidak.
• Menurut Abdul Rachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuanganyang melaksanakan berbagai jenis jasa, sperti memberikan pinjaman,mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang,bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga,membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.



Asas Hukum Perbankan
• Demokrasi Ekonomi.

yakni sistim perekonomian yang disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan kedaulatan rakyat demi
terwujudnya kemakmuran dan keadilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Termaksud dalam Psl. 2 UUP, Psl.2 UU 21/2008 ttg
Perbankan Syariah



Prinsip Hk.Perbankan
Prinsip Kehati-hatian (prudential principle)
• Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwabank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajibmenerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi danamasyarakat yang dipercayakan padanya.
• Prinsip Kepercayaan (fiduciary principle)
• Prinsip Kerahasiaan,

transaksi-transaksi ant nasabah dg bank, wajib dirahasiakan.
• Prinsip Mengenal Nasabah



Sistim yang dianut dalam Perbankan
• Perbankan Konvensional (umum),

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahasecara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasadalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkanprosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
• Perbankan Syariah

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariahdan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.



FUNGSI PERBANKAN
Secara Umum, fungsi bank :
1. Menghimpun Dana Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan oleh bank dengan membuka berbagaiproduk perbankan, sehingga dapat mengakomodasi keinginanmasyarakat yang ingin menyimpan uangnya sekaligusmenginvestasikannya, seperti : tabungan, deposito
2. Menyalur Dana kepada Masyarakat

Kegiatan dilakukan bank dengan penyediaan berbagai fasilitaskredit, yang didapatkan oleh masyarakat untuk dapatmenyejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usahanyauntuk mendukung pembangunan nasional.



3. Menyediakan Layanan Jasa Bank
Awalnya bank menyediakan layanan jasa transfer untukmemudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lainhingga keluar negeri. Namun dalam perkembangannya, gunamemudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan,pembayaran dan pembelian. Contohnya : layanan pembayaan listrik, sampai pembelian tiket.



Secara spesifik, fungsi bank :1. Agent of Trustartinya pembawa kepercayaan, bank dinilai sebagai lembaga yangmengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatanperbankan.Dapat dikatakan, kepercayaan tersebut berupa keyakinan masyarakatyang menitipkan dana pada bank yang dapat mengambil uangtersebut sewaktu-waktu tanpa adanya masalah, tanpa adanyaketakutan bank tersebut akan bangkrut, dan lain sebagainya,sehingga nasabah dapat menarik dana kapan pun dan dimana pun.Begitu pun untuk jenis layanan pinjaman yang diberikan oleh bankpada nasabah, juga didasarkan pada asas kepercayaan. Bank puntak perlu takut atau khawatir apabila debitur menyalahgunakanatau tidak mampu mengembalikan dana pinjaman yangdiberikan oleh bank selaku kreditur.
•



2. Agent of Development
• Bank disebut-sebut sebagai agent development lantaran mampu memberikankegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi,distribusi, konsumsi atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya.Semua kegiatan perbankan tersebut tentunya akan memengaruhipembangunan perekonomian masyarakat.
• Seperti diketahui, sektor riil dan sektor moneter adalah dua sektor yangsaling memengaruhi satu sama lain. Jika salah satu sektor kurang baik, makahal ini akan memengaruhi sisi lainnya pula.3. Agent of Service
• Seperti yang semua orang ketahui, bank menawarkan berbagai jasa keuanganpada masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa pemberian pinjaman,dan lain sebagainya. Bank sendiri adalah penghimpun dana masyarakat yangditujukan pula untuk masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan oleh bank inipun erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat.



Jenis-Jenis Bank
Dilihat dari Kegiatan Operasional, dibagi :
1. Bank Umum, kegitan Operasional meliputi :a. Penghimpunan Danab. Pemberian Kreditc. Pemindahan danad. Penyimpanan Barang dan Surat Berhargae. Penempatan DanaBank umum juga melakukan penempatan dana nasabah kepadanasabah lain dalam bentuk surat berharga (surat berharga initidak tercatat di bursa efek)



2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kegiatan operasionalnyameliputi :a. Penghimpun Danab. Pemberian Kreditc. Penyediaan Dana
Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK salah satu kegiatan operasionalBank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan danpenempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuanyang ditetapkan oleh Bank Indonesia.d. Penempatan Dana
Penempatan dana tersebut bisa dengan produk Sertifikat Bank Indonesia(SBI), deposito berjangka, hingga produk lainnya.



Dilihat dari Fungsi
1. Bank Sentral,yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur &

mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar k e g i a t a n
badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.
2. Bank Umum,yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan/atau berdasarkan

pada prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dlm lalu lintas pembayaran.
Sifat umum di sini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di
seluruh wilayah Indonesia. Bank Umum kemudian dikenal dengan sebutan bank komersil
(commercial bank).

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR),yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah
Islam di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank umum, yang mana BPR hanya melayani
penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang
menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasi pun, BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah
tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut kliring dan transaksi valuta asing.



Dilihat dari Kepemilikan
• Bank milik pemerintah (BUMN),Adalah bank dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimilikioleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki olehpemerintah.Contohnya : Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia(BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan lainnya
• Bank milik swasta nasional,Adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilikioleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan olehswasta, begitupula pembagian keuntungannya untuk keuntunganswasta pula.Contohnya : Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Danamon,dan lain-lain



• Bank milik Koperasi
Adalah bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oelh perusahaan yangberbadan hokum koperasi.Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia

• Bank milik asing,
Adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baikmilik swasta asing maupun pemerintah asing.Contohnya : Citibank, Standar Chartered Bank, Commonwealth, dan sebagainya

• Bank campuran.
Contohnya : Mitsubishi Buana Bank, Interpacifik Bank, Bank Sakura Swadarma,dan bank lainnya



Dilihat dari Status
Pembagian klasifikasi bank menurut status yang dimaksud adalah kemampuanbank dalam melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal, hinggakualitas pelayanan. Klasifikasi bank yang dilihat dari status dibagi menjadi dua,yakni bank devisa, dan bank non devisa.1. Bank devisaadalah bank yang dapat melakukan transaksi hingga keluar negeri ataukegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing. Misal, transfer ke luarnegeri, inkaso ke luar negeri, hingga travelers cheque.2. Bank non devisaadalah bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negarasecara luas. Sekalipun memiliki, namun hanya terbatas pada negara-negaratertentu saja.



Dilihat dari Cara Menentukan Harga
1. Bank Konvensional,adalah bank yg menetukan harga produknya kepada nasabahberdasarkan pada 2 (dua) metode, yakni :a. Mennetukan bunga sebagai harga, baik untuk produksimpanan maupun utk produk pinjamannya, yang ditentukanberdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan hargaini dikenal dg istilah spread based. Untuk memperolehkeuntungan maka suku bunga pinjaman harus lebih tinggidari suku bunga simpanan (positive spread)b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan menggenakanatau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atauprosentase tertentu. Sisitim ini dikenal dengan istilah Feebased



2. Bank syariah,
adalah bank yang menerapkan sistem perjanjian sesuai hukumIslam dengan pihak-pihak terkait dalam penyimpanan dana,pembiayaan, dan berbagai kegiatan perbankan lainnya.

• Dalam menentukan harga utk mencari keuntungan , bankdengan prinsip Syariah, menggunakan metode sebagaiberikut :
• Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharobah)
• Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal(musharokah)
• Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan(murabahah)



• Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpapilihan (ijarah)
• Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atasbarang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarahwa iqtina)

• Dasar hukum penentuan harga atau pelaksanaan kegiatanbank prinsip Syariah adalah Al-Quran dan sunnah Rasul.Mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bungatertentu, bunga adalah riba.



Sifat Hukum Perbankan
Sifat hukum perbankan Indonesia mempunyai sifat yang memaksa,artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuhterhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Apabila rambu-rambu perbankan tadi dilanggar, Bank Indonesiaberwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkansanksi administratif, seperti mencabut izin usahanya.
Walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern, bankdiperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri (selfregulation) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yangditetapkan Bank Indonesia



Rahasia Bank
• Adalah segala sesuatu yg berhubungan dg keua dan hal-hal lain darinasabah bank yg menurut kelaziman dunia perbankan wajibdirahasiakan (Psl. 1 angka 16 UU No.7 TH.1992)
• Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keteranganmengenai nasabah dan simpanannya ( Psl 1 angka 28 UU No.10 Th.1998)
• Adalah segala sesuatu yg berhubungan dg keterangan mengenainasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor daninvestasinya ( Psl 1 angka 14 UU No.21 th.2008)



Hal-hal yang dirahasiakan :
• Keadaan keua. nasabah yg tercatat padanya ialah keadaanyamengenai keua. yg terdapat pd bank yg meliputi segala simpanannyayg tercantum dlm semua pos pasiva dan segala pos aktiva yg mrp kanpemberian kredit dlm pelbagai macam bentuk kpd ybs.
• Segala keterangan orang dan badan yg diketahui oleh bank karenakegiatan usahanya, yaitu :

a. Pemberian pelayanan dan jasa dalam lalin uang, baik dlm maupun luarnegerib. Pendiskontoan jual beli surat berhargac. Pemberian kredit



Teori Rahasia Bank
1. Teori Rahasia Bank bersifat mutlak :

bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah ygdiketahui oleh bank krn kegiatan usahanya dlm keadaan apapun,biasa atau dlm keadaan luar biasa.
Teori ini lebih mementingkan kepent. Individu shg kepentingannegara/masy banyak terabaikan. Teori ini dianut oleh bankSwiss, kerahasiaan bank tdk dpt diterobos bahkan untukkepentingan perpajakan

2. Teori Rahasia Bank bersifat nisbi :
Artinya bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jikauntuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingannegara.



• Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya,kecuali :1. Adanya perintah tertulis dari pimpinan BI dalam rangkaperpajakan;2. Adanya izin dari pimpinan BI kepada pejabat Badan UrusanPiutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;3. Adanya izin dari pimpinan BI kpd polisi, jaksa atau hakimsehubungan dengan kepentingan peradilan4. Terjadinya perkara perdata antar bank dengan nasabah ybs;5. Dalam rangka tukar menukar informasi;6. Adanya permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabahpenyimpan



• Ketentuan menjaga Rahasia Bank berlaku pula terhadap pihakterafiliasi, yakni :a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya,atau karyawan bank;b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat,atau karyawan bank, khususnya bagi bank yang berbentuk hkkoperasi sesuai dg peraturan per-uu-anyg berlaku;c. Pihak yg memberikan jasanya kepada bank, al. : akuntan public,penilai, konsultan hk, dan konsultan lainnya.d. Pihak yg mnrt penilaian BI,, turut serta mmepengaruhipengelolaan bank, al : pemegang saham dan keluarganya,keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dankeluarga pengurus



Pembukaan kerahasiaan Bank utkKepent.Umum :
• Perpajakan
• Penyelesaian piutang yg ditangani oleh Badan Urusan Piutang danlelang negara/Panitia Urusan Piutang Negara
• Peradilan, baik pidana maupun perdata
• Kepentingan kelancaran dan keamanan kegiatan usaha bank,termasuk didalamnya permintaan pembukaan rahasia berdasarkankuasa dari nasabah penyimpan itu sendiri atau permintaan ahli warisyg sah.



Pihak Terafiliasi pada Bank
• Adl pihak yg mempunyai hubungan dg kegiatan serta pengeloalaanusaha jasa pelayanan yg diberikan bank. (Psl 1 angka 15) UU 7/1992dan pas.1 angka 22 UU 10/1998 dan utk bank syariah UU 21/2008 ttgPerbankan syariah)
• Hubungan tsb dikarenakan :1. adanya keterikatan kepemilikan;2. adanya keterkaitan hubungan keluarga dg pihak tertentu, ataupengurusan3. adanya hubungan kerja biasa, seperti karyawan4. adanya hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayananjasanya kpd bank, seperti konsultan hukum, notaris



Pihak-pihak Terafiliasi adl :
1. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya,pejabat atau karyawan bank;
2. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat ataukaryawan bank;
3. Pihak yg memberikan jasanya kepada bank;
4. Pihak yg mnrt penilaian BI turut serta mempengaruhi pengelolaanbank, seperti pemegang saham & keluarganya, keluarga komisaris,keluarga pengawas, keluarga direksi, & keluarga pengurus.



Dewan Komisaris Bank
1. Pengertian & posisi komisaris, pd lembaga perbankan, disesuaikandg bentuk hukum bank tsb :Perseroan terbatas, komisaris adl organ perusahaan ygbertugas melakukan pengawasan sec.umum & khusus sertamemberikan nasehat pd direksi dlm menjalankan perseroan(psl 1 angka 6 UU 40/2007 ttg Perseroan terbatas)Perusahaan daerah, komisaris adl pengawas yg dipegang o/kepala daerah/pemegang saham (psl 19 UU 5/1962 ttgPerusahaan Daerah)Koperasi, komisaris adl pengawas yg dipilih dari & olehanggota koperasi dlm rapat anggota (ps 38 UU 25/1992 ttgPerkoperasian)



2. Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris & direksi bank, wajibmemenuhi persyaratan yg ditetapkan BI3. Perubahan keanggotaan dewan komisaris & direksi bank wajibdilaporkan ke BI4. Ketentuan persayaratan & pengangkatan dewan komisaris utk bankumum tdpt dlm PBI No.2/27/PBI/2000
• Utk bank umum dg prinsip syariah, tdpt dlm PBI No.6/24/PBI/2004.
• Utk BPR dan BPR berdasarkan prinsip syariah, tdpt dlm PBI No.6/17/PBI/2004.5. Utk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dg menghimpundan/atau mengelola dana masy, perseroan yg menerbitkan suratpengakuan utang, atau perseroan terbuka, wajib memiliki min 2 anggotadewan komisaris, sebanyak-banyaknya sama dg jumlah direksi.6. Sekurang-kurangnya 1 anggota komisaris wajib berasal dr pihakindependen thdp pemilik bank ybs



7. Dalam kedudukan sbg anggota dewan komisaris, diatur mengenairangkap jabatan, hanya boleh 1 pd bank lain/BPR, dan 2 pdperusahaan non bank.8. Pada bank milik negara maka keanggotaan dewan komisarisditetapkan o/ Presiden atas usulan Menteri BUMN (PP No.64/2001ttg Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keua pdperusahaan persero)9. Utk Perseroan yg menjalankan prinsip syariah, selain memilikidewan komisaris, juga hrs memiliki dewan pengawas syariah, ygkedudukannya dlm organisasi bank bersifat independen ygberkedudukan hanya dikantor pusat.



Direksi Bank
• Direksi mrpkan pelaksana tertinggi yg menjalankan pengelolaan kegiatanberjalannya bank.
• Kewajiban adanya direksi pd bank juga diatur dlm psl 92 UU 40/2007 ttgPT, yg paling sedikit 2 orang.
• Pada bank, direksi menjalankan kewenangannya bukan berdasarkan suratkuasa (power of attorney) melainkan krn anggaran dasar perusahaannya
• Utk kewenangan diluar yg ditentukan atau bertentangan dg anggarandasar, maka direksi bertindak atas surat kuasa
• Pengertian direksi, disesuaikan dg bentuk hukum bank tsb :PT, direksi adl organ perseroan yg bertanggungjawab penuh ataspengurusan perseroan utk kepent & tuj perseroan serta mewakiliperseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dgketent. anggaran dasar.Perusahaan daerah, direksi adl direksi (psl 11 UU 5/62 ttg perusahaan daerah)koperasi, direksi adl pengurus yg dipilih dari & o/ anggota koperasi dlm rapatanggota



• Jumalah anggota direksi sekurang-kurangnya 3 orang, dan utk bank ygdidirikan sec.kemitraan dg pihak asing maka sekurang-kurangterdapat 1 anggota direksinya adl WNI, dg ketentuan semuanyaberdomisili di Indonesia.( PBI No.8/4/2006 ttg pelaks Good corporategovernance bg bank Umum)
• Direksi bank dilarang memberikan kuasa umum kpd pihak lain ygmengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
• Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat keduatermasuk suami/istri dan keponakan, disebut dg oligarchische clausule
• Larangan bagi direksi memiliki saham melebihi 25% dr modal disetor padaperusahaan lain
• Ditetapkan sbg anggota direksi setelah mendapat persetujuan BI ygdiajukan oleh direksi
• Dalam rangkap jabatan, direksi bank dibatasi menjadi anggota dewankomisaris, direksi atau pejabat eksekutif pd perbankan atau lembaga lain.



• Orang yg dpt diangkat menjadi anggota direksi adl orang g dptmelaksanakan perbuatan hukum yg dibebankan dnya dan tidakpernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah krn menyebabkanperseroan dinyatakan pailit, serta tidak pernah dihukum krn mlkkantindak pidana yg merugikan keua.negara, selama 5 th sblmpengangkatan.
• Ketentuan persyaratan dan pengangkatan direksi diatur dalam SuratKeputusan Direksi BI, yakni :Utk Bank Umum, dlm PBI No.2/27/2000Utk Bank Syariah dlm PBI No.6/24/2004Utk BPR dan BPR Syariah, dlm PBI No.6/22/2004 dan PBI No. 6/17/2004
• Pihak yg menjadi Presiden diretur dan direktur utama, wajib berasaldr pihak yg independent thdp pemegang saham pengendali.



• Untuk bank milik negara dan bank milik pemerintahan daerah,mengenai direksi diatur sbb :
a. Bank sehari-hari dipimpin oleh direksi, terdiri dr seorang direktur utamadan sebanyak-banyaknya 4 orang direktur.b. Anggota direksi diangkat oleh gubernur atas usulan RUPS, utk masa jabatan4 th, dan dpt dipilih Kembali, utk 3x masa jabatan.c. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur, maka terlebih dahuludimintakan persetujuan prinsip dr Menteri DN dg tembusan Gubernur BI.



Dewan Pengawas Syariah
• Dewan ini ada, pada bank Syariah dan BPR Syariah.
• Adl dewan yg melakukan pengawasan thdp prinsip Syariah dlm kegiatanush bank ybs.
• Syarat dewan pengawas Syariah :

a. Integritas : memiliki komitmen yg tinggi utk mematuhi peraturan dan thdppengembangan operasional bank yg sehat
b. Kompetensi : memiliki pengetahuan dan oengalaman di bidang syari’ahmu’amalah
c. reputasi keua : tidak termasuk dlm pihak yg memiliki kredit macet, tidakdinyatakan pailit, dan tidak dinyatakan salah mlkkan tindak pidana, dlm aktu 5 thsblm dicalonkan

• Anggota dewan Syariah 2-5 orang



• Dalam kedudukannya sbg anggota DPS, mereka hanya dpt merangkapjabatan sbg anggota DPS sebanyak-banyaknya pd 2 bank lain dan 2Lembaga keua.Syariah bukan bank.
• Dalam 1 keanggotaan DPS, sebanyak-banyaknya 2 anggota DPS dptmeangkap jabatan sbg anggota Dewan Syariah Nasional (DSN)
• Calon anggota DPS, wajib memperoleh persetujuan dr BI danpenetapan DSN stlh adanya persetujuan BI (ps.32 UU 21/2008 ttgPerbankan Syariah)
• Tugas dan weweng DPS :

a. Memastikan & mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank thdpfatwa yg dikeluarkan DSNb. Menilai aspek Syariah thdp ped.operasional & produk yg dikeluarkan bank.



c. Memberkan opini dr aspek Syariah thdp pelaks operasional banksec.keseluruhan dlm laporan publikasi bank.d. Mangkaji produk & jasa baru yg belim ada fatwanya utk dimintakan fatwapd DSNe. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Syariah sekurang-kurangnyasetiap 6 bln pd direksi, komisaris, DSN dan BI.



Prosedur & Mekanisme Pengangkatan Anggota DPS
Berdasarkan Psl 31, 32, & 33 Peraturan BI No.6/24/PBI/2004 ttg BankUmum yg melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah,maka prosedur dan mekanisme sbb:
1. Diperlukan persetujuan BI, dg mengajukkan permohonan yg disertadokumen :- Pasphoto, KTP, Riwayat hidup,- surat pernyataan yg menyatak tidak pernah melakukan tindakantercela dibid.perbankan, keua, & usaha lainnya; tidak pernahdihukum, dan tidak sedang dlm masa pengenaan sanksidilarangmenjadi pengurus bank.



- Surat pernyataan tdk pernah dinyatakan pailit dan tdk pernah menjadi pemegangsaham dlm waktu 5 thn sebelum tgl pengajuan permohonan.- Surat pernyataan dari DPS yg menyatakan bhw Ybs tdk sdg merangkap jabatan sbganggota DPS di 2 bank lain dan 2 Lembaga keua Syariah bukan bank
Persetujuan/penolakan atas pengajuan anggota DPS diberikanselambat-lambatnya 30 hari sejak dokumen diterima se. lengkap2. Setelah mendapat persetujuan maka diajukan ke DSN utkpenetapannya.Permohonan penetapan wajib disampaikan oleh bank ke DSN dgtembusan ke BI selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannyasurat persetujuan BI.Apabila dlm wkt 30 hr DSN belum mengeluarkan surat penetapan calonDPS, maka calon DPS tsb dianggap efektif sbg DPS, dan 10 hari setelahpengangkatan maka dlm wakt 10 hari hrs dilaporkan ke BI stlh tglpengangkatan efektif.



Penilai
• Penilai adl orang perorang yg dg keahliannya menjalankan kegiatanpenilaian, yg terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dr MenteriKeua.
• Penialian di perlukan bank dlm hal :a. Kegiatan yg berkaitan dg investasi. Jasa ini dimanfaatkan bank sebelum menentukan suatu keputusan utk mlkkan suatubentuk investasi, atauUtk mendapatkan rating thdp surat utang yg diterbitkan atau pemeringkatan thdptingkat kemampuan pembayaran bunga dan utang pook dari instrument utang, sepertiobligasi, saham preferens, dan deposito, atau dpt juga digunakan utk menilai tingkatresiko dr instrument jangka pendek, seperti promissory notes, dan commercial papers(surat berharga komersial)b. Kegiatan yg berkaitan dg perusahaan yg akan dinilai, missal perusahaan ygmengajukan kredit, perusahaan yg mengeluarkan obligasi, dll.



BANK KONVENSIONAL DANBANK SYARIAH



BANK KONVENSIONAL
• adl bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensionalyang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran.
• Bank konvensional akan dijalankan berdasarkan standar operasionalperbankan yang telah ditetapkan Pemerintah dan tunduk padaaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur Pemerintahmelalui lembaga keuangan dan pihak-pihak lainnya yang dianggapberkepentingan dengan masalah tersebut.
• Profit oriented (berorientasi pada keuntungan)
• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.



• adalah bank yg menentukan harga produknya berdasarkan pada 2 (dua)
metode, yakni :
a. Menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan

maupun utk produk pinjamannya, yang ditentukan berdasarkan
tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dg istilah
spread based. Untuk memperoleh keuntungan maka suku bunga
pinjaman harus lebih tinggi dari suku bunga simpanan (positive
spread)

b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan menggenakan atau
menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase
tertentu. Sisitim ini dikenal dengan istilah Fee based.



• Pada bank kovensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah
memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang
kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh
spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga
pinjaman (mengoptimalkan interest difference). Dilain pihak
kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat
bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga
kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit
diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai
lembaga perantara saja



• Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara PemegangSaham, Pengelola Bank dan Nasabah karena masing-masingpihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.
• bank konvensional menjalankan usaha secara konvensionaldan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalambentuk suku bunga bagi nasabahnya.



• Sistem bunga:
Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harusselalu untung untuk pihak Bank
Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yangdipinjamkan Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad denganpedoman harus selalu untung untuk pihak Bank
Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntunganberlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik
Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agamaIslam
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyekyang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi

http://www.sarjanaku.com/2012/06/bank-syariah-pengertian-prinsip-tujuan.html


• Bank Konvensional gemar menebar promosi dan cicilan yangmenggiurkan misalnya cicilan 0% diberikan bagi nasabah yangmemiliki tabungan di bank tertentu atau suku bunga tetap saat inginmembeli rumah.
• Hampir setiap bulan memberikan promosi yang berbeda-beda danbertujuan menarik nasabah untuk menggelontorkan uangnya di banktersebut. Promosinya sangat beragam seperti pemberian suku bungatetap atau fixed rate selama periode tertentu, sebelum akhirnyamemberikan suku bunga berfluktuasi atau floating rate kepadanasabah.
• Tidak terdapat dewan sejenis Dewan Pengawas Syariah



Kegiatan usaha Bank Umum & BPR konvensional
BANK UMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT /BPR

• Ps.6 UU 7 th.1992
• Menghimpun dana, dlm bentuk simpanan
• Memberi kredit
• Menerbitkan surat pengakuan utang
• Membeli, menjual dan menjaminkan atas risiko sendirimaupun utk kepent dan atas perintah nasabahnya
• Memindahkan uang
• Menempatkan dana pd, meminjam dana dari, ataumeminjamkan dana kpd baik lain
• Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga &mlkkan perhitungan dg atau antar pihak ketiga
• Melakukan kegiatan penitipan utk kepentingan pihak lainberdasrkan kontrak

• Ps.13 UU 7/1992
• Menghimun dana : tabungan, deposito &bentuk lainnya
• Memberi kredit
• Menyediakan pembiayaan & penempatandana berdasarkan prinsip Syariah dgketent.BI
• Menempatkan dananya dlm bentuksertifikat BI, deposito berjangka, tabungansertifikat deposito, & tabungan pd banklain



• Melakukan [enempatan dana dr nasabah kenasabahlainnya dlm bentuk surat berharga yg tdk tercatat dibursaefek
• Melakukan kegiatan anjak piutang , usaha kartu kreditdan kegiatan wali amanat
• Menyediakan pembiayaan & atau melakukan kegiatanlain berdasarkan prinsip Syariah, sesuai ketent.BI
• Kegiatan dalam valuta asing (utk bank devisa)
• Kegiatan penyertaan modal pd bank ant perush lain dibid.keua., seperti sewa guna usaha, modal ventura,perush.efek, asuransi serta Lembaga kliring
• Kegiatan penyertaan modal sementara utk mengatasiakibat kegagalan kredit, dg syarat hrs menarik Kembalipenyertaannya, dg memenuhi ketent.BI
• Penyelenggaraan dana pensiun dan pengurusan danapensiun
• Melakukan kegiatan lain yg lazim dilakukan banksepanjang tdk bertentangan dg UU & peraturan per-uu-an

• Larangan : (ps14)a. menerima simpanan giro dan ikut dlmlalin pembayaranb. melakukan kegiatan usaha dlm valutaasingc. Melakukan penyertaan modald. Melakukan usaha perasuransiane. Melakukan usaha lain di luar kegiatanusaha seperti tsb di atas.



• Larangan : (ps. 7)a. melakukan penyertaan modalb. melakukan perasuransianc. Melakukan usaha lain di luar kegiatan lan ygmenjadi usaha utama di bid.perbankan



Perbankan syariah
• Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalahBank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsipsyariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran
• sistem operasional yang diterapkan bank syariah, mengikuti aturansyariat Islam. Semua kegiatan operasional yang dijalankan di banksyariah akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkanmelalui fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuansyariat Islam.
• Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dankebahagian dunia akhirat



• Dalam menentukan harga utk mencari keuntungan , bankdengan prinsip Syariah, menggunakan metode sebagaiberikut :Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharobah)Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal(musharokah)Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan(murabahah)Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihanatau ijarahprinsip dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atasbarang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau dikenalsebagai ijarah wa iqtana.



• Dalam praktiknya, penerapan bunga dilarang dan tidak terjadi dalambank Syariah, yang diterapkan adl prnsip bagi hasil.
• Berdasarkan prinsip bagi hasil yang telh disepakati kedua belah pihak,dimana ;

Besarnya disepakati pada waktu akad dengan berpedoman kepadakemungkinan untung rugi.
Besar rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Rasio tidak berubah selama akad masih berlaku
Kerugian ditanggung bersama
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan
Eksistensi tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.



• Penempatan dana di bank Syariah bersifat investasi shg perolehan yg didapat tdk
bisa dipastikan, krn praktik bisnis bisa menguntungkan atau mengalami kerugian
sbg konsekuensi bisnis.
• Porsi bagi hasil (nisbah) ant bank dg nasabah dlm bentuk prosentase.
• Prinsip investasi yg berlaku di bank Syariah dpt menciptakan harmonisasi atas
perbedaan kepentingan ant penyimpan dana (mengharap return tinggi),
pemegang saham (yg berharap spread besar utk mengoptimalkan interest
difference agar diperoleh keuntungan), dg pemakai dana ( dg tuntutan bunga
rendah).
• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan



• Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkansejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yangkemudian digunakan pihak bank (selaku pengelola) untuk membiayaiseluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan
• Dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuktitipan ataupun investasi tidak bisa dikelola pada semua lini bisnissecara sembarangan,haruslah yang memenuhi aturan syariat Islam.
• Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwaDewan Pengawas Syariah
• Produk bank Syariah lebih banyak dibandingkan bank konvensional.,yg dpt melakukan jualbeli, sewa menyewa, sewa beli, berbagi hasil,bermitra modal, gadai anjak piutang, dll.



• Bank Syariah : Program cicilan diterapkan dengan jumlah tetapberdasarkan keuntungan yang sudah disetujui antara pihak bank dannasabah saat akad kredit. Sementara untuk pemberian promosi harustersampaikan dengan jelas, tidak ambigu, dan transparan.
• untuk memastikan aktivitas bank bagi hasil tidak bertentangan denganprinsip syariah, maka PP No. 72/1992 juga mengatur bahwa bank bagi hasilharus mendirikan Badan Pengawas Syariah (BPS).
• Fungsi utama BPS ini adalah untuk mengawasi dan memastikan bahwaproduk-produk yang ditawarkan oleh bank ini betul-betul sesuai denganprinsip syariah.
• Adapun secara struktural, posisi BPS di dalam bank bersifat independen,terpisah dari menajemen bank dan tidak mempunyai peran dalamoperasional bank. BPS dalam menjalankan aktivitasnya selalu berkonsultasidengan Majelis Ulama Indonesia.



Perbedaan bank islam dengan bankkonvensional
BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL

Melakukan hanya investasi yang halal menuruthukum Islam Melakukan investasi baik yang halal atau harammenurut hukum Islam
Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa Memakai perangkat suku bunga
Berorientasi keuntungan dan falah Berorientasi pada keuntungan
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwaDewan Pengawas Syariah Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur olehdewan sejenis



Ketentuan Hukum
• UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata banksyariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum danBPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan padaprinsip syariah.
• UU No. 10 Tahun 1998 ini juga membolehkan bank konvensionaluntuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuaidengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.(Pasal 6 huruf m).Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan kegiatansyariah harus mendirikan kantor cabang atau sub kantor cabang.



• Adapun untuk BPR tetap tidak dibolehkan untuk menjalankanaktifitas secara konvensional dan syariah secara bersamaan.Perbedaan lainnya adalah diberikannya wewenang kepada BankIndonesia untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenaibank syariah
• Th.2008 disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tatakelola (corporate governance), prinsip kehati-hatian (prudentialprinciples), menajemen resiko (risk menagement), penyelesaiansengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah sertapembinaan dan pengawasan perbankan syariah.



Asas Perbankan
Bank Konvensional :
• Dengan prinsip konvensional/prinsip umum yg ditentukan oleh BI
• Prinsip demokrasi ekonomi
• Prinsip kehati-hatianBank Syariah :
• Prinsip syariah
• Prinsip demokrasi ekonomi : kegiatan ekonomi syariah yangmengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dankemanfaatan
• Prinsip kehati-hatian



• Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adl kegiatanusaha yang tidak mengandung unsur:riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah(batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barangsejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktupenyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah PenerimaFasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihipokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatukeadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;



gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidakdimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapatdiserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diaturlain dalam syariah;haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalamsyariah; atauzalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilanbagi pihak lainnya.



BANK MUAMALAT
• Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesiayang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankanoperasionalnya.
• Didirikan pada 1 November1991, yang diprakarsai oleh Majelis UlamaIndonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia
• Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa
• Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah(titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil).
• Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.



Akad Perbankan Syariah
1. Kelompok Akad Tabarruk ( perjanjian berorientasi nonprofit), antaralain : Qard, Rahn, Kafalah, hawalah
2. Kelompok akad Jasa, antara lain : wakalah, wadiah
3. Kelompok akad Tijarah (berorientas profit), antara lain :a. Natural Certanty Contract (NCC),

• Mrpkan pertukaran barang atau jasa oleh para pihak yg hrs dilakukan sec.jelas dan pasti diawal akad, mencakup jumlah, kualitas, harga, waktu penyerahannya.
• antara lain : murabahah, ijarah, salam, dan istishnab. Natural Uncertainty Contract (NUC)
• Adl kontrak para pihak yg mencampuradukkan asetnya (real asset atau financial asset)menjadi satu kesatuan dan sanggup menanggung risiko sec.bersama tanpa menawarkankeuntungan yg pasti.
• Antara lain : mudharabah, muzara’ah, mukhabarah, dan musyarakah



Akad Tabarruk (perjanjian berorientasi nonprofit)
• KAFALAH

Akad jaminan satu pihak kepada pihak lain.Ikut menanggung wanprestasi yg dilakukan oleh seseorang atausuatu pihakDalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuatgaransi atas suatu proyek (performance bond), partisipasi dalamtender (tender bond) atau pembayaran lebih dulu (advance paymentbond).Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan, dlm mengadakankontrak/akad



• HAWALAHPemberian pinjaman yg disertai dg jaminan utk dijadikan objek anjak piutangAkad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak yang lain.Dalam lembaga keuangan hawalah diterapkan pada fasilitas tambahankepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembelidengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giromundur. Ini lazim disebut Post Dated Check. Namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.Ketentuan :a. Terpenuhinya rukun hawalah : ada muhil (orangorang berutang sekaligus berpiutang),ada kreditur (muhal/muhtal), adanya muhal ‘alaih (orang yg berutang pd muhil danwajib membayar utang pd muhtal), dan adanya ijab Kabul (sighat);b. Pernyataan ijab Kabul hrs dinyatakan oleh para pihak utk menunjukkan kehendakmereka dalam mengadakan akad, yg dituangkan sec.tertulis;c. Hawalah hrs dilakukan dg persetujuan para pihak



d. Kedudukan dn kewajiban para pihak hrs dinyatakan sec, jelas dantegas dalam akad
e. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, maka para pihak yg terlibathanyalah muthal dan muhal ‘alaih, dan pengalihan penagihanmuthal berpindah kpd muhal ‘alaih.



• RAHN
Akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yanglain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaanyang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan.Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biayapemeliharaan atau keamanan barang tersebut.Ketentuan :

a. Penerima barang (murtahin) berhak menahan barang (marhun) hinggasemua utang dilunasi oleh penyerah barang (rahn)b. Barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, kecuali atas seizinrahin, murtahin dpt memanfaatkan barang sekedar pengganti biayapemeliharaan dan perawatan.



c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewaiban rahin
d. Biaya tsb tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Apabila rahin tdk dpt melunasi utangnya, setelah diperingati olehmurtahin, maka barang dpt dijual paksa mll lelang sesuai Syariah.
f. Hasil penjualan digunakan utk melunasi utang, membayar biayapemeliharaan dan penyimpanan yg belum dibayar serta biayapenjualan.
g. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin begitupulakekurangannya.



• QARD
Peminjaman tanpa mensyaratkan suatu apapun dlm jangka waktutertentu.Kaidah Fikih : setiap utang piutang yg mendatangkan manfaat bgyg berpiutang adl riba
Ketentuan :a. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yg diterima pd wkt ygtelah disepakati.b. Biaya adm dibebankan pd nasabahc. Lembaga keua. Syariah (LKS) dpt meminta jaminan (jika dirasa perlu)d. Nasabah dpt memberikan tambahan dg sukarela pd LKS selama tidakdiperjanjikan dlm akad.



e. Bila nasabah tdk dpt mengembalikan baik sebagain maupun seluruhkewajibannya pd saat jatuh tempo dan LKS telah memastikanketidakmampuannya maka LKS dpt :
Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
Menghapus Sebagian atau seluruh kewajibannya.f. Bila tidak terpenuhinya kewajiban tsb bukan dikarena ketidakmamuannasabah ttp dikarenakan tiadanya keinginan, maka LKS dpt mengenakansanksi tidak hanya terbatas pd penjualan jaminan ttp LKS dpt memaksanasabah utk memenuh kewajibannya tsb.



Kegiatan usaha Perbankan syariah
BANK UMUM SYARIAH UNIT USAHA SYARIAH BPR SYARIAH

• Menghimpun dana dlm bentuksimpanan dg akad wadi’ah atauakad lain.
• Menghimpun dana dlm bentukinvestasi dg akad mudharabah
• Menyalurkan pembiayaan bagihasil berdasarkan akadmudharabah, musyarakah atauakad lainnya
• Menyalurkan pembiayaanberdasarkan akad murabahah,salam dan istishna.
• Menyalurkan pembiayaanberdasarkan akad qaradh atauakad lain

• Menghimpun dana dlm bentuksimpanan dg akad wadi’ah atauakad lain.
• Menghimpun dana dlm bentukinvestasi dg akad mudharabah
• Menyalurkan pembiayaan bagihasil berdasarkan akadmudharabah, musyarakah atauakad lainnya
• Menyalurkan pembiayaanberdasarkan akad murabahah,salam dan istishna.
• Menyalurkan pembiayaanberdasarkan akad qaradh atauakad lain

• Menghimpun dana dlm bentuk :a. simpanan dg akad wadi’ahatau akad lain.b. investasi dg akad mudharabah
• Menyalurkan dana kpd masy,dlm bentuk :a. pembiayaan bagi hasilberdsrkan akad mudharabah,musyarakah atau akad lainnyab. pembiayaan berdasarkanakadmurabahah, salam & istishna.c. pembiayaan berdasarkan akadqiradh



• Menyalurkan pembiayaanpenyewaan brg bergerak atautdk bergerak kpd nasabahberdasarkan akad ijarah &/atausewa beli dg bentuk akad ijarahmuntahiya bit tamlik (IMBT)
• Melakukan pengambilalihanutang berdsrkan akad hawalahatau akad lain
• Melakukan usaha kartu kredit&/atau kartu pembiayaanberdsrkan prinsip Syariah
• Membeli, menjual & menjaminatas risiko sendiri suratberharga pihak ketiga ygditerbitkan atas dasar transaksinyata berdsrkan prinsip Syariah(ijarah, musyarakah,mudharabah, murabahah,kafalah atau hawalah)

• Menyalurkan pembiayaanpenyewaan brg bergerak atautdk bergerak kpd nasabahberdasarkan akad ijarah &/atausewa beli dg bentuk akad ijarahmuntahiya bit tamlik (IMBT)
• Melakukan pengambilalihanutang berdsrkan akad hawalahatau akad lain
• Melakukan usaha kartu kredit&/atau kartu pembiayaanberdsrkan prinsip Syariah
• Membeli, menjual suratberharga pihak ketiga ygditerbitkan atas dasar transaksinyata berdsrkan prinsip Syariah(ijarah, musyarakah,mudharabah, murabahah,kafalah atau hawalah)

d. pembiayaan penyewaan brgbergerak atau tdk bergerakkpd nasabah dg akad ijarahatau sewa beli dlm bentukIMBTe. Pengambilalian utangberdsrkan akad hawalah
• Menempatkan dana pd bankSyariah lain dlm bentuk titipanberdsrkan akad wadi’ah atauinvestasi berdsrkan akadmudharabah
• Memindahkan uang baik utkkepent. Sendiri maupunnasabah mll rek.BPR Syariah ygada d Bank Umum Syariah,Bank Umum Konvensional &UUS
• Menyediakan produk ataumelakukan kegiatan usahaBank Syariah lain, berdsrkanpersetujuan BI



• Membeli surat berharga berdsrprinsip Syariah yg diterbitkanoleh pemerintah &/atau BI
• Menerima pembayaran drtagihan atas surat berharga &melakukan perhitungan dgpihak III atau antar pihak III berdsrkan prinsip Syariah
• Melakukan penitipan utkkepent pihak lain berdsr suatuakad Syariah
• Menyediakan tempat utkmenyimpan brg/surat berhagaberdsr Syariah
• Memindahkan uang baik utkkepent sendiri maupunnasabah berdsr prinsip Syariah
• Melakukan fungsi sbg waliamant berdsr akad wakalah

• Membeli surat berharga berdsrprinsip Syariah yg diterbitkanoleh pemerintah &/atau BI
• Menerima pembayaran drtagihan atas surat berharga &melakukan perhitungan dgpihak III atau antar pihak III berdsrkan prinsip Syariah
• Menyediakan tempat utkmenyimpan brg/surat berhagaberdsr Syariah
• Memindahkan uang baik utkkepent sendiri maupunnasabah berdsr prinsip Syariah
• Memberikan fasilitas L/C ataubank garansi bberdsr prinsipsyariah
• Melakukan kegiatan lain dibid.perbankan



• Memberikan fasilitas L/C atau bankgaransi berdsr prinsip syariah
• Melakukan kegiatan lain dibid.perbankan
• Melakukan kegiatan valuta asingberdsr prinsip Syariah
• Mlkkan kegiatan penyertaan modalpd BU Syariah atau Lembagakeua.Syariah
• Mlkkan kegiatan penyertaan modalsementara utk mengatasikegagalan pembiayaan, dg syarathrs manarik kembalipenyertaannya
• Bertindak sbg pendiri & pengurusdana pensiun berdsr Syariah
• Melakukan kegiatan dlm pasarmodal sepanjang tdk bertentangandg prinsip Syariah & ketent.pasarmodal

• Mlkkan kegiatan penyertaanmodal sementara utkmengatasi kegagalanpembiayaan, dg syarat hrsmanarik kembalipenyertaannya
• Melakukan kegiatan dlmpasar modal sepanjang tdkbertentangan dg prinsipSyariah & ketent.pasar modal
• Menyelenggarakan kegiatanatau produk bank dg saranaelektronik
• Menerbitkan, menawarkandan memperdagangkan suratberharga jangka pendekberdsr syariah mll pasar uang
• Menyediakan produk ataumelakukan kegatan usahabank umum Syariah lainnya.



• Menyelenggarakan kegiatanatau produk bank dg saranaelektronik
• Menerbitkan, menawarkan danmemperdagangkan suratberharga jangka pendek berdsrsyariah mll pasar uang
• Menerbitkan, menawarkan danmemperdagangkan suratberharga jangka panjang berdsrsyariah mll pasar modal
• Menyediakan produk ataumelakukan kegatan usaha bankumum Syariah lainnya.
• Larangan : idem dg laranganbagi UUS

• Larangan :a. melakukan kegiatan usahayg bertentangan dg prinsipsyariahb. melakukan kegiatan jual belisaham sec.langsung di pasarmodalc. melakukan penyertaanmodal pd bank atau Lembagakeua yg tdk berprinsipSyariahd. melakukan kegiatan usahaperasuransian, kecuali sbgagen pemasaran asuransisyariah

• Larangan :a. melakukan kegiatan usahayg bertentangan dg prinsipsyariahb. menerima simpanan berupagiro, & ikut serta dlm lalinpembayaranc. melakukan kegiatan dlmvaluta asing, kecualipenukaran uang asing dg izinBId. melakukan kegiatan usahaperasuransian, kecuali sbgagen pemasaran asuransisyariah



Materi III
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANANDanOTORITAS JASA KEUANGAN



Lembaga Penjaminan Simpanan
Latar belakang terbentuk LPS

KrisisMoneter1998
Likuidasi16 bank Kepercayaanmasy menurun

JaminansimpananmasyLPS



Latar belakang LPS
1. Dikeluarkannya PP 34 th.1973, dengan maksud :
• Untuk meningkatkan minat masy berhub dg Lembaga perbankan
• Memperluas lalu lintas pembayaran giral
• Untuk meningkatkan kepercayaan masy thdp keberadaan Lembagaperbankan

2. Adanya kewajiban menjamin simpanan uang pihak ketiga (bank)
kecuali bank asing, oleh BI (kecuali giro, deposito, tabungan milik
pemerintah dan bank, memungut premi jaminan, dan bertindak
sebagai pengampu dan atau likuidator)



• Untuk membangun suatu sistim perbankan yang sehat dan stabil, diperlukan suatuprogram penjaminan simpanan nasabah bank,yakni dengan membentuk suatuLembaga independent, yakni Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
• LPS merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadapseluruh kewajiban bank (blanket guarantee) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998s/d 2005).

Kebijakan blanket guarantee di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaanmasyarakat terhadap perbankan, namun di sisi lain kebijakan tersebut telahmembebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelakuperbankan dan nasabah.
Dengan mempertimbangkan dampak negatif tersebut serta memperhatikanmembaiknya kondisi perbankan, kebijakan blanket guarantee telah diputuskan untukdiakhiri (pada tahun 2005). Namun pemerintah menilai bahwa suatu bentukpenjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaanmasyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yangmembebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard.Berdasarkan UU LPS, penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS.



Pengertian
• LPS adalah suatu Lembaga independent yang melaksanakan programpenjaminan simpanan nasabah bank pada seluruh bank konvensionaldan bank Syariah yang beroperasi di Indonesia, yang di bentukberdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentangLembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) sebagaiman telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009.
• Setelah diberlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentangLembaga Penjamin Simpanan, perlindungan hukum nasabah sudahdiatur secara tegas, selain memberikan perlindungan kepada nasabahpenyimpan dana secara implisit



• Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan secara eksplisityaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yangmenjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalamikegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yangdisimpan pada bank yang gagal tersebut.
• Perubahan yang paling signifikan dalam skema penjaminan melaluiLPS adalah dihapuskannya blanket guarantee (penjaminan seluruhkewajiban bank/tanpa batasan nilai) menjadi limited guarantee(penjaminan secara terbatas). Berdasarkan Pasal 11 UU LPS, nilaisimpanan yang dijamin untuk setiap nasabah per bank maksimumRp100 juta.



• LPS menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya danmelaksanakan resolusi (penyehatan) bank gagal. Bank gagal dan bankyang dicabut izinnya pada umumnya mengalami permasalahansolvabilitas.
• LPS menjamin simpanan pada seluruh bank konvensional dan banksyariah yang beroperasi di Indonesia, baik Bank Umum, Bank Asing,Bank Campuran, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah &Bank milik Pemerintah maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Ps.12 UU LPS



FUNGSI, TUGAS & WEWENANG LPS
Fungsi LPS :
1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan;
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuaidengan kewenangannya.
Tugas LPS :
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminansimpanan
2. Melaksanakan penjaminan simpanan;a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktifmemelihara stabilitas system perbankan



c. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakanpelaksanaan bank gagal (bank resolution) yg tidak berdampaksistematik.
d. Melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang berdampaksistematik
Wewenang LPS :
a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. (setiap bank yangmelakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, wajib menjadipeserta penjamin)
b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertamakali menjadi peserta.



c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan

keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak
melanggar kerahasiaan bank.

e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada
angka 4.

f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
g. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak

bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas
tertentu.

h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan
simpanan.

i. Menjatuhkan sanksi administratif.



Penyelamatan Bank Gagal
• LPS berperan melakukan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemiksetelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.(diatur dalam PLPS No.3/2005), yg isinya :

Penyelesaian bank gagal, baru dpt dilakukan stlh LPS menerimapemebritahuan dari LPP , dalam hal bank bank bermasalah tersebutdinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh LPP atau komite koordinasi
Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan LPSdengan cara melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan.
Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukanpenyelamatan didasarkan pada:

 Perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan;
 Prospek usaha bank; dan
 Kesediaan pemegang saham untuk menyerahkan penyelesaian bank kepada LPS.



Perkiraan biaya penyelamatan bank gagal meliputi penambahanmodal bank sampai bank memenuhi ketentuan tingkat solvabilitasdan tingkat likuiditas.
Perkiraan biaya tidak menyelamatkan bank gagal meliputi:

 biaya pembayaran simpanan yang dijamin;
 biaya talangan gaji yang terutang;
 biaya talangan pesangon pegawai; dan
 biaya operasional yang telah diperhitungkan dengan perkiraan penerimaanLPS dari penjualan dan pencairan aset bank.



• LPS menetapkan untuk menyelamatkan bank gagal apabila dipenuhi persyaratan sebagaiberikut:
Perkiraan biaya penyelamatan paling tinggi sebesar 60% dari perkiraan biaya tidakmenyelamatkan;
Bank masih memiliki prosepek usaha yang baik;
Teradapat pernyataan dari RUPS bank mengenai kesediaan untuk menyerahkan hak danwewenang RUPS dan kepengurusan bank kepada LPS, serta tidak menuntut LPS apabila prosespenanganan tidak berhasil; dan
Bank menyerahkan kepada LPS dokumen yang dipersyaratkan.

• Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh LPS dalam rangka penyelamatan bank gagalmerupakan penyertaan modal sementara LPS pada bank gagal yang diselamatkan.
• LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu palinglama 2 tahun terhitung sejak penyerahan bank kepada LPS dan dapat diperpanjangpaling banyak 2 kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 tahun.
• LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank gagal apabila bank gagal tidakmemuhi persyaratan pada butir h.



Mekanisme Resolusi Bank
• Merujuk Pasal 5 UU LPS, dalam rangka melaksanakan tugas tersebutdan dalam rangka mencapai resolusi bank yang efektif, LPS diberikankewenangan pelaksanaan resolusi terhadap Bank Gagal yaitu:

1. Likuidasi
Berdasarkan Pasal 43 Jo Pasal 6 Ayat 2 UU LPS, setelah bank dicabut izinusahanya oleh Lembaga Pengawas Perbankan (Otoritas Jasa Keuangan),LPS akan mengambilalih seluruh hak dan wewenang Pemegang Sahambank, melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamananaset bank sebelum proses likuidasi dimulai, memutuskan pembubaranbadan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan statusbank sebagai bank dalam likuidasi.



Selanjutnya merujuk Ps. 16 UU LPS, LPS akan melakukan rekonsiliasi danverifikasi thdp simpanan, membayarkan simpanan yang layak bayar kepadanasabah sesuai kriteria 3T.
Tim Likuidasi akan melakukan penyelesaian thdp hak dan kewajiban BankDalam Likuidasi, diantaranya melakukan penjualan aset-aset bank, danmelakukan penyelesaian kewajiban kreditur lainnya. Penjualan aset-aset bankdilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam rangkapengembalian (recovery) dana penjaminan.

2. Penyertaan Modal Sementara
Dalam melaksanakan penanganan Bank, salah satu opsi resolusi yang dimilikiLPS dengan tujuan penyelematan Bank adalah melalui Penyertaan ModalSementara, baik pada Bank Selain Bank Sistemik maupun non Bank Sistemik.Hal ini diatur dalam Pasal 26 huruf b UU No. 24 tahun 2004 tentang LembagaPenjamin Simpanan.



Melalui metode ini, LPS akan mengambil alih segala hak danwewenang Rapat Umum Pemegang Saham, kepemilikan dankepengurusan Bank, untuk selanjutnya dilakukan penyetoran modalpada Bank yang diputuskan diselamatkan.
Pada Bank Sistemik, LPS dapat mengikutsertakan pemegang sahamlama untuk melakukan penyetoran modal kepada Bank yangdiselamatkan (Open Bank Assistance/OBA). Seluruh biayapenyelamatan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS diperhitungkansebagai penambahan modal disetor LPS pada Bank yangdiselamatkan.
Selanjutnya, LPS akan melakukan divestasi terhadap bank yangdiselamatkan dalam jangka waktu maksimum 6 tahun untuk BankSistemik dan 5 tahun untuk Bank Selain Bank Sistemik denganmempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.





• Dg disahkannya UU No. 9 Tahun 2016 ttg Pencegahan & Penanganan KrisisSistem Keuangan (UU PPKSK), LPS diberikan perluasan kewenanganpenyelesaian/penanganan Bank Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas,yaitu:1. Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bankpenerima (Opsi Purchase & Assumptions )Merujuk Ps. 23 jo Ps. 22 ayat (1) huruf a jo Ps. 31 UU PPKSK, dalam rangkapengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada BankPenerima, LPS menetapkan kriteria aset dan kewajiban yang dapat dialihkan.Terkait kriteria aset yang dapat dialihkan secara spesifik diatur dalam Pasal 23UU PPKSK dimana tidak terdapat perbedaan untuk kriteria asset yang dialihkan“Good Asset” antara bank sistemik dan bank selain bank sistemik.Adapun terkait kriteria simpanan yang dapat dialihkan untuk bank sistemikadalah seluruh simpanan termasuk Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dari Bank Asalyang akan dialihkan kepada Bank Penerima. Sedangkan untuk Bank selain BankSistemik simpanan yang dapat dialihkan kepada bank penerima adalah simpananyang dijamin oleh LPS.



Bank Penerima adalah Bank yang beroperasi normal dan terdaftar diOJK. Terhadap aset dan kewajiban yang tidak memenuhi kriteriadapat dialihkan akan diselesaikan melalui mekanisme likuidasidimana Bank Asal akan terlebih dahulu di Cabut Izin Usahanya.





2. Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibanBank kepada Bank Perantara (Bridge Bank) :
metode Penanganan/Penyelesaian melalui Bank Perantara/BridgeBank (BB) adalah metode penanganan/penyelesaianpermasalahan solvabilitas Bank oleh LPS dengan cara mengalihkansebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank asal kepadaBank Perantara.Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh LPS, untukdigunakan sbg sarana resolusi dengan menerima pengalihansebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yangditangani LPS, selanjutnya menjalankan kegiatan usahaperbankan, & akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.



Setelah menerima pengalihan aset dan kewajiban, bank perantara akanmenjalankan aktivitas usaha perbankan. Merujuk Pengaturan dalam Pasal26 UU PPKSK, LPS harus segera menjual Bank Perantara atau mengalihkanseluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak laindan Penjualan Bank Perantara kepada pihak lain atau pengalihan seluruhaset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain dilakukanberdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.
Lembaga Penjamin Simpanan dapat menjual Bank Perantara setelah BankPerantara memenuhi tingkat kesehatan dan terdapat calon investor yangberkomitmen untuk menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara.
Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat menjual seluruh aset dankewajiban Bank Perantara dan selanjutnya membubarkan badan hukumBank Perantara





Simpanan Yg Tidak Dijamin LPS
1. Transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasukdalam bentuk simpanan sehingga tidak termasuk lingkup yangdijamin. Namun, transfer keluar yang berasal dari simpanannasabah dan belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagaisimpanan. Demikian pula, transfer masuk yang telah diterima bankuntuk kepentingan seorang nasabah diperlakukan sebagaisimpanan nasabah dimaksud walaupun bank belum membukukanke dalam rekening ybs.
2. nasabah memperoleh bunga simpanan melebihi suku bunga wajaryang ditetapkan oleh LPS, maka simpanan tersebut tidak dijaminoleh LPS secara keseluruhan (baik pokok maupun bunga).



Modal LPS
• Dalam Pasal 81 UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwamodal awal LPS merupakan kekayaan negara yang dipisahkan danditetapkan sekurang-kurangnya Rp4 triliun dan sebesar-besarnya Rp8triliun.
• Pemisahan kekayaan negara untuk modal awal LPS merupakan wujudkomitmen Pemerintah dalam mendukung industri perbankan yangsehat dan stabil.
• Modal awal tersebut berbentuk tunai dan merupakan kekayaannegara yang dipisahkan.
• Diatur dlm PP No.32 th.2005 ttg Modal Awal LPS



SIMPANAN YG DIJAMIN
• Simpanan dijamin LPS ketika :a. Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank(bank konvensional maupun bank Syariah)b. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga ygditetapkan oleh LPS (bank konvensional)c. Tidak mlk kan tindakan yg merugikan bank, misalnyakredit macet dibank tersebut (bank konvensionalmaupun bank Syariah)



NILAI YG DIJAMIN LPS :
• Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS, berdsr Ps 1 ayat (1) UU LPS adlmaksimum Rp 100 juta untuk setiap nasabah dalam satu bank.Namun demikian, pada tanggal 13 Oktober 2008 nilai simpanan yangdijamin LPS diubah menjadi maksimum Rp 2 milyar (Perpu No. 3 Th2008 ttg Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo PP No.66 Th. 2008 ttg Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin LembagaPenjamin Simpanan.
• Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bungauntuk bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil yang telahmenjadi hak nasabah untuk bank syariah.



• Untuk perbankan Syariah, berdsr PP 39 th 2005 ttg Penjaminan Syariah,LPS juga menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsipsyariah, baik bank umum dan bank prekreditan rakyat yang melaksanakankegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun Unit Usaha Syariah(UUS) dari bank konvensional, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24Tahun 2004 tentang LPS.
• Simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh LPSberbentuk:a. Giro berdasarkan prinsip Wadiah;b. Tabungan berdasarkan prinsip Wadiah;c. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabahmuqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;d. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabahmuqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/ataue. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelahmendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.



• Sumber pendanaan LPS berasal dari:
a. modal awal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp4 triliun;b. kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank pertama kalimenjadi peserta;c. premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester (0,1 %); dand. hasil investasi cadangan penjaminan.

• apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaimpenjaminan, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.



Ketentuan Penjaminan :
• Menjadi peserta penjaminan
• LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampaijumlah Rp 2 milyar. Sedangkan jumlah simpanan di atas Rp 2 milyar akandiselesaikan oleh Tim Likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank.
• Untuk keperluan pembayaran simpanan yang dijamin, saldo pada rekeninggabungan dibagi sama besar diantara para pemilik rekening tersebut.
• Dalam hal nasabah penyimpan juga mempunyai kewajiban kepada bank,pembayaran klaim penjaminan terhadap nasabah tersebut akan terlebihdahulu diperhitungkan dengan kewajibannya (set off).
• Hak nasabah atas bunga simpanan terhenti pada saat bank tempatnasabah menyimpan uangnya dicabut izin usahanya.



Klaim Penjaminan yg tidak Layak Bayar
• Kriteria klaim penjaminan atau simpanan nasabah penyimpan yangtidak layak bayar antara lain adalah: (ps.40 PLPS No.2/PLPS/2010 ttgProgram Penjaminan Simpanan)a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;b. nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidakwajar; dan/atauc. nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bankmenjadi tidak sehat.
• Dalam hal nasabah penyimpanan, yg simpanannya tidak layak bayar,merasa dirugikan, maka dpt :a. Mengajukan keberatan pd LPS yg didukung dg bukti nyata dan jelasb. Mengajukan upaya hk mll pengadilan



Kepesertaan LPS
• Pasal 12 UU LPS, menentukan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatanusaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminanLPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk banknasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional danbank syariah.
• Sebagai peserta penjaminan, setiap bank wajib:1.menyerahkan dokumen sebagai berikut:a. salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;b. salinan dokumen perizinan bank;c. surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank;d. surat pernyataan dari pemegang saham, pengendali bagi yang berbadan hukum koperasi,kantor pusat dari cabang bank asing, direksi dan komisaris.2. membayar kontribusi kepesertaan;



3. membayar premi penjaminan;
4. menyampaikan laporan secara berkala, antara lain :a. Lap.posisi simpananb. Lap.keua.bulanan’c. Lap.tahunan yg telah di auditd. Lap.susunan pemegang saham, Pengendali bagi bank yangberbadan hukum koperasi, direksi, dan komisaris bank setiapkali ada perubahan
5. Memberikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalamrangka penyelenggaraan penjaminan; misalnya perubahan alamat.



6. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantorbank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudaholeh masyarakat;
7. Menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapatdiketahui dengan mudah oleh nasabah mengenai:a. maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yangditetapkan LPS; danb. maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS



Cara pembayaran klaim
• LPS wajib menentukan simpanan nasabah yang layak bayar, setelahmelakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabahbank yang dicabut izin usahanya dalam waktu 90 hari kerja sejak izinusaha bank dicabut.
• LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat-lambatnya5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.
• Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan adalah 5 tahun sejak izinusaha dicabut.



OTORITAS JASA KEUANGAN



Alasan dibentuknya OJK
a. Perkembangan industry jasa Keuangan

untuk mendukung terwujudnya Lembaga yang memiliki fungsi,tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadapkegiatan di sector jasa keuangan secara terpadu, independen, danakuntabel.
b. Amanat Undang-Undang

adanya amanat dari UU 23 tahun 1999 ttg BI, yg mengamanatkanpembentukan Lembaga pengawasan sector jasa keuangan yangmencakup perbankan, asuransi, dana pension, sekuritas, modalventura, & perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain ygmenyelenggarakan pengelolaan dana masy.



c. diperlukan untuk menjadi dasar dlm melakukan penataan kembalistruktur pengorganisasian dari Lembaga-Lembaga yg melaksanakantugas pengaturan & pengawasan disektor jasa keuangan
• Penataan tersebut dimaksudkan agar dapat dicapai mekanismekoordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan ygtimbul dalam sist.keua. shg dpt lebih menjamin tercapainya stabilitassist. Keua.

d. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan
• Pengawasan perlu dilakukan terhadap lembaga jasa keuangan yangmemiliki beberapa anak perusahaan di bidang jasa keuangan yangberbeda kegiatan usaha (konglomerasi). Sebagai contoh, Bank punyaanak perusahaan di bidang jasa Asuransi, Pembiayaan, Sekuritas, danDana Pensiun



e. Perlindungan Konsumen
• Semakin kompleksnya layanan jasa keua. tentu permasalah & pelanggaran diindustri ini juga semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan fungsiedukasi, perlindungan konsumen dan pembelaan hukum terhadap konsumendari pihak-pihak terkait.
• Pasal 28 huruf a UU OJKmenyatakan bahwa untuk perlindungan konsumendan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugiankonsumen dan masyarakat, salah satunya memberikan informasi dan edukasikepadamasyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, danproduknya



Pengertian OJK
• adalah sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi dan tugasdalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasanterhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi.
• Menurut UU 21 th. 2011 ttg OJK, adalah lembaga Negara yangdibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yangberfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasanyang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasakeuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasakeuangan
• adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, danwewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan



• OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturandan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikanperan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, sertauntuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.
• Fungsinya:

sebagai Lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang sebelumnya adapada beberapa lembaga yang berbeda, seperti : KementerianKeuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Lembaga lainnya.
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yangterintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

• Hakikatnya : mrp lembaga yg bersifat independen dalam menjalankantugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah
• Kewajiban : menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pasar_Modal_dan_Lembaga_Keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pasar_Modal_dan_Lembaga_Keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia


Dasar Hukum OJK
• Ps. 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkanpembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yangbaru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang.
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas JasaKeuangan.
• Ps. 28 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya otoritas pengaturandan peangawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenanganuntuk mengawasi seluruh lembaga keuangan formal di Indonesia.



Tujuan & Peran OJK :
• Tugas :

a. Terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sec.teratur, adil, transparandan akuntanbel, dalam setiap kegiatan di dalam sector jasa keuanganb. Mewujudkan sist. Keua. yg tumbuh sec. berkelanjutan & stabil;c. mampu melindungi kepent.konsumen & masy.
• Peran :

mendukung Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiahmelalui pencegahan tindak terjadinya likuidasi perbankan.



Visi & Misi OJK
• Visi :menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya,melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampumewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasionalyang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
• Misi, adalah :1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasakeuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan danstabil;3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.  



Asas-asas OJK :
a. Asas Independensi :indenpenden dalam pengambilan keputusan & pelaksanaan fungsi, tugas danwewenangnya
b. Asas Kepastian hukum :setiap kebijakan penyelenggaraan OJK, berlandaskan pd peraturan per-uu-an &keadilan
c. Asas kepentingan umum :membela dan melindungi kepent.konsumen & masy, serta memajukankesejahteraan umum
d. Asas keterbukaan :yakni asas yg membuka diri thdp hak masy. Utk memperoleh informasi yg benar,jujur & tdk diskriminatif ttg penyelenggaraan OJK dg tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi & golongan serta rahasia negara termasukrahasia yg ditetapkan dlm peraturan per-uu-an



e. Asas Profesionalitas :
mengutamakan keahlian, dg tetap berlandas pd kode etik dan peraturan per-uu-an

f. Asas Integritas :
penyelenggaraan OJK berpegang teguh pd nilai-nilai moral dlm setiaptindakan & keputusan yg diambil

g. Asas Akuntabilitas :
yakni asas yg menentukan bhw setiap kegiatan & hasil akhir dari kegiatanpenyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawab kan pd public

h. Asas Kewajaran :



Tugas OJK terkait wewenang
1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank;
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kehati-hatian bank; serta
4. Pemeriksaan bank.



Tugas OJK
Perbankan :
• Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bankdan pengembangan sistem pengawasan bank.
• Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan.
• Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank.
• Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank.
• Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan.
• Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadappenyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidangperbankan.



• Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidaksehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal.
• Mengembangkan pengawasan perbankan.
• Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan.
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.
• Selain mengatur dan mengawasi perbankan konvensional, OtoritasJasa Keuangan juga mengatur dan mengawasi bank syariah serta unitusaha syariah pada bank umum konvensional.



Pasar Modal :
•Menyusun peraturan pelaksanaan bidang Pasar Modal.
•Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal.
•Menetapkan ketentuan akuntasi di bidang Pasar Modal.
•Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria danprosedur di bidang Pasar Modal.
•Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasanPasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah.



•Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal.
•Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yangdikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring danPenjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
•Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksidan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan PerusahaanPublik.
•Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihakyang memperolah izin usaha, persetujuan, pendaftaran dariOJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal.



• Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkanpenggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasakeuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalamrangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakatdan sektor jasa keuangan.
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.
• Pelaku pasar modal yang mencakup pengawasan Otoritas JasaKeuangan ini antara lain, perusahaan efek, wakil perusahaan efek,pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, Lembaga danprofesi penunjang pasar modal serta pasar modal syariah.



• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuat untuk sektorpasar modal juga mencakup hal yang paling terkecil.Misalnya, POJK Nomor 29/POJK.04/2017 tentang laporanWali Amanat atau POJK Nomor 23/POJK.04/2017 tentangProspektus Awal dan Info Memo.
• Selain itu, pada sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuanganjuga mengatur dan mengawasi mengenai pasar modalsyariah serta produk-produk pasar modal syariah.



Sektor industri keuangan non-bank :
• Menyusun peraturan di bidang IKNB.
• Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB.
• Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB.
• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yangmemperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK danpihak lain yang bergerak di IKNB.
• Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB.
• Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.



•Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteriadan prosedur di bidang IKNB.
•Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB.
•Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh DewanKomisioner
• Cakupan industri keuangan non-bank yang diawasi olehOtoritas Jasa Keuangan ini sangatlah luas. Sektor ini meliputiasuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian,lembaga jasa keuangan khusus, jasa penunjang industrikeuangan non-bank dan perusahaan-perusahaan keuangannon-bank syariah.



• Saat ini industri keuangan non-bank yang diawasi olehOtoritas Jasa Keuangan bertambah satu, yakni financialtechnology atau fintech. Peran penting Otoritas JasaKeuangan dalam mendorong fintech semakin diperkuatdengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di SektorJasa Keuangan.
• POJK mengenai fintech dikeluarkan karena OJK tidakmenafikan kemajuan teknologi di industri keuangan digital.Sehingga diperlukan peratuan yg mampu memayungiindustri fintech sehingga dpt memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.



Dalam POJK No. 13/POJK.02/2018, Otoritas Jasa Keuangan telahmenyusun semua hal yang diperlukan bagi industri fintech, antara lain:
• Mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech.
• Mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech.
• Pembentukan ekosistem fintech.
• Membangun budaya inovasi.
• Kewajiban perlindungan data konsumen.
• Kewajiban bagi perusahaan fintech menjalankan manajemen resikoyang efektif.
• Penyelenggara fintech wajib ikut serta dalam meningkatkan inklusidan literasi keuangan.



• Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar industri, pemerintah,akademisi dan innovation hub yang lain.
• Fintech wajib menjalankan prinsip dasar perlindungan konsumen.
• Fintech wajib untuk menerapkan prinsip transparansi.
• Penyelenggara fintech wajib menerapkan program anti pencucianuang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
POJK No. 13/POJK.02/2018 bisa dikatakan sebagai payung hukum yanglengkap dan menyeluruh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk industrifintech. Namun, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan sudah merintisdengan POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam MeminjamUang Berbasis Teknologi Informasi.



Tugas Pengawasan Bank
• Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, OJK melaksanakansistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu :

1. pengawasan berdasarkan kepatuhan; dan2. pengawasan berdasarkan risiko, membentuk sistem informasi perbankandalam membantu tugas pengawasan bank, melaksanakan investigasiperbankan, serta melakukan



Wewenang OJK :
• Dalam hal pengaturan, wewenangnya :

a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulisterhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuterpada Lembaga Jasa Keuangan



h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dani. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasakeuangan.
• Dalam tugas pengawasan, wewenangnya :

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasakeuangan;b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh KepalaEksekutif;c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindunganKonsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku,dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;



d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihaktertentu;e. melakukan penunjukan pengelola statuter;f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaranterhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;h. memberikan dan/atau mencabut:1) izin usaha;2) izin orang perseorangan;3) efektifnya pernyataan pendaftaran;4) surat tanda terdaftar;5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;6) pengesahan;7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektorjasa keuangan.



Aktualisasi Wewenang OJK
a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga JasaKeuangan Bank yang meliputi:
• Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank,anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dansumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, sertapencabutan izin usaha bank;
• Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana,produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
• Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yangmeliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasiokecukupan modal minimum, batas



•maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadapsimpanan dan pencadangan bank; laporan bank yangterkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sisteminformasi debitur; pengujian kredit (credit testing); danstandar akuntansi bank;
• Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank;prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; danpencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatanperbankan; serta pemeriksaan bank.



b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank danNon-Bank) meliputi:
•Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
•Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektorjasa keuangan;
•Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
•Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapanperintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan danpihak tertentu;



•Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapanpengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
•Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, sertamengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaandan kewajiban;
•Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaansanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.



c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank)meliputi:
• Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadapkegiatan jasa keuangan;
• Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakanoleh Kepala Eksekutif;
• Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungankonsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan,pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimanadimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasakeuangan;
• Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan danatau pihak tertentu;



•Melakukan penunjukan pengelola statuter;
•Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
•Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yangmelakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
•Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orangperseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surattanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha,pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubarandan penetapan lain.



• Pengelola Statuter
adalah orang perseorangan atau badan hukum yangditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJKsbgmn dimaksud dalam UU 21 Tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU 40 Tahun 2014tentang Perasuransian.



UU No. 9/ 2016 ttg Pencegahan & PenangananKrisis Sistem Keuangan (UU PPKSK)
• Menjadi landasan hukum bagi lembaga-lembaga terkait untukberkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistemkeuangan.
• Dengan penerbitan UU PPKSK dibentuk Komite Stabilitas SistemKeuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, GubernurBank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.



• Peran KSSK yang meliputi:
1. koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;2. penanganan krisis sistem keuangan; dan3. penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitassistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

• Anggota KSSK melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitassistem keuangan sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan denganprotokol manajemen krisis setiap anggota.
• Untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan,Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan Bank Indonesia(BI) menetapkan bank sistemik. Daftar bank sistemik dikinikan secaraberkala setiap enam bulan.



• Bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dankewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasaperbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain, yang jikamengalami gangguan atau gagal dapat mengakibatkan gagalnya banklain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupunfinansial.
• Bank sistemik diwajibkan untuk memenuhi ketentuan khususmengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas,menyusun rencana aksi (recovery plan) yang memuat kewajibanpemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambahmodal bank serta kewajiban memiliki jenis utang tertentu yang dapatdikonversi menjadi modal.



• Berdampak Sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan olehsuatu bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabilatidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atauLKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadapsistem keuangan dan perekonomian nasional.”
• Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampakluar biasa baik dalam penarikan dana (rush) maupun terhadapkelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yangtidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria



• Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan likuiditas, maka dapatmengajukan permohonan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) kepadaBI. Dalam pemberian PLJP, OJK melakukan penilaian mengenai pemenuhanpersyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank.
• BI bersama OJK melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratanagunan dan perkiraan kemampuan bank untuk mengembalikan PLJP.
• Dalam hal terdapat bank yang mengalami permasalahan solvabilitas danditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI), OJKmemberitahukan kepada LPS untuk melakukan persiapan penanganan.
• Dalam hal kondisi bank memburuk dan ditetapkan sebagai Bank Dalampengawasan khusus (BDPK), OJK meminta LPS meningkatkan intensitaspersiapan penanganan Bank.
• Bentuk koordinasi OJK dengan LPS, antara lain pertukaran data dan informasiterkini, pemeriksaan bersama terhadap bank, dan kegiatan lain dalam rangkapersiapan resolusi oleh LPS.



• Dalam hal penanganan tidak dapat mengatasi permasalahansolvabilitas dan bank ditetapkan sebagai bank yang tidak dapatdisehatkan, maka:
1. Bagi bank selain bank sistemik, OJK menyerahkan penanganan bankkepada LPS.2. Bagi bank sistemik, OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK disertaidengan rekomendasi langkah penanganan permasalahan bank. Rapat KSSKmemutuskan penyerahan bank kepada LPS dan menetapkan langkah yangharus dilakukan oleh anggota KSSK lainnya untuk mendukung pelaksanaanpenanganan bank oleh LPS.



• Penanganan permasalahan solvabilitas bank oleh LPS dilakukandengan cara mengalihkan aset dan/atau kewajiban bank kepada bankpenerima (metode purchase and assumption), mengalihkan sebagianaset dan/atau kewajiban bank kepada bank perantara, melakukanpenyertaan modal sementara, maupun likuidasi (khusus bagi bankselain bank sistemik).
• Dalam hal diputuskan perubahan status stabilitas sistem keuangandari kondisi normal menjadi kondisi krisis sistem keuangan, selainupaya-upaya penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitassebagaimana dijelaskan di atas, Program Restrukturisasi Perbankanjuga diselenggarakan oleh LPS untuk penanganan permasalahanbank.



Materi IV
Operasional Bank Di Indonesia



Ruang Lingkup Materi :
• Bentuk hukum Bank
• Prosedur dan mekanisme pendirian bank, meliputi kepemilikan,permodalan dan pelaksanaan dalam kelembagaan tersebut
• Pembubaran, likuidasi
• Merger, konsilidasi, akuisisi
• Aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kelembagaan perbankan



Ketentuan yang mengatur operasionalkelembagaan suatu bank :
• UU No.7 Th. 1992 ttg Perbankan
• UU No. 10 Th.1998 tt perubahan UU No.7 Th. 1992 ttg Perbankan
• UU No. 21 Th.2008 ttg Perbankan Syariah
• UU No. 23 Th.1999 ttg Bank Indonesia
• UU No. 3 Th.2004 ttg perubahan UU No. 23 Th.1999 ttg BI
• UU No.6 Th.2009 ttg Penetapan Perpu No.2 Th. 2008



UU yang berpengaruh pd Kelembagaan Bank
• UU No. 40 th. 2007 ttg Perseroan Terbatas
• UU NO. 7 th.2007 ttb Penanaman Modal
• UU No. 25 th.1992 ttg Perkoperasian
• UU No.2 th. 1962 ttg Perusahaan Daerah
• UU No.19 th. 2003 ttg BUMN
• UU No. 37 th. 2004 ttg Kepailitan
• Termasuk peraturan pelaksanaannya



Bentuk hukum Bank (Psl.21 UU Perbankan)
1. Bank Umum, dapat berupa :
• Perseroan Terbatas
• Koperasi
• Perusahaan Daerah2. Bank Perkreditan Rakyat :
• Perusahaan daerah
• Koperasi
• Perseroaan terbatas
• Bentuk lain yg ditetapkan dg Peraturan pemerintah

3. Perbankan Syariah (Psl.7 UU No.21 th.2008) :
• Perseroan Terbatas (baik utk bank umum maupun BPR)



Bentuk hukum Bank sbg Perseroan Terbatas
• Dalam ketentuan Psl.3 UU Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa :

“Pemegang saham perseroan tdk bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yg dibuat atas nama perseroan & tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yg diambilnya”
Kecuali : (Psl.3 (2) UU Perseroan Terbatas)
• pemegang saham dg itikad buruk memanfaatkan Perseroan untukkepentingan pribadi;
• pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yg dilakukanoleh Perseroan; atau
• pemegang saham sec.melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untukmelunasi utang Perseroan.



Akibat hukum bg bank :Bahwa bank yang pemegang sahamnya melakukan apa yang dituangkan dalamPsl. 3 (2) UU Perseroan Terbatas tersebut, maka dapat ditariknya pertanggungjawaban dari para pemilik bank yang terlikuidasi atau bank beku operasi.
• Kegiatan perseroan harus sesuai dg maksud & tujuan, artinyaperseroan yg bergerak dibidang perbankan maka maksud &tujuannya harus sesuai yakni menjalankan kegiatannya sbg bankumum / BPR.
• Bentuk hukum dari suatu bank yg berbentuk perseroan terbatas dptjuga berbentuk perseroan terbuka, yakni perseroan yg modal &jumlah pemegang sahamnya adl umum, atau perseroan ygmelakukan penawaran umum di pasar modal. Ex : BNI, Niaga,Danamon
• Khusus bank yg berbentuk persero milik negara atau BUMN, makakomposisi modal terbagi dalam saham yg seluruhnya atau palingsedikit 51 % dimiliki negara.



Bentuk Hukum Bank sbg Koperasi
• Koperasi dpt menjalankan kegiatan usaha jasa perbankan, demikianpula bank dapat dijalankan dengan bentuk hukum koperasi, artinyakedua bentuk usaha tersebut, sama2 memiliki tujuan utama, yaknitetap menyejahterakan anggotanya sekaligus menyejahterakanmasyarakat secara keseluruhan.
• Pengelolaan atas kegiatanusaha koperasai dibidang usaha perbankanakan menjadi tanggung jawab pengurus, yang dipertanggungjawab-kannya pada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa (Psl 31 UUPerkoperasian).
• Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggungkerugian yg diderita koperasi krn tindakan yg dilakukan dgkesengajaannya atau kelalaiannya.



Bentuk Hukum bank sbg Perusahaan daerah
• Perusahaan daerah dapat mendirikan bank, baik yang berbentuk bankumum maupun BPR, yg berdasarkan Psl.1 (4) UU 13 th.1962 dikenaldengan Bank Pembangunan Daerah, dan berdasarkan Permen DN No.8 th.1992, bentuk hokum yg sesuai & tepat bagi bank-bank milik pemerintahdaerah (bank yg didirikan berdasarkan peraturan daerah), yaitu menjadiperusahaan daerah.
• Mayoritas modal dari bank-bank yg berbentuk hk perusahaan daerah, akandimiliki oleh pemerintah daerah.
• bank-bank yg dimiliki oleh pemerintah daerah, yg mengikuti programrekapitulasi perbankan, maka akan terjadi perubahan kepemilikan sbgakibat penyertaan modal dari negara/pemerintah pusat, makakepemilikannya adl pemda dan atau neg/pemerintahan pusat. Hal inidilakukan dalam rangka penyehatan perbankan nasional (Permen No.1th.1999)



• Perusahaan daerah dapat bergerak dibidang jasa pelayananperbankan, karena mnrt ketentuan Psl 5 UU No.5 Th.1962 ttgPerusahaan Daerah, lapangan usaha perusahaan daerah mrpkansuatu kesatuan produksi yg bersifat memberi jasa,menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan.
• Wilayah kerja dr bank yang berbentuk hokum perusahaan daerahterbatas sesuai dg wilayah pemerintah daerah tsb (kegiatan usahanyaterpusat)
• Pengurusan perusahaan daerah dilakukan oleh suatu direksi, ygapabila :

 seluruh anggota direksi, milik perusahaan daerah, maka pengangkatan danpemberhentiannya dilakukan oleh kepala daerah setelah mendengarpertimbangan DPRD;



 sebagian dari anggota direksi milik pihak lain, maka pengangkatan danpemberhentiannya harus memperhatikan usul pemegang saham, yg dlm halini adl neg/pem-pusat.
• Karena banyaknya keunggulan ketika bank tsb berbentuk hukumperseroan terbatas, maka pada saat ini telah banyak bank umummilik pemerintah propinsi berubaha bentuk menjadi perseroanterbatas.



Perubahan Bentuk Badan Hukum
• Suatu bank dimungkinkan utk mengadakan perubahan bentuk badanhukumnya, misalnya dari bentuk badan hk perusahaan daerah menjbentuk badan hk perseroan terbatas. (Peraturan BI No.2/27/PBI/2000ttg Bank Umum, Psl.39-41).
• Perubahan bentuk badan hk baru dpt dilakukan setelah mendapatpersetujuan dari Dewan Gubernur BI, yang dilakukan dalam 2 tahap :

1. Persetujuan prinsip, yakni persetujuan utk melakukan persiapan perubahanbentuk badan hukum.
2. Persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yg diberikan utkmengalihkan izin usaha dari badan hukum lama ke badan hukum baru (Psl39 (2) Peraturan BI ttg Bank Umum



Pendirian Bank Umum
• Berdasar ketent Psl. 16 (1) UU No.10 th. 1998 bahwa bank umum
dapat didirikan dan dalam menjalankan usahanya, wajib terlebih
dahulu memperoleh izin usaha dari Pimpinan BI
(sebelumnya mnrt UU No.7 th. 1992 dan PP No.70 th.1992 ttg Bank
Umum, izin pendirian dikeluarkan oleh Menteri Keua stlh mendpt
pertimbangan dari BI).



• Pihak yg dapat melakukan pendirian bank (Psl 22 UU 10 th. 1998) :
WNI dan/atau badan hukum Indonesia
WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukumasing secara kemitraan.

• Kepemilikan yg berasal dari WNA dan/atau badan hukum asingsetinggi-tingginya sebesar 99 % dari modal yang disetor bank.
• Bank yang didirikan oleh badan hukum asing, sebelumnya harusmendapatkan rekomendasi dari otoritas moneter negara asal badanhukum asing tersebut, yang mememuat ketentuan bhw badanhukum asing ybs mempunyai reputasi yg baik dan tidak pernahmelakuakn perbuatan yg tercela dibidang perbankan.



Pendirian Bank Umum Konvensional
• Wajib memperoleh izin usaha dari Pimpinan BI, denganmemperhatikan :- pemenuhan persyaratan oleh si pemohon- tingkat persaingan yg sehat antar bank- tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu
• Permohonan izin usaha harus memenuhi persyaratan (Psl.16 (2)) :- susunan organisasi san kepengurusan- permodalan- kepemilikan- keahlian di bidang perbankan- kelayakan rencana kerja- memenuhi persyaratan dan tatacara perizinan bank



• Pemberian izin usaha utk mendirikan bank konvensional mll duatahapan yakni tahapan persetujuan prinsip dan tahapan pemberianusaha.
• Sebelum memperoleh izin usaha, pihak yg telah mendapatkanpersetujuan prinsip, tidak diperkenankan melakukan kegiatanusahanya
• Permohonan utk mendapatkan persetujuan prinsip diajukansekurang-kurangnya oleh salah seorang calon pemilik kepada DewanGubernur BI dengan melampirkan :- rencana akta pendirian badan hukum dan rancangan anggaran dasar- Data kepemilikan- daftar calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi- Rencana susunan & struktur organisasi serta personalia- rencana kerja utk tahun pertama



- rencana strategi jangka menengah dan panjang- system dan prosedur kerja- bukti setor modal sekurang-kurang 30 % dari modal disetor- surat pernyataan dari calon pemegang saham, yg berisi : bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalambentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia, dan atau tidak berasal dari danuntuk tujuan pencucian uang.
• BI selambat-lambatnya 60 hari, dituntut harus memberikanpernyataan atas permohonan persetujuan prinsip tsb, apakahditerima atau ditolak.
• Izin prinsip hanya berlaku 1 tahun sejak dikeluarkan, dan apabiladalam jangka waktu tsb pemohon tdk mengajukan permohonan izinusaha maka Dewan Gubernur BI akan membatalkan izin prinsip tsb.



• Persyaratan permohonan izin usaha :
- akta pendirian badan hukum yg memuat anggaran dasar yg telah disahkanoleh instansi yg berwenang
- Daftar susunan dewan komisaris dan dewan direksi
- Bukti pelunasan modal disetor
- Bukti kesiapan operasional
- surat pernyataan pemegang saham
- Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggotadewan komisaris, dan bagi anggota dewan direksi
- surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungankeluarga, bagi anggota komisaris dan anggota direksi
- surat pernyataan dari anggota direksi maupun anggota komisaris, baiksendiri-sendiri maupun Bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25 %dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.



• BI selambat-lambatnya 60 hari harus memberikan pernyataan ataspermohonan izin usaha tersebut, diterima atau ditolak.
• Bank yg telah mendapatkan persetujuan izin usaha, selambat-lambatnya 60 hari setelah izin keluar, wajib menjalankan usahanya.Apabila belum, maka Dewan Gubernur dapat membatalkan izin usahatsb.



Pendirian Bank Umum Berprinsip Syariah
• Dasar hukum pendirian :- PP No.72 th.1992 ttg Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil- Peraturan BI No.6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum yg melaksanakan kegiatan Usahaberdasarkan Prinsip Syariah- UU No.21 Th. 2008 ttg Perbankan Syariah
• Persyaratan dan mekanisme pendirian hamper sama dg persyaratandanmekanisme utk pendirian bank umum konvensional, ditambahketentuan khusus :- Kewajiban menyangkut penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah- Surat Rekomendasi dr Dewan Syariah Nasional, utk calon anggota Dewan PengurusSyariah- rancangan anggaran dasar dan rencana kerja hrs sec.tegas mencantumkan kegiatanush bank yg semata-mata berdsrkan prinsip Syariah.



Dewan Pengawas Syariah
• Adl dewan yg melakukan pengawasan thdp prinsip Syariah dlmkegiatan ush bank ybs.
• Psl 26 Peraturan BI No. No.6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum ygmelaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, mengaturbhw :

- Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 orang sampai 5 orang
- Anggota DPS hanya dpt merangkap jabatan sbg anggota DPS sebanyak-banyaknya pd 2 bank lain dan 2 Lembaga keua Syariah bukan bank.
- Sebanyak-banyaknya 2 anggota DPS dpt merangkap jabatan sbg anggotaDewan Syariah Nasional
- Kedudukan anggota DPS digolongkan sbg pihak terafiliasi



Tugas, Wewenang & Tanggungjawab DPS
• Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasionak bankthdp fatwa yg dikeluarkan oleh DSN
• Menilai aspek Syariah thdp pedoman operasioanal & produk ygdikeluarkan bank
• Memberi opini dr aspek Syariah thdp pelaksanaan operasional banksec.keseluruhan dlm laporan publikasi bank.
• Mengkaji produk & jas baru yg belum ada fatwa utk dimintakan fatwakpd DSN
• Menyampaikan laporan hasil pengawasan Syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bln kpd direksi, komisaris, DSN dan BI



Prosedur & Mekanisme Pengangkatan Anggota DPS
Berdasarkan Psl 31, 32, & 33 Peraturan BI No.6/24/PBI/2004 ttg BankUmum yg melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah,maka prosedur dan mekanisme sbb:
1. Diperlukan persetujuan BI. Dengan mengajukkan permohonan yangdisertai dokumen :- Pasphoto, KTP, Riwayat hidup,- surat pernyataan yg menyatak tidak pernah melakukan tindakantercela dibid.perbankan, keua, & usaha lainnya; tidak pernahdihukum, dan tidak sedang dlm masa pengenaan sanksidilarangmenjadi pengurus bank.



- Surat pernyataan tdk pernah dinyatakan pailit dan tdk pernah menjadi pemegangsaham dlm waktu 5 thn sebelum tgl pengajuan permohonan.- Surat pernyataan dari DPS yg menyatakan bhw Ybs tdk sdg merangkap jabatan sbganggota DPS di 2 bank lain dan 2 Lembaga keua Syariah bukan bank
Persetujuan/penolakan atas pengajuan anggota DPS diberikanselambat-lambatnya 30 hari sejak dokumen diterima se. lengkap2. Setelah mendapat persetujuan maka diajukan ke DSN utkpenetapannya.Permohonan penetapan wajib disampaikan oleh bank ke DSN dgtembusan ke BI selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannyasurat persetujuan BI.Apabila dlm wkt 30 hr DSN belum mengeluarkan surat penetapan calonDPS, maka calon DPS tsb dianggap efektif sbg DPS, dan 10 hari setelahpengangkatan maka dlm wakt 10 hari hrs dilaporkan ke BI stlh tglpengangkatan efektif.



Pembukaan Kantor Cabang & Cabang Pembantu
• Kantor cabang

- Pembukaan kantor cab dalam negeri hanya dpt dilakukan dg izin DewanGubernur BI,
- Harus tercantum dlm rencana kerja tahunan dr bank ybs
- U/ izin hrs mengajukan permohonan dg melampirkan :a. laporan keua.gabungan & perincian kualitas aktiva produktif 2 bln terakhirb. rencana persiapan operasionalc.hasil studi kelayakan yg memuat potensi ek, peluang psr, tingkatpersaingan sehat, tingkat kejenuhan jumlah bankd.proyeksi arus kas selama 12 blne. rencana kerja kantor cabang selama 12 bln



• u/ bank yang berbentuk hk sbg perusahaan daerah, selain persyara-tan diatas, hrs memperhatikan ketent.psl.4 Permen DN No 8 th.1992ttg penetapan kantor cabang & unit-unit ush lainnya, hrs disesuaikandg kebutuhan dan ditetapkan oleh direksi dg persetujuan dewanpengawas
• BI dituntut u/ memberikan persetujuannya dlm wkt 30 hr dr tgl.Penerimaan permohonan.
• Pelaksanaan pembukaan kantor cabang dilakukan selambat-lambatnya 30 hr dr dikeluarkannya izin oleh BI. Bila tdk maka akandibatalkan izinnya.



• U/ pembukaan kantor cabang di luar negeri, hrs mendapat izin drDewan Gubernur BI, apabila bank ybs memenuhi syarat :
- Telah menjadi bank devisa sekurang-kurangnya 24 bln
- Telah mencantumkan rencan pembukaan kantor cabang, kantor-kantoroperasional lainnya, & kantor perwakilan di luar negeri dlm rencan kerjatahunan bank.

• Pembukaan kantor di luar negeri hanya dpt dilaksankan stlh mendptizin dr otoritas negara setempat.
• Pelaksanaan pembukaan kantor wajib dilaporkan ke BI selambat-lambatnya 10 hr setelah tgl.pembukaan.
• Kantor capem dpt ditingkatkan statusnya menjadi kantor cabang dgmemenuhi syarat ketentuan pembukaan kantor cabang.



Pembukaan Kantor cabang Syariah o/ Bank Konvesional
• Bank umum konvensional dpt membuka cabang khusus tersendiri kegiatanush yg berdsrkan prinsip Syariah, yg mana operasional perbankan Syariahtsb menj.salah satu bagian dr prog.pengembang- an bank umumkonvensional.
• Model seperti tsb dikenal dg sebutan dual banking system, yakniterselaenggaranya dua sistim perbankan (konvensional dan Syariah) sec.berdampingan. Operasional bank Syariah tidak berdiri sendiri ttpmenginduk pd bank konvensional.
• cara ini baru dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk unitusaha Syariah (uus), dikantor pusat bank ybs
• Peraturan BI No.4/1/PBI/2002 ttg Perubahan kegiatan usaha Bank Umumkonvensional menjadi bank umum berdsrkan prinsip Syariah oleh bankkonvensional



• Pembukaan kantor cabang syariah dpt dilakukan dg 5 cara :
1. Membuka kantor cab.Syariah yg baru;
2. Mengubah kegiatan ush kantor cab.yg melakukan kegiatan ush.sec.konvensional menjadi kantor cab.Syariah
3. meningkatkan status kantor dibawah kantor cabang yg melakukankegiatan ush.sec.konvensional menj.kantor cab.Syariah
4. mengubah kegiatan ush.kantor cab. yg melakukan kegiatanush.sec.konvensional yg sebelumnya telah membuka unit syariahmenjadi kantor cab.Syariah.
5. meningkatkan status kantor capem yg melakuan kegiatan ush.sec.konvensional yg sebelumnya telah membuka unit Syariahmenj.kantor cabang Syariah.



• Pembukaan kantor cabang Syariah tsb harus seizin Dewan GubernurBI, yang dilakuan dalam 2 tahap, yaitu :
- tahap persetujuan prinsip sbg persetujuan untuk melakukanpersiapan; dan
- tahap izin pembukaan untuk melakukan kegiatan usaha.
• Dalam UUS yg dibentuk hrs ada DPS yg disetujui o/ DSN. Danpimpinan UUS mrp pejabat satu tingkat dibawah direktur,berkomitmen dlm menjalankan operasional bank Syariah, memilikiintegritas moral yg baik, dan berpengalaman dlm operasional bankSyariah, atau telah mengikuti pelatihan operasional bank Syariah.



• Dalam operasionalnya, kantor cabang Syariah hrs memiliki modalkerja tersendiri, sekurang-kurangnya Rp 1-2 M, yg mrpkan danasisihan kantor pusat dan disimpan dl rekening tersendiri a/npimpinan UUS, yg hanya dpt digunakan semata-mata sbg modal dlmkegiatan usaha berdsrkan prinsip syariah.
• Bank yg memiliki kantor cabang syariah wajib : (Psl.40 (3) PBINo.4/1/PBI/2002)
1. memiliki pencatatan & pembukuan tersendiri utk kegiatan ushberdsrkan prinsip syariah
2. menyusun laporan keua.kegiatan ush berdsrkan prinsip syariah
3. memasukkan laporan sec.keseluruhan ke dalam laporan keua.konsilidasi



• Dlm hal pembukaan kantor cab.syariah berasal dr peningkatan ataupengubahan status dr kantor cab.konvensional, maka kantor tsbwajib menyelesaikan hak dan kewajiban debitur dan kreditur drkegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 hr sejak tgl.izinpembukaan dikeluarkan.
• BI dpt mencabut izin usaha kantor cab. Syariah, yg terbuktimelakukan kegiatan ush secara konvensional. (Psl.15 (2) PBINo.4/1/PBI/2002)
• Pengubahan dari bank syariah ke bank konvensional adl hal ygdilarang dalam Psl 5 UU.21 th.2008 ttg Perbnakan syariah.
• Pendirian bank syariah dpt juga dilakukan mll pemisahan UUS drinduknya yg dilakukan sec.sukarela (Psl.16 UU No.21 th.2008)



Penutupan Kantor Cabang
• Penutupan kantor cabang, baik di dalam maupun di luar negeri, dptdilakukan dg izin BI, dengan mengajukan permohonan yg disertai dgalasan penutupan, dan langkah2 serta bukti2 penyelesaian kewajibankpd nasabah dan pihak2 terkait lainnya.
• Penutupan hrs diumumkan dlm surat kabar dan pelaksanaan hrsdilaksanakan selambat-lambatnya 10 hr stlh tgl.izin penutupankeluar.
• Penutupan kantor dibawah kantor cabang tidak memerlukan izin,hanya wajib dilaporkan pd BI dg disertai alas an penutupan selambat-lambatnya 30 hr sblm pelaksanaan penutupan.



Pembukaan kacab/capem dr bank yg berkedudukandi luar negeri
• Dalam menjalan ekspansi, bank yg berkedudukan di luar negeri dptmembuka kacab/capem dan kantor perwakilan di Indonesia, dg izinPimpinan BI
• Thdp kantor dibawah kacab/capem, bank tsb hrs terlebih dahulumelakukan pelaporan pd BI, dan memenuhi persyaratan modal ygditetapkan BI
• Bank yg mebuka kantor di Indonesia adl bank yg memp peringkat &reputasi baik, hasil penilaian dari Lembaga pemeringkatanInternasional yg terkemuka.



• Bentuk hukum dr kantor cab dan kantor perwakilan dr bank ygberkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hk. kantor pusatnya,dimana dlm kegiatannya hrs tunduk pd ketentuan hukum Indonesia.
• Utk kantor perwakilan kegiatannya terbatas, dilarang melakukankegiatan perbankan (Psl 6 & 7 UU 10/ 1998)
• Dalam hal akan dilakukan merger atau konsilidasi dari kantor pusatbank ybs, maka hrs dilaporkan pd BI, 30 hari sebelum pelaksanaan.
• Penutupan kantor krn suatu sebab, hrs mendapatkan persetujuan BI.



Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
• Pendirian BPR hrs mendapat izin usaha dr OJK ( mnrt UU 21 th.2011 ttgOJK), sebelum dilakukan oleh Menteri Kuea (UU 7/1992) , atau oleh BI (UU10/1998)
• Persyaratan pendirian BPR memenuhi 2 syarat : (U/ BPR Konvensional)
1. pengajuan izin prinsip, dg melampirkan :
- rencana akta pendirian badan hukum termasuk rancangananggaran dasar badan hk.
- data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham (utkbentuk hk PT/perush daerah) dan daftar anggota (utk koperasi)
- daftar calon anggota direksi dan komisaris
- rencana struktur organisasi dan jumlah personalia



- analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR
- rencana sistim prosedur kerja
- bukti setor modal paling sedikit 30 % dr modal disetor ygdidepositokan pd bank umum a/n Dewan gubernur BI qq calonpendiri BPR, yg akan dicairkan stlh mendpt persetujuan tertulis drBI
- surat pernyatan dari calon pemegang saham/calon anggota yangmenyatakan bhw modal tidak berasal dr pinjaman atau fasilitaspembiayaan dlm bentuk apapun

• Persetujan prinsip hrs diberikan dlm wkt 60 hr stlh diterima berkaslengkap



2. Pengajuan Izin usaha, dg melampirkan :- akta pendirian badan hukum- data kepemilkan- susunan organisasi dan prosedur kerja termasuk susunanpersonalia- bukti pelunasan modal dalam bentuk copy bilyet deposito- surat pernyataan dari pemegang saham /calon anggota bhwsetoran modal tdk berasal dr pinjaman, dan tidak berasal dr danutk tuj pencucian uang.- bukti kesiapan operasional : NPWP; daft aktiva tetap & inventaris;foto ged.kantor & tata letak ruang; bukti penguasaan ged.
• 60 hari BI hrs membei pernyataan atas izin usaha, dan 60 hr kegiatan usahaBPR hrs dilaksanakan stlh izin usaha keluar



Pendirian BPR Syariah
• Persyaratan dan mekanisme pendirian BPR syariah hamper sama dg BPRkonvensional, hanya ditambahkan beberapa ketentuan khusus :
- Penamaan BPR syariah, menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Pengawasan internal dilakukan oleh DPS, yg beranggotakan 1-3 orang& hanya boleh menjabat rangkap pd 2 Lemb.perbankan& 2 Lembagakeua syariah bkn bank. Satu anggota DPS BPRS merangkap jabatan sbganggota DSN, dg memenuhi persyaratan : integritas, kompetensi, &reputasi keuangan.
- Pengajuan anggota DPS oleh direksi, hrs mendapat persetujuan BI(paling lama 30 hr) & penetapan DSN sebelum diangkat & mendudukijabatan (paling lama 10 hr)
- Anggota DPS digolongkan sbg pihak terafiliasi BPRS



Pendirian Kantor Cabang & Kantor Kas
• Pendirian kantor cab.BPR hanya dpt dilakukan dlm wil.propinsi ygsama dg kantor pusatnya, atas izin BI
• U/ DKI, Kab.Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bekasi Krawang,kota Bogor ditetapkan sbg satu propinsi.
• Izin pembuka diberikan dalam 2 tahap :
- persetujuan izin prinsip pembukaan kantor cabang
- persetujuan izin operasional kantor cabang



• Persyaratan pembukaan kantor cabang hrs memenuhi persyaratan :
- rencana pembukaan kantor cabang telah dicantumkan dlm rencanaKerja tahunan bank
- telah memenuhi modal disetor yang ditetapkan
- memiliki tingkat kesehatan bank selama 12 bln terakhir
- memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR)minimal 15 %, dlm 3 bln terakhir

• Izin prinsip dikeluarkan paling lama 30 hr dg masa berlaku 120 hr u/mengajukan izin operasional
• Izin operasional diberikan paling lama 30 hari dan dlm wkt 10 hr sdhhrs dilaksanakan, bila tdk maka izin tdk berlaku.



• Pembukaan kantor kas hanya dpt dilakukan dlm satu wil.kabupaten/ kotayg sama dg kantor yg menjadi induknya, dengan mengajukan rencanpembukaan tsb sec.tertulis pd BI.
• Pembukaan kantor kas wajib dilaksanakan paling lama 30 hr stlh adanyapenegasan dr BI, dan pelaksanaan pembukaan tsb wajib dilaporkan ke BIpaling lama 10 hr sejak tgl.pembukaan
• Selain pembukaan kantor kas, BPR juga dpt melakukan kegiatan kas diluarkantor dalam wil. Kabupaten/kota yg sama dg kantor induk, yg hrsdilaporkan pd BI paling lama 10 hr sejak tgl pelaks.kegiatan.
• Rencana kegiatan kas diluar kantor wajib dicantumkan dlm rencan kerjatahunan bank ybs.
• Laporan keua.kantor kas dan kegiatan kas diluar kantor wajib digabungkandg laporan keua.kantor induk pd hr yg sama.
• Pemindahan alamat dan penutupan kantor cabang, hanya dpt dilakukansetelah mendpt izin dr BI



Penyesuaian Bentuk Hukum Bank
• Bank-bank yang berbentuk perusahaan negara harus melakukanpenyesuaian bentuk badan hukumnya (Psl 21 (1) UUPerbankan), yaitudengan menjadikannya sbg perusahaan perseroan (persero), dalamjangka 1 thn, sejak berlakunya UU No.7 /1992. Dan setelahberlakunya UU No.10/1998, bank-bank tersebut harus melakukanperubahan bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas.
• Termasuk penyesuaian bentuk Hukum lembaga-lembaga perkreditandesa :a. Bank desa, lumbung desa, bank pasar, dll) yg telah memperoleh izinMenteri keua., dinyatakan menjadi BPR,.b. Utk yang badan hukumnya dapat berupa : perusahaan daerah, koperasi,atau perseroan terbatas.



Modal Bank :
• Modal bank berasal dari modal sendiri, dana masy luas, dan dana dari lembagakeuangan lainnya.
• Permodalan utk bank di Indonesia, selain mengacu pd ketentuan yg berlaku sec.nasional,juga mengikuti ukuran yg berlaku sec.internasional seperti pedoman permodalan ygdikeluarkan oleh Bank of Internasional Settlements, yg telah disesuaikan dg kondisiIndonesia.
• Modal bank harus sesuai dengan risiko yg dihadapi oleh bank shg memungkinkan banktsb menutupi risikonya dg baik, antara lain risiko kredit, risiko pasar, dan risikooperasional
• Permodalan bank (Ps.2 Surat Keputusan Direks BI No.26/20/Kep/dir ttg kewajibanpenyediaan modal minimum bank umum), modal bank yang beroperasi di Indonesia :



1. Bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia, makapermodalan bank terdiri dari :a. modal inti, minimal Rp 100 M, (utk bank yang menjalankan uusmaka hrs menyediakan modal minimum 8 %) per akhir 2010 atauper 1 januari 20111). modal disetor :a) Bank umum : Rp 3 T (PBI No.2/27/PBI/2000)Bank umum bentuk koperasi modal disetor terdiri dr simpananpokok, simpanan wajib dan modal penyertaanb) Bank Perkreditan Rakyat : ( PBI No/6/22/PBI/2004)- Utk DKI : 5 M- Jawa dan Bali : 2 M- Diluar Jawa dan Bali : 1 MBPR bentuk koperasi, modal disetor : simpanan pokok,simpanan wajib danhibah



2) Cadangan Tambahan modal, terdiri atas :
a. faktor penambah, yakni : agio, modal sumbangan, cadangan umum modal, cadangantujuan modal, laba-laba tahun lalu setelah dikurangi pajak,laba tahun berjalan, selisih lebih dari laporan keua kantorcabang luar negeri, dan dana setoran modal.
b. faktor pengurang, yakni : disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahunberjalan, selisih kurang dr lap keua cabang luarnegeri, penurunan nilai penyertaan utk dijual



Ketentuan bagi Bank umum terkait modalinti
• Ketentuan PBI No.7/15/2005
• Wajib memenuhi jumlah modal inti minimum sekurang-kurangnya 100 Mper tgl.31 Des 2010
• Bank yg belum memenuhi jumlah modal inti tsb, direksi wajib membuataction plan, yg berisikan rencana pemenuhan modal inti minimum yg telahmendapat persetujuan RUPS, dan disampaikan ke BI
• Bank yg tidak memenuhi jumlah modal inti minimum wajib membatasikegiatan usahanya.
• Bank yg tidak menyampaikan action plan dikenakan sanksi membayardenda’



• Bank yg tidak membatasi kegiatan usaha setelah waktu yg telahditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi, antara lain, berupakewajiban membayar sebesar 5 jt/hari sampai dg bank ybs memenuhiketentuan tsb. (seperti pembekuan kegiatan tertentu dan ataularangan turut serta dalam kegiatan kliring)
• Ketentuan modal inti minimum, diterbitkan dg pertimbangan :

a. Sbg salah satu upaya dlm rangka menuju sistim perbankan yg sehat, kuatdan efisien shg mampu menciptakan kestabilan sistim keuangan sertamendorong pertumbuhan perekonomian nasional yg berkesinambunganb. Sbg upaya memperkuat struktur perbankan Indonesia sesuai dg tujuan ygditetapkan dlm arsitektur Perbankan Indonesia.c. Dlm rangka mengantisipasi penerapan base Accord II



Konsekuensi bank yg tidak memenuhi jumlahmodal inti :
1. Tidak boleh melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa (izinatas bank devisa dicabut o/ BI dan tidak dpt diajukan Kembaliwalaupun jumlah modal inti minimum telah terpenuhi d kemudianhari)
2. Membatasi penyediaan dana pinjaman per debitur/kelompokpeminjam, dg baki plafon Rp 500 jt.
3. Membatasi jumlah maksimum danapihak ketiga yg dapat dihimpunbank, hanya boleh 10 x modal setor
4. Menutup seluruh jaringan kantor bank yg berada diluar wilayahpropinsi kantor pusat bank ybs.



b. Modal pelengkap, terdiri dari :
• cadangan revaluasi, yaitu cadangan yg diperoleh dr selisih penilaian kembali aktiva
• cadangan umum dr penyisihan penghapusan aktiva produktif, setinggi-tingginya 1,25%dr aktiva dan mrpkan cadangan yg dibentuk dr laba yg ditahan dikurangi pajak, dan hrsmendpt persetujuan RUPS/rapat anggota
• modal pinjaman, yaitu utang yg didukung oleh instrument atau warkat yg memiliki sifatseperti modal, dan mempunyai ciri-ciri :

a) Tidak dijamin oleh bank ybs, dipersamakan dg modal, dan telah dibayar penuh
b) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
c) Mempunai kedudukan yg sama dg modal, dalam hal jumlah kerugian bankmelebihi laba yg ditahan dan cadangan-cadangan yg termasuk modal inti,meskipun bank belum di likuidasi
d) Pembayaran bunga dpt ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi ataulabanya tidak mendukung utk membayar bunga tsb.



• pinjaman subordinasi, diperbolehkan setinggi-tingginya 50 % drmodal inti, dg syarat-syarat :a. Adanya perjanjian antar bank dan pemberi pinjamanb. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dr BI, sambil bank menyampaikanprogram pembayaran Kembali pinjaman subordinasi tsbc. Tidak dijamin oleh bank ybs dan telah dibayar penuhd. Minimal berjangka waktu 5 the. Pelunasan terjadi sebelum jatuh tempo, hrs mendapat persetujuan BI, dandg pelunasan tsb permodalan bank tetap sehatf. Dalam hal terjadi likuidasi, hak tagihnya berlaku paling akhrdari segalapinjaman yg ada (kedudukannya sama dg modal sendiri).
• Dalam pengertian pinjaman subordinasi termasuk pula utang dlmrangka kredit yg dananya berasal dari Bank Dunia, Asian developmentBank, Nordic Investment Bank, dan Lembaga keua.internasionalserupa.



Modal disetor pendirian bank
Pendirian Bank Umum :
• Ps.4 PBI No.2/27/2000 ttg Bank Umum, modal disetor sebesar 3 T,dalam bentuk setoran tunai di luar setoran dl bentuk lain ygdimungkinkan oleh peraturan per-uu-an yg berlaku.
• Utk bank yg didirikan mll kemitraan dg pihak asing, modal disetor ygberasal dr warganegara asing atau badan hukum asing, ditetapkansetingginya 99% dari modal disetor.



• Utk pendirian BPR, berdasarkan ps.4 PBI No.6/22/2004 ttg BPR,diatur ketentuan bhw :
a. Modal disetor utk mendirikan BPR yg didirikan di wil.DKI, adl sebesar 5 M;
b. Modal disetor utk pendirian BPR di wilayah Ibukota Propinsi di Jawa dan

Bali, serta di wilayah Kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
sebesar 2 M

c. Modal disetor utk pendirian BPR di wilayah Ibukota Propinsi diluar Jawa
dan Bali, adl 1 M

d. Modal disetor utk pendirian BPR di wilayah lain diluar wilayah sebagaimana
disebutkan angka 1,2,dan 3, adl Rp 500 juta



• Modal disetor utk pendirian bank umum maupun BPR yg berbentuk hukumkoperasi, adl simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah, sebagaimanadiatur dalam UU Perkoperasian
• Ketentuan modal setor utk pendirian Bank Umum maupun BPR ygberbentuk perusahaan daerah, ditentukan berdasarkan UU 10 th 1998 joPermen DN No.8/1972, yg dalam pasal 6 Permen disebuutkan bahwa :a. Modal dasar bank ditentukan sesuai dg kondisi dan kemampuan daerah masing-masing, yg perubahan dan besarnya ditetapkan dg perda.b. Sebagian besar modal bank mrpkan penyertaan dr pemerintahan daerah, berupasaham, yg mrpkan kekayaan pemerintah daerah yg dipisahkan.c. Penyertaan modal pihak ketiga pada bank dimungkinkan dg memperhatikanketentuan mayoritas saham bg pemerintah daerah dan ketentuan peraturan per-uu-an yg berlaku
• Bagian dr modal disetor sebagaimana disebutkan diatas, dpt dipergunakansbg modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50 %



2. Modal bagi kantor cabang dr bank yg berkedudukan di luar negeriadalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya diluar Indonesia. Antara lain meliputi :
a. cadangan yg dibentuk oleh kantor cabang di Indonesia, berasal dr labasetelah pajak, baik berupa cad.modal, cad.minimum, cad. tuj.b. Penyisihan penghapusan aktiva produktifc. cadangan revaluasi aktiva tetap,d. laba ditahan,e. laba tahun lalu,f. laba tahun berjalang. selisih antara penerimaan dalam segala bentuk dg penempatan dana dalamsegala bentuk yg besarannya telah ditetapkan terlebih dahulu, diluar pointa-f, dari kantor pusat dan/atau kantor-kantor cabang di luar Indonesia kekantor cabangnya di Indonesia (Net inter office Fund/NIOF)



Materi V
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran danLikuidasi



Dasar Hukum
• Aturan yg mengatur ttg Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran danLikuidasi adalah :

- PP No.40 th. 1997, diganti oleh PP No. 25 th.1999
- PP No.68 th. 1996 ttg ketentuan dan tatacara pencabutan izinusaha, pembuabaran dan likuidasi.
• Adanya PP 25 th. 1999 ttg Pencabutan izin usaha, pembubarandan likuidasi, kewenangan pencabutan izin usaha beralih dariMenteri
• Namun sejak Desember 2013, kewenang tersebut beralih ke OJK,setelah berlakunya UU 21 Th. 2011 ttg OJK



Pembubaran badan hukum
• Pembubaran badan hukum bank terjadi karena :a. dicabut izin usahanyab. jangka waktu berdiri yg ditetapkan dalam anggarandasar telah berakhirc. penetapan pengadilan
• Pembubaran dilakukan oleh Lembaga tertinggi dalam badanhukum ybs, misalnya badan hukum bank yang berbentuk PT,maka pembubarannya dilakukan oleh rapat umumpemegang saham, koperasi oleh rapat anggota.



Pencabutan izin usaha
• Pencabutan terjadi karena bank tersebut tidak dapat mengatasikesulitan atau keadaan bank ybs, sehingga dapat membahayakansistim perbankan nasional
• Pencabutan dilakukan oleh BI
• Bank dinyatakan mengalami kesulitan yang membahayakan usaha,berdasarkan penilaian BI atas kondisi usaha bank yg makin menurun,yang ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas asset,likuiditas dan rentabilitas serta pengelolaan bank yg tdk dilakukanberdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yg sehat.



•Dikatakan membahayakan sistim perbankan, yaituapabila tingkat kesulitan yg dialami membuat banktidak mampu memenuhi kewajiban2nya kepada banklain shg pd gilirannya akan menimbulkan dampakberantai pada bank2 lainnya.
•Pencabutan mrp upaya akhir dari usaha utkmenyehatkan bank yg terkena kesulitan tsb.
•Bank yg dinilai memiliki potensi kesulitan yg dptmembahayakan kelangsungan usahanya adalah bankyg memenuhi satu atau lebih kriteria sbb :



a. memiliki predikat tdk sehat atau kurang sehat dlmpenilaian tingkat kesehatan bank
b. memiliki persoalan actual dan atau potensial berdasarkanpenilaian thdp keseluruhan risiko
c. terdapat perlampauan & atau pelanggaran batas makspemberian kredit, & menurut penilaian BI langkah2 ygdiusulkan dinilai tdk dpt diterima atau tdk mungkin dicapai.
d. Terdapat pelanggaran posisi devisa netto



e. memiliki ratio giro wajib minimum dlm rupiah samadg atau lebih besar dari ratio yg ditetapkan utk girowajib minimum bank. Bank dinilai mengalamipermasalan likuiditas yg mendasar.
f. dinilai memiliki permasalahan profitabilitas ygmendasar
g. memiliki kredit bermasalah secara netto lebih dari5% dari total kredit



Langkah-langkah tindakan aktif yg disarankan BI :
1. Pemegang saham menambah modal
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau dewan direksi
3. Bank menghapusbukukan kredit macet dan memperhitungkan kerugianbank dan modalnya
4. Bank melakukan merger atau konsilidasi dg baik lain
5. Bank dijual kpd pembeli yg bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
6. Menyerahkan pengelolaan bank pd pihak lain baik seluruh maupunsebagian
7. Menjual sebagian/seluruh harta dan atau kewajiban kpd pihak lain.



• Tindakan BI diatas dimaksudkan sbg salah satu pertimbangan ygdidasarkan krn bank tidak dpt melanjutkan usahanya shg hrs dicabutizin usahanya, bukan karena sbg pengambilalihan tanggung jawabperbuatan penyimpangan atau pelanggaran yg dilakukan dewandireksi ataupun bukan krn pengambilalihan tanggung hak dankewajiban bank.
• Penangan bank gagal tsb BI melibatkan LPS, yg akan membayarsimpanan setiap nasabah sampai jumlah tertentu, dg menggunakandana LPS.
• Terhadap simpanan yg tidak dijamin akan diselesaikan melalui proseslikuidasi bank, sbg tindak lanjut penyelesaian bank yg mengalamikesulitan keuangan.



• Sejak tgl.pencabutan izin usaha, direksi dan komisarisdilarang melakukan perbuatan hukum yg berkaitan dg asset& kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan ataupenugasan BI
• 60 hari stlh tgl pencabutan izin usaha, wajibmenyelenggarakan RUPS utk memutuskan pembubaranbadan hukum dan pembentukan tim likuidasi
• Dalam hal RUPS diatas tidak diselenggarakan dan atau tidakberhasil memutuskan pembubaran badan hukum &pembentukan tim likuidasi, maka BI meminta kpd pengadilanutk mengeluarkan penetapan yg berisi :



a. pembubaran badan hukum dan penunjukan tim likuidasi
b. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dg ketentuan
c. perintah agar tim likuidasi mempertanggungjawabkan pelaks.

likuidasi pd BI
• Pencabutan izin usaha harus diumumkan sec luas pd masyarakat, melalui

surat kabar, dikantor kecamatan dan diberitahukan kpd kantor otoritas yg
berwenang tempat kantor bank itu berada (thdp bank yg memiliki kantor
di luar negeri)
• Utk bank yg berkedudukan diluar negeri dan memiliki kantor cabang di

Indonesia, maka istilahnya bukan pencabutan izin usaha ttp pencabutan
izin pembukaan kantor, dilakukan BI dalam hal :



a. kantor cabang tsb dlm keadaan yg membahayakankelangsungan usahanya dan atau sistim perbankanb. Ditutup atas permintaan kantor pusatnyac. Izin usaha kantor bank pusat dicabut dan atau di likuidasi
• Pencabutan tsb, berlaku ketentuan bhw seluruh harta kantorcabang tsb diutamakan utk membayar seluruh kewajibannya diIndonesia dan kantor bank pusat berkewajibanbertanggungjawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabang diIndonesia
• Pencabutan hrs dilakukan paling lama 2 th utk lasanmembahayakan dan 5 th utk alasan likuidasi



Kewajiban-kewajiban bank yg dicabut izin usahanya :
a. Menutup seluruh kantornya dan menghentikansegala kegiatan perbankan sejak tgl pencabutan
b. Menyusun neraca penutupan pertanggalpencabutan dan diaudit oleh akuntan public
c. Menyelenggarakan RUPS/rapat anggota



Likuidasi Bank
• Likuidasi dilakukan dg cara :a. pencairan harta dan atau penagihan piutang pd paradebitur diikuti dg pembayaran kewajiban bank pd parakrediturb. pengalihan seluruh harta dan kewajiban pd pihak lain ygdisetujui oleh BI
• Likuidasi dilakukan paling lama 5 th, bila tdk selesai makapenjualan harta bank dilakukan secara lelang
• Beban tanggung jawab dan kepengurusan berada pd timlikuidasi



Kewenangan Tim Likuidasi :
•Mewakili bank dlm segala hal yg berkaitan dgpenyelesaian hak dan kewajiban bank (ps.10 (3))
•Dapat meminta pembatalan pd pengadilan mengenaisegala perbuatan hukum yg merugikan harta bank,apabila perbuatan hk tsb dilakukan dlm kurun waktusatu tahun sebelum pencabutan izin usaha (ps.14 (1))



Kewajiban Tim Likuidasi :
1. Melakukan pencairan harta dan atau penagihan piutang kpd paradebitur
2. Melakukan pembayaran kewajiban bank kpd para kreditur
3. Melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank pd pihaklain, apabila disetujui BI
4. Menyusun neraca akhir likuidasi dan melaporkannya pd BI, danmempertanggungjawabkannya pd RUPS (ps.19 (1))
5. Mengumumkan berakhirnya likuidasi dan menempatkannya pdberita negara serta memberitahukan pd instansi yg berwenangdanpd Deprindag agar nama badan hukum tsb dicoret dari daftarperusahaan apabila neraca akhir likuidasi telah disetujui BI danditerima oleh RUPS (ps.19 (2))



6. Membubarkan tim likuidasi apabila telah selesaimenjalankan tugasnya (ps.19 (2))
• Larangannya : memperoleh keuntungan diri sendiri
•Pengawasan pelaksanaan Likuidasi dilakukan oleh BI
•Dalam masa likuidasi dewan direksi/komisarismenjadi non aktif, dg tetap memiliki kewajiban utksetiap saat membantu memberikan segala data daninformasi yg diperlukan oleh tim



Kepailitan pd Bank
• Bank dipailitkan dalam hal :

a. berada dlm keadaan berhenti membayar, yaitu tidak mampu atau tidakmau membayar sedikitnya satu utang yg telah jatuh waktu dan dapatditagihb. telah terdapat dua atau lebih kreditur yg salah satu dari merekapiutangnya sudah dapat ditagih
• Kepailitan bank diajukan oleh BI
• Alasan bank tidak boleh menjadi pihak yg dapat mengajukan pailit :

a. kondis tsb tdk digunakan o/ pemegang saham sbg upaya utk menghindaridiri dr tanggung jawab thdp para kreditur termasuk para nasabahb. agar bank tidak mengabaikan pembayaran kewajiban pd kreditur2 ygdiistimewakan (dalam hal pencabutan izin usaha dan likuidasi)



Merger Bank & Konsolidasi
Alasan merger :1. utk meningkatkan modal dlm rangka memenuhi rasio kecukupanmodal yg ditentukan BI2. utk mengatasi keadaan bank yg bermasalah
Pihak yg mengajukan merger :1. atas inisiatif bank ybs2. permintaan BI3. atas inisistif badan khusus yg bersifat sementara dlm rangkapenyehatan bank



Akibat Merger :
1. Pemegang saham bank yg melakukan merger menjadi pemegangsaham bank hasil merger.
2. Aktiva dan pasiva yg melakukan merger, sec hukum beralih pd bankhasil merger
3. Adanya merger tidak mengurangi hak pemegang saham minoritasutk menjual sahamnya dg harga yg wajar



Syarat Merger :
1. Utk merger atas inisiatif bank atau badan khusus, maka harusterlebih dahulu mendapat izin dr BI
2. Merger dilakukan dg persetujuan RUPS atau rapat anggota dgketentuan memenuhi syarat quorum
3. Pelaksanaan merger hrs memperhatikan kepentingan bank,pemegang saham minoritas, kreditur, karyawan bank dankepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalammenjalankan usaha bank



Izin merger diperoleh ketika :
1. Telah memperoleh persetujuan RUPS/rapat anggota
2. Jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20 % dari jumlahaktiva seluruh bank di Indonesia
3. Permodalan bank hasil merger telah memenuhi rasio kecukupanmodal yg ditentukan BI
4. Calon anggota direksi dan dewan komisaris tidak tercantum dlmdaftar orang yg melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.



Tatacara Merger :
1. Menyusun usulan rencana merger

merger atas inisiatif bank ybs, maka hrs ada usulan rencana merger drmasing-masing pihak, yaitu direksi bank yg mlk kan penggabungan dan pihakyg menerima penggabungan.
usulan rencana merger hrs mendapat persetujuan komisaris.

2. Menyusun rancangan merger dan konsep akta merger
rancangan merger disusun bersama oleh direksi bank yg akan mlkkan merger, yg memuat :a. usulan rencana merger,b. penegasan bank yg akan menerima penggabungan mengenaipenerimaan pengalihan segala hak dan kewajiban dr bank yg akanmenggabungkan diri.



3. Pengumuman ringkasan rancangan merger
• hrs dilakukan 30 hari sebelum RUPS/rapat anggota dalam 2 suratkabar dan 14 hari kepada karyawan
• maksudnya utk memberi kesempatan pd pihak-pihak ygberkepentingan utk mengajukan keberatan guna membelakepentingannya dg adanya rencana merger tsb.
• Keberatan atas merger hrs disampaikan dlm wkt 7 hari sebelumpemanggilan RUPS/rapat anggota (kreditur & pemegang sahamminoritas)

4. RUPS/rapat anggota masing–masing bank, yg membahas mengenairancangan merger dan konsep akta merger yg isi pokoknyamengenai semua hal yg termuat dlm rancangan merger.
5. Pembuatan akta merger dihadapan notaris



6. Mengajukan permohonan izin merger ke BI dg tembusan MenteriKeuangan
- permohonan diajukan stlh mendpt persetujuan RUPS/rapatanggota
- permohonan diajukan dg melampirkan akta perubahan anggarandasar dan akta merger
- Persetujuan BI hrs diberikan dlm waktu 30 hari dr diterimapermohonan secara lengkap (utk konsolidasi 14 hr)

7. Mengumumkan hasil merger oleh direksi bank hasil merger, mll 2surat kabar, dilakukan dlm 30 hari terhitung sejak tgl berlakunyamerger



Konsolidasi
Kriteria Bank Kinerja Baik :1. Memiliki modal inti lebih dr 100 M2. Memiliki tingkat kesehatan dg kriteria CAMELS3. Memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (CAR) sebesar 10 %
Kriteria bank menjadi bank jangkar :1. Memiliki CAR 12 % dan modal inti minimum 6 %2. Memiliki kemampuan berkembang sec berkesinambungan yg tercermin drprofitabilitas baik.3. Memiliki pertumbuhan ekspansi kredit sec riil min 22 %/thn4. Telah menjadi atau memiliki rencana menjadi perusahaan terbuka5. Memiliki kemampuan dan kapasitas utk menjadi konsilidator, dg tetapmemenuhi kriteria sbg bank kinerja baik



• Syarat konsolidasi
• Izin Konsolidasi sama dg merger
• Tatacara konsolidasi
• Pengajuan keberatan



Akuisisi
• Adl pengambilalihan kepemilikan suatu bank, dg cara mengambil alihsebagian atau seluruh saham
• Pengambilalihan mengakibatkan beralihnya pengendalian thdp bankberkaitan dg kemampuan utk menentukan, baik sec langsungmaupun tidak langsung dg cara apapun, thdp pengelolaan dan ataukebijakan bank, baik seluruhnya maupun sebagian.
• Akuisisi di bid. Perbankan, dpt dilakukan atas inisiatif bank ybs,permintaan BI, atau atas inisiatif badan khusus yg bersifat sementara,dlm rangka penyehatan bank.
• Pelaku akuisisi : a. WNI atau badan hukum Indonesia

b. WNA atau badan hukum Asing



• Akuisisi dpt dilakukan baik secara langsung maupun mll bursa efek.
• Akusisi yg dilakukan mll bursa efek, dpt juga dilakukan dg maksud utkmemiliki dan mempengaruhi pengelolaan bank, dan pihak ygmelakukannya dianggap sama dg pihak yg melakukan akuisisi, bila :a. Pengambilalihan saham tsb, baik langsung maupun mll bursa efek,mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perseoranganatau badan hukum menj.lebih dr 25 % dr saham bank yg telah dikeluarkan& memp hak suara, dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalianbank, kecuali ybs dpt membuktikan sebaliknya.b. Pengambilalihan saham, yg mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihakyg mengambilalih menj. 25 % atau kurang dr saham bank yg telahdikeluarkan dan memp hak suara, dianggap tidak mengakibatkanberalihnya pengendalian bank, kecuali ybs menyatakan kehendaknya utkmengendalikan atau dpt dibuktikan bhw ybs sec langsung atau tidak,mengendalikan bank tsb



Ketentuan pengambilalihan saham dg cara pembeliansaham :
• Hrs mengacu pd ketentuan PP NO.29 th.1999 ttg Pembelian sahamBank Umum, antara lain :a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh WNA atau badan hukumasing, yg diperoleh mll pembelian, sebanyak-banyak 99 % drjumlah saham bank ybs.b. Pembelian saham oleh WNA atau badan hk asing mll bursa efekdpt mencapai 100 % dr jumlah saham bank yg tercatat di bursaefek.c. Bank hanya dpt mencatatkan sahamnya dibursa efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham bank ybs.



• Akusisi, baru dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari BI, bilatidak maka akuisisi tsb dinyakan tidak sah.
• Akibatnya :a. Pihak yg melakukan akuisisi dilarang melakukan tindakan-tindakan sbg pemegang saham bankb. Bagi bank ybs, dilarang melakukan pencatatan atas akuisisi danatau memberikan hak-hak sbg pemegang saham bank kpd pihakyg melakukan akuisisi tsb.
• Pelanggaran thdp larangan ini, dpt dikenakan sanksi administratif(ps.52 ayat (2) UU 10 th.1998)



Syarat-syarat Akuisisi
• Akuisisi dilakukan atas inisiatif bank ybs, dan wajib terlebih dahulumemperoleh izin BI (ps. 4 (1) PP 28 th.1999)
• Pelaksanaan akuisisi hrs memperhatikan kepentingan bank, kreditur,pemegang saham minoritas, dan karyawan bank, dan jugakepentingan rakyat banyak, dan persaingan yg sehat dlm melakukanusaha bank (ps.5)
• Akuisisi hanya dpt dilakukan dg persetujuan RUPS/RA yg dihadiriolehpemegang saham anggota koperasi yg mewakili sekurang-kurangnya ¾ dr seluruh jumlah saham, dg suara sah dan disetujuioleh sekurang-kurangnya ¾ bagian dr jumlah suara pemegang sahamyg hadir (ps.7 (2))



Syarat Izin Akuisisi
• Telah memperoleh persetujuan RUPS/RA dr bank ygakan diakusisi.
•Pihak yg melakuakn akuisisi tidak tercantum dlmdaftar orang yg melakukan perbuatan tercela dibidang perbankan.
•Dalam hal akuisisi dilakukan oleh bank, maka bankwajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaanmodal oleh bank, yg diatur oleh BI.



Tahapan Akuisisi :
1. Penyampaian maksud akuisisi pd bank yg akan diakuisisi oleh pihak ygakan melakukan akuisisi.
2. Menyusun usulan rencana akuisisi

• Kedua pihak, masing-masing hrs menyusun usulan rencana akuisis
• Usulan rencana akuisisi hr mendapat persetujuan komisaris atau lembaga serupa drpihak yg mengakuisisi.
• Usulan rencana akuisisi mrpkan bahan utk menyusun rancangan akusisi.

3. Menyusun Rancangan akusisi dan konsep akta akuisisi
• Disusun bersama antara direksi bank yg akan diakuisisi dg pihak yg akanmengakuisisi
• Rancangan akuisisi sekurang-kurangnya memuat hal-hal yg tercantum dlm usulanrencana akuisisi



4. Pengumuman ringkasan rancangan akuisisi
• Dilakukan oleh direksi, selambat-lambat 30 hari sebelum RUPS/RA dalam 2surat kabar harian , dan 14 hari kepada karyawan secara tertulis sebelumRUPS/RA
• Maksud pengumuman, utk memberi kesempatan pd pihak-pihak ygberkepentingan utk mengetahui adanya rencana akuisisi, shg apabila adapihak-pihak yg merasa dirugikan dg adanya akuisisi tsb, dpt mengajukankeberatan utk membela kepentingannya.
• Khusus utk BPR, pengumuman dilakukan dg cara menempatkan papanpengumuman dikantor kecamatan dan kantor BPR ybs.
• Sekaligus juga sbg surat pemanggilan bg anggota RUPS/RA

5. RUPS/rapat anggota masing-masing bank
• Pemberian persetujuan atas konsep akta akuisisi oleh RUPS/RA bank yg akandiakuisisi dan pihak yg akan melakukan akuisisi



6. Pembuatan akta akuisisi dihadapan notaris
7. Permohonan izin akuisisi kpd BI dg tembusan pd MenteriKehakiman
• Permohonan tsb diajukan dg melampirkan akta perubahan anggaran dasardan akta akuisisi

8. Persetujuan/penolakan permohonan izin akuisisi
• Diberikan paling lambat 30 hr sejak permohonan diterima secara lengkapoleh BI.
• Apabila dlm batas wkt tsb, BI tidak memberikan tanggapan, maka dianggap BItelah menyetujui permohonan termaksud.
• Dlm hal permohonan ditolak, mk penolakan tsb hrs diberitahukan kpdpemohon sec.tertulis beserta alasannya



• Dalam hal perubahan anggaran dasar hasil akuisisi memerlukanpersetujuan Menteri kehakiman, maka diajukan bersamaan dg pengajuanpermohonan izin pd BI.
• Permohonan tsb diajukan secara tertulis dg melampirkan akta perubahananggaran dasar dan akta akuisisi.
• Menteri Kehakiman akan memberikan persetujuannya setelahmemperoleh tembusan izin akuisisi dari BI
• Persetujuan atau penolakan oleh Menteri Kehakimana, hrs diberikan palinglama 14 hari sejak diperoleh izin akuisisi.
• Dlm hal penolakan, mk hrs diberitahukan sec.tertulis pd pemohon.
• Konsekuensi keluarnya persetujuan atas akta perub anggaran dasar pdbank yg mrpkan hasil akuisisi dari Menteri Kehakiman, maka direksi bankhasil akuisisi, dlm jangka wkt 30 hari wajib mendaftarkan akta perubahantsb pd daftar perusahaan serta mengumumkannya dlm tambahan BN.



• Dlm hal tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, makapaling lama 14 hari sejak RUPS/RA, direksi bank hasil akuisisi wajibmelaporkan akta akuisisi dan akta perubahan anggaran dasar tsbpada Menteri Kehakiman
• Menteri Kehakimana hanya akan mengeluarkan surat tandapenerimaan laporan, setelah memperoleh izin akuisisi dr BI
• Konsekuensi dari keluarnya tanda terima laporan dari MenteriKehakiman, mk direksi bank hasil akuisisi, paling lambat 30 hari, wajibmendaftarakan akta akuisisi dan akta perubahan anggaran dasrnyadlm daftar perusahaan dan mengumumkannya dlm TBN



9. Pengumuman hasil akuisisi
• Pengumuman tsb dimaksudkan utk memberi kesempatan pd pihak ygberkepentingan utk mengetahui telah terjadi akuisisi.
• Dlm 2 surta kabar
• Dilakukan 30 hari sejak tgl berlakunya akuisisi



Keberatan atas akuisisi
• Diajukan oleh kreditur dan pemegang saham minoritas
• Diajukan paling lama 7 hari sebelum RUPS/RA
• RUPS/RA harus menyelesai keberatan yg diajukan oleh mereka
• Selama keberatan tsb tidak diselesaikan maka akuisisi tdk dptdilaksanakan
• Keberatan tsb dpt berupa pembayaran kembali piutang seketika ataukeberatan ttg kesepakatan ttg penyelesaian keberatan kreditur danpemegang saham minoritas.



MATERI VIKREDIT DAN JAMINAN KREDIT



Tujuan Pemberian Kredit :
1. Bagi bank

– Digunakan sbg instrument bank dlm memeliharalikuiditas, solvabilitas & rentabilitas, selain itu dptmenjadi pendorong peningkatan penjualan produkbank lainnya & kredit diharapkan dpt menj. sumberutama pendapatan bank yg berguna bg kelangsunganhidup bank tsb.2. Bagi debitur
– Pemberian kredit oleh bank dpt digunakan utkmemperlancar ush & meningkatkan gairah ush shgdpt keberlangsungan hidup perush.



3. Bagi masyarakat (negara)
– Pemberian kredit oleh bank akan mampumenggerakkan perekonomian masyarakat,peningkatan kegiatan ekonomi masyarakatakan mampu menyerap tenaga kerja danpada akhirnya mampu menyejahterakanmasyarakat.



Fungsi Kredit
• Pada awal perkembangan, utk merangsang bagi keduabelah pihak utk saling menolong, dalam pencapaiankebutuhan, baik dlm bid. usaha maupun kebutuhansehari-hari.
• Meningkatkan daya guna uang
• Meningkatkan peredaran dn lalu lintas uang
• Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
• Salah satu alat stabilitas ekonomi
• Meningkatkan kegairahan berusaha
• Meningkatkan pemerataan pendapatan
• Meningkatkan hubungan internasional.



Prinsip Pemberian Kredit :
1. Prinsip 5C, yakni character, capacity, capital,colleteral, & condition.2. Prinsip 4P yakni : personality (kepribadian), purpose(tujuan), prospect (masa depan dr kegiatan ygdibiayai tsb), & payment (cara pembayaran),3. Prinsip 3R, yakni return (balikan dr kegiatan ygdibayai tsb), repayment capacity (kemampuanperhitungan pengembalian dana), & Risk bearingability (perhitungan besarnya kemampuan debiturmenghadapi resiko yg tdk terduga)



Karakteristik Kredit
Kredit Konsumsi Kredit Produktif

Proses Persetujuan 1-3 hari minimal 12 hari
Persyaratan pengajuan Slip gaji, SKPegawai/KeteranganBekerja, tabungan (kreditpegawai/pensiunan dankredit multiguna)

Dokumen legalitas usaha(NPWP, SIUP, TDP, aktapendirian, keterangandomisili usaha dan suratketerangan usaha)
Biaya Kredit Biaya administrasi, provisi,notaris dan asuransi Biaya administrasi, provisi,notaris, asuransi, biayapengikatan dan biayapeninjauan jaminan
Suku bunga 10% s.d 20% (flat) 10% s.d 20% (efektif)
Jangka waktu 1 – 5 tahun Modal kerja 1 tahun daninvestasi s.d 5 tahun



Faktor-faktor yang mempengaruhivolume kredit
1. Inflasi

– Bila tingkat inflasi yg tinggi maka utk mengendalikannya, BI akan meningkatkan BI rate guna :a. meningkatkan suku bunga deposito, shg meningkatkannasabah penyimpanb. meningkatkan suku bunga pinjaman, menyebabkanpenurunan volume kredit2. Suku bunga kreditSuku bunga dpt menjadi faktor yg berpengaruhterhadap volume kredit krn bila suku bunga tinggimaka peminjam hrs membayar bunga yg tinggi pula,dg demikian suku bunga kredit menjadipertimbanganpeminjam



suku bunga kredit yg tinggi juga menjadipertimbangan bagi bank dalam pengambilankeputusan pemberian kredit, karena resiko ygtinggi3. Nilai Tukar
Nilai tukar dpt menj. salah satu faktor ygberpengaruh thdp volume kredit konsumsi, ketikanilai tukar mata uang domestik melemah makaharga barang impor akan meningkat, dg demikianharga barang domestik mengalami peningkatanakhirnya berpengaruh thdp pengeluaran konsumsi



 Kebijakan nilai tukar di Indonesia :
a. kebijakan nilai tukar fixed.

• Nilai tukar fixed akan digunakan bila suatuneg. tdk ingin nilai mata uangnya fluktuatif.contoh China.
• Kebijakan ini dapat diambil apabila cadangan devisayang dimiliki suatu negara sangat besar krn selisih nilaitukar mata uang ditanggung oleh negara.

b. Kebijakan nilai tukar fleksibel,
• nilai tukar mata uang suatu negara dibiarkanberfluktuasi mengikuti perubahan kondisi ekonomi.



4. Tabungan masyarakat
jumlah tabungan masyarakat memiliki pengaruh thdpvolume kredit baik kredit investasi, modal kerjamaupun kredit konsumsi.
Bila tabungan masyarakat mengalami peningkatanmaka hrs diimbangi dg jumlah kredit yg disalurkan.Bila tidak seimbang maka akan menggangguoperasional



Macam Kredit
1. Kredit Konsumtif

– adl pemberian kredit untuk keperluan konsumsi dgcara membeli, menyewa atau dg cara lain.2. Kredit Produktif :
a. Kredit modal

• adl kredit jangka pendek yang diberikan utkmembiayai keperluan modal kerja debitur.b. Kredit investasi
• adl kredit jangka menengah atau panjang utk barang-barangmodal & jasa yg diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi,ekspansi & relokasi proyek dan atau pendirian ush baru.



Penggolongan Jenis Kredit
1. Jenis kredit menurut Kelembagaana. Kredit Perbankan

• adalah kredit yg diberikan oleh bank milik negara ataubank swasta, kpd perseorangan utk usaha ataumembiayai kebutuhan hidup, atau diberikan kpd duniausaha utk ikut membiayai sebagian kebutuhanpermodalan.b. Kredit Likuiditas
• adl kredit yg diberikan bank sentral kpd bank-bank ygada dan beroperasi di Indonesia, yg digunakan sbgdana utk membiayai kegiatan perkreditannya.



• Pemberian kredit likuiditas ini, dimaksudkanhanya utk membantu bank mengatasikesulitannya, krn adanya ketidaksesuaian antarus dana masuk yg lebih kecil dibandingkan arusdana keluar (mismatch) yg diperkirakan dptmengakibatkan terjadinya saldo giro negatif.
• Bantuan likuiditas hanya diberikan pd bankygmemenuhi persyaratan, yakni :1) Bank ybs mengalami kesulitan likuiditas jangkapendek2) Memiliki agunan yg cukup3) Apabila diperlukan, akan dilakukan pemeriksaanlebih lanjut thdp kondisi bank tsb.



c. Kredit Langsung
– Adl kredit yg diberikan BI kpd lembagapemerintah atau semi pemerintah (kreditprogram)
– Berdasarkan psl 56 UU 23th 1999 ttg BI,pemberian kredit ini tdk dpt dilakukan lagi,apabila terjadi maka perjanjian pemberian kredittsb batal demi hukum.
– Thdp kredit yg sdg berjalan dan belum jatuhtempo serta yg sudah disetujui ttp belum ditarik,dialihkan kpd Bank Umum Nasional yg ditunjukpemerintah berdsrkan Perjanjian PengalihanPengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (Psl74 UU 23 th.1999), antara lain :



• BRI (persero), mengelola Kredit Usaha Tani(KUT), Kredit kpd Koperasi, Kredit kpdKoperasi Primer utk anggotanya Tebu Trakyat( KKPA-TR)
• BTN (persero), KPR Sederhana & KPR sangatsederhana.
• PT. Permodalan Nasional Madani (persero),mengelola KKPA, KKPA-Bagi Hasil, KKPA-Nelayan, dll.



d. Kredit /pinjaman antar bank
– Adl kredit yg diberikan oleh bank yg kelebihandana kpd bank yg kesulitan dana, gunamemerlukan tambahan dana dlm keadaan daruratmaupun dalam keadaan biasa, utk dpt diputarkembali.
– Pinjam meminjam antar bank mrpkan transaksiumum, yg biasa dilakukan setiap hari kerja, baikant bank di dalam negeri maupun ant bank di luarnegeri, yg semuanya dijalankan mll mekanismepasar uang (money market)



• Dalam praktiknya pinjaman ant bank tdk hanyaterkait dg bank dlm negeri saja ttp dpt jugaterkait dg bank diluar negeri
• Terkait dg pinjaman ant bank di luar negeri ataupinjaman luar negeri, dpt dilakukan dalam 2(dua) bentuk :a. Bilateral loan : transaksi pinjaman dua pihaksec.langsung ant bank yg meminjamkan dan bankpeminjamb. Syndicate loan (kredit sindikasi) : pinjaman ygdiberikan oleh sekelompok bank dan atau lembagakeua yg tergabung dalam sindikasi kred kpd bankpeminjam



– Kedua bentuk pinjaman tsb didsrkan pd Skep DireksiBI No.29/192/Kep/Dir ttg Ped Penerimaan PinjamanKomersial LN bank (26 maret 1997)e. Kredit konsorsium
– Serupa dg kredit sindikasi
– Mrpkan pembiayaan sec bersama-sama antara bbrpbank berdasarkan perjanjian tertentu utkmemberikan kredit kpd suatu perusahaan.
– Contohnya : pemberian kredit usaha kecil, yg dapatberupa pembiayaan bersama (joint financing) ataupenerusan kredit (channeling)
– Psl 8 (2) & (3) Skep Direksi BI No.30/4/Kep/Dir tgl 4Apr 1997 ttg Pemberian kredit usaha kecil.



2. Menurut Jangka Waktu :a. Kredit Jangka Pendek (short term loan)
• Yaitu kredit yg j.w maks 1 th
• Bentuknya dpt berupa rek.koran, kredit penjualan, kreditpembelian, kredit wesel, kredit modal kerja (yakni kreditutk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek)b. Kredit jangka menengah (medium term loan)
• J.w 1 – 3 th.
• Bentuknya dpt berupa kred investasi jangka menengahc. Kredit jangka panjang
• J.w. lebih dari 3 th
• Bentuknya berupa kredit investasi, yg bertuju anmenambah modal perush dlm rangka utk mlkkanrehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru



• Terkait perkreditan khusus kpd pemerintahdaerah dikenal dg istilah :a. Pinjaman jangka pendek : pinj daerah utk j.w kurangdari 1 th anggaran, artinya hrs dilunasi dlm tahunanggaran ybs.b. Pinjaman jangka menengah : pinj daerah utk j.wlebih dari 1 th anggaran, artinya hrs dilunasi dlmkurun wkt yg tdk boleh melebihi sisa masa jabatankepala daerah ybs.c. Pinjaman jangka panjang : pinj daerah utk j.w lebihdari 1 th anggaran, artinya hrs dilunasi pd tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dg persyaratanperj pinjaman ybs.



3. Menurut Penggunaannya :a. Kredit Konsumtifb. Kredit Produktif :1) Kredit investasi :
– kredit yg ditujukan utk penggunaan sbg pembiayaan modaltetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin,juga utk membiayai rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyekataupendirian proyek baru.
– j.W nya dpt berjangka waktu menengah atau panjang2) Kredit Eksploitasi
– Kredit yg ditujukan utk penggunaan pembiayaan kebutuhandunia ush akan modal kerja, berupa persediaan bahan baku,persediaan produk akhir, barang dlm proses produksi sertapiutang
– J.w nya adl jangka waktu pendek



c. Perpaduan ant kredit konsumtif dan kreditproduksi
– Khusus utk pinjaman daerah, hanyadiperkenankan utk alternatif sumber pembiayaanAPBD dan/atau utk menutup kekurangan kas.Namun dimungkinkan utk membiayai kegiatan ygmrpkan inisiatif & kewenangan daerah berdsrkanperat per-uu-an, dan atau mlkkan pinjaman dgtujuan lain seperti utk mengatasi masalah jangkapendek yg berkaitan dg arus kas daerah.



• Pinjaman daerah adl semua transaksi ygmengakibatkan daerah menerima sejumlahuang atau menerima manfaat yg bernilai uangdr pihak lain shg daerah tsb dibebanikewajiban utk membayar kembali
• Dana pinjaman mrpkan pelengkap dr sumber-sumber penerimaan yg ada dan ditujukan utkmembiayai pengadaan prasarana daerah atauhart a tetap lain yg berkaitan dg kegiatan ygbersifat meningkatkan penerimaan yg dptdigunakan utk mengembalikan pinjaman sertamemberikan manfaat bg pelayanan masy.



• Kedua kredit tsb, sangat erat hubungannya dgdokumen-dokumen, antara lain : surat izin,korespondensi, pengangkutan, administrasikepabeanan, dll
• Utk kepabeanan berlaku ketentuan secInternasional, al : Uniform customs andpractice for documentary credits (UPC), ketentpelaks ekspor impor dan lalulintas devisa
• Tdk hanya terbatas pd perdagangan luarnegeri ttp juga utk perdagangan dalam negeri



4. Menurut keterkaitannya dg dokumena. Kredit ekspor :
• Semua bentuk kredit sbg sumber pembiayaan bg usahaekspor atau kredit utk membiayai kegiatan investasidan modal kerja yg diberikan dlm bentuk rupaih atauvaluta asing kpd eksportir dan atau pemasok
• Bisa dlm bentuk kredit langsung atua tidak langsung
• Seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendekatau kredit investasi utk jenis industri yg berorientasieksporb. Kredit impor



• Dokumen utk perdagangan dalam negeri dikenal dgSurat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atauyg lazim dikenal dg L/C Dalam Negeri, adl setiap janjitertulis berdsrkan permintaan tertulis pemohon ygmengikat bank pembuka (issuing bank), utka. Mlkkan pembayaran kpd penerima atau ordernya ataumengaksep dan membayar wesel yg ditarik oelhpenerimab. Memberi kuasa kpd bank lain utk mlkkan pembayarankpd penerima atau ordernya atau mengaksep danmembayar wesel yg ditarik oleh penerimac. Memberi kuasa kpd bank lain utk menegoisasi wesel ygditarik penerima atas penyerahan dokumen, sepanjangpersyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.



5. Menurut aktivitas perputaran usahaa. Kredit kecil :
– diberikan pd pengusaha kecil, berupa kredit usahakecil, yakni kredit investasi atau kredit modalkerja, dg plafon kredit keseluruhan maksimum350 jt, utk membiayai usaha yg produktif
– Ketentuan badan usaha kecil ( UU 9 tahun 1995ttg usaha kecil) :1) Memiliki kekayaan bersih palingbanyak 200 jt, tdktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1milyar3) Dimiliki oleh WNI



4) Berdiri sendiri bukan mrpkan anak perush ataucabang perush yg dimiliki dan dikuasai atauberafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung,usaha menengah atau usaha besar5) Berbentuk badan usaha orang perseorangan,badan ush yg tdk berbadan hk, atau badan ushyg berbadan hk, termasuk koperasi
• Mll kebijakan januari 1990, mengharuskanbank utk menyalurkan kreditnya pd kegiatanush kecil, dan realisasinya dijadikan salah satufaktor penilaian kesehatan bank.
• Pengganti KIK dan KMKP



b. Kredit menengah : kredit yg diberikan pdpengusah yg asetnya lebih besar drpdpengusaha kecilc. Kredit besar :
– Biasanya diberikan dlm bentuk kredit sindikasiatau kredit konsorsium, guna menekan resikobesar
– Cara pembiayaan bersama ini dpt dilakukan antarbank milik negara atau antara bank milik negaradg bank milik pemerintah daerah atau antarabank bank milik negara dg bank milik swasta ataubank asing



• Khusus utk perkreditan ush kecil & menengah, BImemberikan perhatian tersendiri & terusberperan dlm pemberian bantuan teknis (diaturdlm Perat BI No.7/39/BPB/2005 ttg PemberianBantuan Teknis dlm rangka pembangunan ushkecil, ush mikro dan menengah), berupa :a. Penekanan pd bank pemberi agar menjalankanstrategi pemberian kredit sec kelompok dg polapengembangan hub bank & kelomp swadaya Masy(PHBK)b. Bantuan teknik diberikan sec.tidak langsung kpdbank bank pemberi kredit, dlm bentuk pelatihan danatau penyediaan informasi



6. Menurut Jaminannyaa. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko
• Yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunanfisik), yg hanya diberikan pd nasabah besar yg sdh terujibonafiditas, kejujuran dan ketaatannya, baik dlmtransaksi perbankan maupun dlm kegiatan ush ygdijalankannya.
• Biasanya terjadi pemberian kredit ini krn KKN
• Berisiko besarb. Kredit dg Jaminan
• Selain didsrkan pd keyakinan atas kemampuan debitur.Kredit ini juga didsrkan pd adanya jaminantambahanberupa jaminan fisik



Perkreditan Yg Dijalankan BI
• Psl 29 UU 13 th.1968 ttg Bank Sentral : BI memp tugas : utk memajukan perkemb yg sehatmengenai urusan kredit, sekaligus bertindakmengadakan pengawasan thdp urusan kredit tsbBI memp peran : sbg sbg bank sentral yg mengontrolkredit sbg salah satu upaya dlm menjaga stabilitas alattukar uangWewenang BI : menetapkan batas-batas kuantitatifdan kualitatif dibid. Perkreditan bg bank



• Ps.32 (2) UU 13/1968 : BI, dlm pemberian kredit likuiditas, bertindak dg caramenerima penggadaian ulang, menerima sbg jaminansurat-surat berharga, dan menerima aksep dg syaratyg ditetapkan BI.Hal tsb diatas dimaksud utk menjaga likuiditas bank-bank komersial dan pd dsrnya BI berkedudukan sbgpemberi pinjaman kpd bank-bank komersial dlmkeadaan memaksa, yakni jika bank komersial tsbmembutuhkan dana.Ps.11 UU 23/1999 :BI dpt bertindak memberikan kredit dan pembiayaanberdsrkan prinsip syariah utk j.w. paling lama 90 hrkpd bank utk mengatasi kesulitan pendanaan jankapendek bank ybs.



Jenis Kredit Likuiditas Darurat
a. Kredit Likuiditas darurat Umum

– Kredit yg disediakan oleh BI kpd bank-bank ygmengalami kesulitan likuiditas sbg akibat dr perub ygmendadak diluar kekuasaan bank dn bersifat jangkapendek.
– Kesulitan pendanaan jangka pendek bank, disebabkankrn :1) ketidaksesuaian pendanaan ant arus kas masuk & arus kaskeluar (mismatch)2) Ketidaksesuaian ant wkt dan atau nilai transaksi yg dikirimdg transaksi yg diterima



– Apabila kesulitan tsb tdk segera diatasi BI,dikhawatirkan dpt menyebabkan kemacetanpembayaran (gridlock) yg dpt mengganggukelancaran sistim pembayaran yg pd akhirnya dptmenimbulkan ketidakstabilan sist.keua sec kesel.b. Kredit likuiditas darurat khusus
– Kredit yg diberikan oleh BI utk mengatasi kesulitandlm faktor-faktor intern



Perjanjian Kredit
• Dlm praktik, materi perj kredit satu bank dg bank lain, tdksama, dan ini menyebabkan perj kredit tdk memp bentukyg berlaku umum, hanya saja dlm praktik ada hal2 yg biasadicantumkan dlm perj kredit, al : berupa defenisi istilah-istilah yg akan dipakai dlm perj.kredit(terutama dg pihak asing) Jumlah dan batas wkt pinjaman, serta pembayaran kembalipinjaman Mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan danapinjaman lebih cepat dr ketent.yg ada Penetapan bunga pinjaman dan denda jika debitur lalaimembayar bunga Dicantumkan berbagai klausula sbg hukum yg berlaku utk perjtsb.



• Pemuatan klausula tdk boleh diletakkan ataubentuknya sulit terlihat atau tdk dpt dibacasec jelas, atau pengungkapannya sulitdimengerti (tercantum dlm psl 18 UU 8/1999)
• Apabila perj tsb memuat klausula yg kaburatau tdk dimengerti atau tdk jelasrumusannya, mk berlaku asas the promise tovague to be enforce dan a contractmeaningless, shg perj tdk memp dayamengikat, dan oleh uu perj tsb dinyatakanbatal demi hukum



• Dlm pembuatan perj kredit, dlm prakteksering peminjam diminta memberikan : representation : keterangan2 yg diberikan debiturguna pemprosesan kredit warranties : suatu janji, misalnya janjia bhwdebitur akan melindungi aset yg dijadikan jaminan covenant : janji bhw debitur tdk akan mlkkansesuatu , misalnya melakukan merger.



Asas-Asas Perkreditan
• Dlm pemberian kredit bank dituntut kemampuan & efektifitasnyadlm mengelola risiko kredit shg dpt meminimalkan potensikerugian bank, dg memperhatikan asas-asas perkreditan yg sehat,al :a. Tdk diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulisb. Tdk diperkenankan memberikan kredit pd usaha yg sejak semulatelah diperhtungkan kurang sehat dan akan membawa kerugianc. Tdk diperkenankan memberikan kredit utk pembelian saham &modal kerja dlm rangka kegiatan jual beli sahamd. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.e. Memiliki keyakinan bedsrkan analisis yg mendalama atas itikad &kemampuan serta kesanggupan debitur.



• Dalam memberikan kredit bank wajib mlkkananalisa thdp kemampuan debitur utkmembayar kembali kewajibannya.
• Stlh kredit diberikan, bank wajib mlkkanpemantauan atas penggunaan kredit,kemampuan serta kepatuhan debitur dlmmemenuhi kewajibannya.
• Selain itu bank juga dituntut utk mlkkanpeninjauan, penilaian, dan pengikatan thdpagunan yg disodorkan oleh debitur.



• Guna memperoleh informasi debitur, BImendirikan suatu sistim & prosedur informasidebitur, berdsrkan Skep No.28/37/Kep/Dir / 1995ttg informasi debitur bank umum.
• Dlm Ps.5 nya menyebutkan bhw permintaan &pemberian informasi dpt dilakukan sec on-line.
• Debitur tsb meliputi debitur individual dandebitur macet
• Bank yg dpt meminta informasi tsb, adl bank ygtelah melaksanakan kewajiban penyampaianLaporan Perkrditan Bank Umum (LPBU)



• Guna memperkecil risiko kredit, selainmenggunakan sistim & prosedur informasidebitur yg dikelola terpadu oleh BI, bank jugadiperbolehkan utk saling tukar menukarinformasi diantara bank (Skep Direksi BINo.27/120/Kep/Dir/1995 ttg tatacara tukarmenukar informasi antar bank).
• Sifat dr informasi inni adl rahasia dan wajibdigunakan sesuai dg tujuan pengunaan sewaktuinfomasi tsb diminta.
• Pelanggaran thdp ketentuan kerahasiaaninformasi tsb, dikenakan sanksi administrasi ygdpt menurunkan tingkat kesehatan bank.



Jaminan Kredit & Agunan Kredit
• Dalam menyalurkan dana utk kredit hrs didasrkan pdadanya suatu jaminan (Ps.2 ayat (1) Skep Direksi BINo.23/69/Kep/Dir/1991 ttg Jaminan Pemberian kredit).
• Jaminan dlm pemberian kredit adl keyakinan bank ataskesanggupan debitur utk melunasi sesuai dg ygdiperjanjikan.
• Selain jaminan diatas, dlm praktiknya, jaminan tsb disertaidg adanya agunan kredit.
• Hal ini sangatlah berdsr krn jaminan akan kemampuandebitur adl suatu yg abstrak dimana penilaiannya sangatlahsubjektif, sedangkan agunan, sifatnya objektif, dan dptsegera dikonversi pd sejumlah uang yg lebih likuid, apabilaterjadi wanprestasi



• Utk menambah keyakinan bank atas watak dankemampuan debitur, terkadang dlm prakteknya bankmeminta jaminan pemberian kredit dari pihak lain,seperti jaminan pribadi, garansi dari bank lain, atau
jaminan dari perusahaan.

• Utk jaminan pribadi/perorangan, mnrt Soebekti, olehkrn tuntutan kreditur thdp seorang penjamin tdkdiberkan suatu kedudukan istimewa (privilege)dibandingkan atas tuntutan-tuntutan krediturlainnya, mk jaminan pribadi ini kurang digunakandalam dunia perbankan.



• Pemberian jaminan kebendaan, memberikan suatukeistimewaan bagi kreditur thdp kreditur lainnya.
• Pemberian jaminan dan agunan kredit, juga menjadiperhatian dlm penyalur dana di perbankan syariah (banksyariah dan atau UUS)
• Jaminan kredit adl suatu keyakinan bank atas kesanggu-pan debitur utk melunasi kredit sesuai dg yg diperjanji-kan. Agunan kredit adl sesuatu yg memiliki kualitas tinggidan mudah dicairkan atau mudah dijual kepasar utkdijadikan uang tunai, shg dpt menjaminn pembayarankredit yg dlm kehidupan & kegiatan perbankan bertujuanpula utk mengamankan dana pihak ketiga yg dikelolaoleh bank ybs.



Jenis Pengikatan Agunan
1. HIPOTIK :

• Sesuai dg ketent.ps 51 UUPA, ketent.hipotik yg ada dlmKUHPer (1162-1231 KUHPerd) dikonversi menjadi haktanggungan (UU 4 th 1996), maka :a. Yg dpt dibebani HT : hak milik, HGB, HGU, hak pakaiatas tanah negara serta bangunan Rumah susun &HM atas satuan RSb. Yg dpt dibebani hipotik : kapal yg berukuran 20m3atau llebih yg telah didaftarkan, mesin-mesin besar ygtertanam (menyatu dg tanah)



• Hipotik hrs dilakukan dg akta otentik.
• Hipotik bersifat :a. melekat (droit de suite), aritnya mengikuti bendanya dlmtangan siapun benda tsb berada.b. Bersifat utuh, tidak dpt dibagi-bagic. Memberi kedudukan istimewa kpd kreditur utk dptterlebih dahulu mengambil pelunasan piutangnya (droit

de preference);
d. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas sehingga

dpt mengikat para pihak III & memberikan kepastian hk
pd pihak-pihak yg berkepentingan



• Hipotik/HT mengandung 2 asas :a. Akta hipotik/hak tanggungan hrs memuat suatupenyebutan khusus ttg benda yg akandiagunkan, begitupula sifatnya & letaknya.Selain menyebutkan jumlah utangnya.b. Hipotik/hak tanggungan hrs diumumkan krnmempunyai akibat hukum thdp pihak ketiga.
• Hipotik hapus, krn :a. Hapusnya perikatan pokok, karena pelunasanb. Pelepasan hipotiknya oleh si berpiutangc. Krn penetapan tingkat oleh hakim.



• Akta hipotik selain mempunyai fungsi sbg grosse aktajuga mempunyai kekuatan eksekutorial (sama dgputusan pengadilan tingkat terakhir) Ps.7 (2) PermenAgr. No.15 th.1961
• Jika terj. suatu grosse akta, tdk dpt dieksekusi sesuaidg ketent.ps.224 HIR (parate eksekusi), maka hrsdigugat sec.gugatan perdata (Kep.MANo.Reg.2414/Pdt/1987 tgl 12 Feb 1990).
• Selain mll grosse akta, kreditur pemegang hipotik dptmemperoleh pelunasan dg kewenangan yg diberikanPs.1178 (2) KUHPer berupa pelaks. beding vanelgenmachtige, yakni bila debitur cidera janji, kreditursec.mutlak dikuasakan menjual lelang brg yg dibebanihipotik, dg ketentuan hal tsb diprjanjiakan pd saatpembebanan hipotik.



• Ketent. Ps. 1178 KUHPer, mengizinkan krediturmelakukan lelang tanpa diperlukan fiat ketua PengadilanNegeri.
• Ketent. ini mendpt pertentangan dg dikeluarkannyaSEMA No. 07 Tahun 2012 yg memperkuat Putusan MANo. 3210 K/Pdt/1984 tgl. 30 Januari 1986, ygmenyatakan parate eksekusi yang langsung dilakukan keKantor Lelang tanpa mll fiat Ketua PN mrpkan perbuatanmelawan hukum.
• Parate eksekusi yang dilakukan didasarkan pada Pasal1178 ayat (2) KUHPerdata adalah perbuatan melawanhukum dan mempunyai konsekuensi hukum batalnyahasil lelang yang telah dilakukan



2. HAK TANGGUNGAN :
• Tanah-tanah dan benda-benda yang berkaitandengan tanah, sebagai obyek HT, hrs memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijaminberupa uang;b. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karenaapabila debitur cidera janji benda yang dijadikanjaminan akan dijual;c. Telah memenuhi ketentuan pendaftaran.
• Tahap pemberian HT dg dibuatnya APHT olehPPAT, yg didahului dg perjanjian utang piutang(tahap ini HT blm lahir)



• Tahap pendaftaran, HT lahir pd saat dibukukan-nya dlm buku tanah. Bukti lahirnya HT dgdikeluarkannya sertifikat HT.
• Pendaftaran hrs dilakukan PPAT dlm jangka wkt 1(satu) bln stlh penandatangan APHT & SKMHT.Bila tdk mk PPAT dpt dikenakan sanksiadministrasi.
• SKMHT tsb sah apabila memenuhi ketent. ygterdapat dlm Ps. 15 ayat (1) yakni : tdkk memuatkuasa selain kuasa utk pembebanan HT, tdkmemuat kuasa substitusi, dan hrs memuat jelasobyek HT, jumlah utang, nama serta identitasdebitur, apabila debitur bukan pemberi HT.



• janji-janji tsb bersifat fakultatif, namun janji tsb tdk berdirisendiri, ttp melengkapi & krnnya hrs dihubungkan & mrpkansatu kesatuan dg keten.Ps. 6 UUHT.
• Selain itu, terdpt janji yg dilarang utk dicantumkan dlm APHTyaitu apabila yg diperjanjikan bhw pemegang HT akanmemiliki objek HT apabila debitur cidera janji (Ps. 12 UUHT)maka APHT tsb batal demi hukum.
• Eksekusi HT, dpt dilakukan dg 2 cara :a. Melakukan penjualan objek HT : Penjualan ini dilakukan oleh pemegang HT berdsrkanjanji utk menjual (beding van eigenmachtige verkoop); Dpt dilakukan sec.dibawah tangan apabila adakesepakatan para pihak dan akan diperoleh hargatinggi.



 Penjualan ini mrpkan eksekusi yg dilaksanakan tanpa mempunyaititle eksekutorial, mll parate eksekusi (menjual atas kekuasaannyasendiri atau seolah-olah miliknya sendiri)b. Melaksanakan eksekusi sesuai dg title eksekutorial (ps.14 (2) UUHT).
• Kreditur sbg pemegang HTdlm kondisi menghadapi kepailitan debitur, mempkedudukan sbg kred.separatis, artinya tetap dpt mengeksekusi haknya seolah-olah tdk terjadi kepailitan (ps.56 (1) UUKepailitan)
• HT dapat beralih disebabkan oleh Cessie , Subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab lain (P. 16 UUHT), dan peralihannya tersebut wajib didaftarkan diKantor Pertanahan setempat
• Berakhirnya HT, krn :a. Pelunasanb. Hapusnya HT karena dilepaskan oleh pemegangnya dg pernyataantertulisc. pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh KetuaPengadilan Negeri;d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani HT.



3. FIDUSIA :
• Mrpkan pengembangan dr Lembaga gadai.
• UU No.42 th. 1999 ttg jaminan Fidusia
• Objeknya :a. Barang bergerak, baik berwujud maupun tdk berujudb. Benda tdk bergerak, khususnya bangunan yg tdk dpt dibebaniHTc. Jika tdk dipeerjanjilan lain, mk hasil dr benda yg menjadi objekjaminan fidusia, meliputi klaim asuransi atas objek, menjadi hakpenerima fidusia.
• Mrpkan jaminan ikutan dr suatu perjanjian pokok (bersifataccesoir)
• Dlm pelaksanaannya pembebanan benda dg jaminanfidusia hrs dibuat dg akta notaris (dikenal dg akta jaminanfidusia yg memuat identitas pemberi dan penerima, dataperjanjian pokok yg dijamin, uraian objek jaminan fidusia,nilai penjaminan), dan hrs didaftarkan.



• Lahirnya jaminan fidusia, pd tgl yg sama dg tgl pencatatan nyadidlm buku daftar fidusia.
• Sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, yg memberikewenangan pd penerima fidusia utk menjual objek fidusiaatas kekuasaannya sendiri, tanpa penetapan pengadilan, danbersifat final dan mengikat.
• Hak didahulukan atas pelunasan tdk hapus krn adanyakepailitan.
• Hak didahulukan ini bergantung pd tgl pendaftaran dikantorpendaftaran fidusia, artinya hak tsb diberikan pd pihak yglebih dahulu mendaftarkannya.
• Perjanjian jaminan fidusia yg tdk didaftarkan, tdk mempunyaihak yg didahulukan (preferen) baik di dlm maupun di luarkepailitan atau likuidasi.



• Selain mll pelaks title eksekutorial & penjualan mll lelang,eksekusi jaminan fidusia dpt dilakukan mll penjualandibawah tangan yg dilakukan berdsrkan kesepakatan shgdpt diperoleh harga tinggi, dg ketentuan dilakukansetelah 1 bln sejak diberitahukan pd pihak-pihak terkaitmll 2 surat kabar.
• Sanksi dlm jaminan fidusia :a. Pidana penjara 1-5 th dan denda 100 jt bg pihak ygmemberikan keterangan yg menyesatkanb. Pidana penjara 2 th dan denda 50 jt, bagi ygmengalihkan, menggadaikan dan menyewakan objekfidusia tanpa persetujuan pemegang fidusia.



Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
• BMPK (legal leading limit) adh jumlah dana maksimum yg dptdipinjamkan oleh satu bank kpd peminjam tertentu. Batas inidinyatakan sbg persentase dari modal & surplus sebuah lembaga.
• BMPK berlaku utk bank & asosiasi keuangan (tabungan) di seluruhnegara.
• Ketentuan BMPK : Utk Lembaga keua. (bank & non bank) tidak bolehmengeluarkan pinjaman kepada peminjam tunggal yang lebihdari 15% dari modal dan surplus lembaga. untuk pinjaman yg dijaminkan, Bank diperbolehkan menambah10% lagi.
• Pelaksanaan ketent. pembatasan kredit ini wajibdilaporkan ke BI sesuai ketentuan BI.



• Pengecualian BMPK, dpt dilakukan thdp bbrp peminjaman dgpinjaman khusus, antara lain :a. Pinjaman yang dijamin dengan tagihan lading atau resigudang.b. Cicilan kertas konsumen.c. Pinjaman yang dijamin oleh ternak.d. Uang muka pembiayaan proyek yang berkaitan dengankomitmen pinjaman pra-kualifikasi.
• Dasar hukum :1. PBI No.8/13/Pbi/2006 ttg Perubahan Atas PBI No.7/3/Pbi/2005 ttgBatas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan

2. Peraturan OJK RI No.32 /Pojk.03/2018 ttg Batas Maksimum
Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank
Umum



• Bila bank melakukan pelanggaran BMPK atau
pelampauan BMPK, maka bank wajib
menyusun action plan.

• Action plan ini memuat upaya-upaya untuk
menyelesaikan pelanggaran dan pelampauan
BMPK dengan target waktu penyelesaiannya.

• Target waktu penyelesaian pelanggaran BMPK
dalam waktu 1 bulan, sedangkan
pelampauan BMPK diselesaikan dalam waktu 9
bulan.

• Action plan ini wajib mendapat persetujuan BI.
• Setelah memberikan laporan action plan, bank
juga wajib memberikan laporan pelaksanaannya.



Materi VIINovasi, Subrogasi, CessiedanRestrukturisasi



Restrukturisasi
• Restrukturisasi adl upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditanterhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhikewajibannya (atau keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/leasing)
• Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

1.Penurunan suku bunga kredit;
2.Perpanjangan jangka waktu kredit;
3.Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4.Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5.Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6.Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.



• restrukturisasi kredit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor11/2/PBI/2009 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan bank Indonesia Nomor7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
• Cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit diatur dalam SuratKeputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November1998 tentang petunjuk dan pedoman tata cara penyelamatan kredit melaluirestrukturisasi kredit bermasalah.
• Persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu:1.Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan2.Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhikewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
• Pemberian keringanan ini diutamakan untuk : usaha kecil yang terkena dampakpandemic/bencana alam ( mis :Covid-19) dengan nilai pinjaman di bawah Rp 10Milyar, terutama UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online dan usaha kecil lainyang sejak terkena dampak pandemic atau bencana alam, shg mengalamikesulitan membayar cicilan pinjaman.



• Pemberian restrukturisasi dlakukan selektif, krn Bank/Leasing juga mengalami
kesulitan pemasukan akibat terkena dampak Covid-19 sementara Perusahaan
Bank/Leasing tetap harus membayar bunga kepada para penabung/investor dan
mengeluarkan biaya operasional (menggaji karyawan, biaya sewa, listrik, air, dan
lain-lain) sementara tidak ada pendapatan dari nasabah. Apabila harus
menghapus semua hutang yang ada, Bank/Leasing bisa terancam tutup, mem-
PHK pegawai, dan ujungnya bisa berimbas ke ekonomi Indonesia.
• Manfaat Restrukturisasi :

1. Pemberian keringanan ini untuk membantu masyarakat
yang kesulitan membayar pinjaman

2. dapat tetap menjaga stabilitas keuangan



• Kebutuhan restrukturisasi oleh perusahaan dapat dipicu beragam alasan antara
lain :

1. debitur mengalami kesulitan pembayaran yang mungkin dipicu
menurunnya pendapatan debitur akibat perubahan pasar

2. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu
memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi meskipun saat ini debitur
mengalami kesulitan pembayaran.

3. debitur bermaksud untuk melakukan perubahan rencana bisnis Perseroan.
• Kebutuhan restrukturisasi dr pihak bank :

1. Menekan terjadinya kredit macet atau menekan kredit bermasalah (NPL),
akibat pandemic atau bencana alam



• Bank dilarang melakukan restrukturisasi dengan tujuan hanya untuk
menghindari:

1. Penurunan penggolongan kualitas kredit
2. Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

(PPA)
3. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.

• Restrukturisasi dilakukan untuk memperbaiki tiga aspek perusahaan,
yaitu aset/portofolio, modal/keuangan, dan manajemen/organisasi.



• Rescheduling dilakukan dengan :
1. memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur utk tidak membayar utang pokok

shg memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran atau cicilan utang pokok
tersebut.

2. Dapat juga diperjanjikan utk memberi kesempatan kpd debitur mencicil utang dlm
jumlah lebih kecil dari perjanjian semula, misalnya utang pokok satu juta dollar
semula dicicil sepuluh kali, kemudian diberikan kesempatan untuk mencicil
sebanyak dua puluh kali;

• Restrukturisasi utang kreditur memberikan kesempatan kepada debitur
untuk :
1. Penurunan tingkat suku bunga;
2. Pengurangan jumlah bunga yang hams dibayar, baik yang sudah jatuh tempo

maupun yang belum jatuh tempoh;
3. Penghapusan bunga atas wanprestasi pembayaran bunga;
4. Penghapusan bunga terutang, yaitu berupa pembebasan sama sekali pembayaran

bunga atau cukup membayar biaya.bunga, sehingga debitur cukup membayar
bunga LIBOR, dan tidak perlu membayar bunga margin, misalnya sebesari 1%;

5. Pengurangan atau penghapusan agency fee dan management fee.



Subrogasi
• diatur dalam Bk. III Pasal 1400 s.d. Pasal 1403 KUHPerd
• Subrogasi merupakan penggantian hak-hak (piutang) kreditur lamaoleh pihak ketiga/kreditur baru yang telah membayar, sehingga dapatdisimpulkan bahwa subrogasi terjadi karena adanya pembayaranyang dilakukan oleh pihak ketiga kepada Kreditur sebelumnya.
• Subrogasi terjadi karena pembayaran yg dilakukan oleh phak ketigakpd kreditur (berpiutang) baik secara langsung maupun sec.tdklangsung, yaitu mll debitur (berutang), yg meminjam uang dari pihakketiga.
• Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbedadengan pembebasan utang.



• Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukanoleh undang-undang.
• Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kpd kreditur adl utkmenggantikan kedudukan kreditur lama, sbg kreditur baru, bukanmembebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur
• Pihak ketiga sbg kreditur baru berhak melakukan penagihan utang thdpdebitur & jika debitur wanprestasi, maka kreditur baru mempunyai hak utkmelakukan eksekusi atas benda-benda debitur yang dibebani denganjaminan seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan.
• subrogasi yg terjadi krn perjanjian diatur dalam Pasal 1401 KUHPerdatadan subrogasi yg terjadi karena undang-undang diatur dalam Pasal 1402KUHPerdata.



• Subrogasi menurut undang-undang artinya subrogasi terjadi tanpaperlu persetujuan antara pihak ketiga dg kreditur lama, maupunantara pihak ketiga dengan debitur
• Sebagai contoh, misalnya A berutang pada B, kemudian A meminjamuang pada C untuk melunasi utangnya pada B dan menetapkanbahwa C menggantikan hak-hak B terhadap pelunasan utang dari A.
• Kesimp :

a. dlm subrogasi harus ada lebih dr 1 kreditur dan 1 orang debitur yg samab. Adanya pembayaran dr kreditur baru kpd kreditur lama



Novasi
• diatur dalam Pasal 1413 s.d. 1424 KUHPerd
• merupakan pembaruhan hutang atau suatu perikatan yg bersumber darikontrak baru yang mengakhiri atau menghapuskan perikatan yangbersumber dari kontrak lama dan pada saat bersamaan menimbulkanperikatan baru yang bersumber dari kontrak baru yang menggantikanperikatan yang bersumber dari kontrak lama tersebut.
• Novasi pada hakikatnya merupakan hasil perundingan segitiga yaitu antaraPihak Kreditur, Debitur dan Pihak Ketiga, dimana Para Pihak tersebutbersifat aktif.
• Syarat : Harus ada pernyataan tegas dari para pihak utk melepaskan diri drperikatan yg lama, & secara bersamaan menyatakan bhw hub hk diantaramereka akan ditentukan dlm suatu perikatan yg baru.



• Dalam novasi, utang lama hapus kemudian dihidupkan kembali
• Suatu novasi hanya dapat terjadi atas kehendak yang dinyatakandengan tegas oleh para pihak dan tidak bisa dipersangkakan (Pasal1415 KUH Perdata). Selain itu novasi hanya terjadi karena perjanjian.Sehingga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.
• Penunjukan seseorang oleh kreditur untuk menerima pembayarantidak menimbulkan novasi. Contohnya adalah kreditur menunjukbank untuk menerima pembayaran dari debitur.
• Demikian pula apabila debitur meminta pihak ketiga utk membayar-kan sejumlah uang kepada kreditur juga tidak menimbulkan novasi.

https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/
https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/
https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/
https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/
https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/


• Terdapat 3 (tiga) jalan utk novasi, (ps. 1413 KUHPerd) :1. Apabila seorang debitur membuat perikatan utang baru bagi kreditur untukmenggantikan perikatan yang lama yang dihapuskan karenanya, disebutnovasi objektif;2. Apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan seorang debiturlama yang dibebaskan dari perikatannya, disebut novasi subjektif pasif;3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, ditunjuk seorang krediturbaru, untuk menggantikan kreditur lama terhadap siapa si debiturdibebaskan dari perikatannya, disebut novasi subjektif aktif.
• Berdasar cara terjadinya, novasi dapat dibedakan menjadi :1. novasi subyektif pasif :

• terjadi penggantian pada pihak debitur, termasuk perubahan komposisidebitur, bisa bertambah atau berkurang jumlah debiturnya.



• Terjadi karena :a. Expromissio (Pasal 1416 KUH Perdata) :Yaitu terjadinya pembaruan utang dengan penunjukan debitur baru untukmenggantikan debitur lama.Pembaruan utang ini dapat terjadi tanpa melibatkan debitur lama. Karenainisiatif untuk mencari debitur baru berasal dari pihak kreditur.b. Delegasi (Pasal 1417 KUH Perdata).Adalah novasi yang terjadi karena debitur lama menawarkan debitur barukepada kreditur. Dalam hal ini debitur baru bersedia untuk membayar danmenggantikan kedudukan debitur lama.Terdapat dua bentuk delegasi, yaitu:1) Delegasi imperfek (delegatio imperfecta), terjadi apabila di samping debitur lama, debiturbaru juga diwajibkan untuk membayar utang. Dalam hal ini tidak terjadi pembaruan utang.2) Delegasi perfek (delegatio perfecta), terjadi apabila kreditur dengan tegas menyetujuipenggantian debitur dan membebaskan debitur lama dari kewajibannya untuk membayarutang kepada kreditur.



2. novasi subyektif aktif :
• terjadi penggantian kreditur dari kreditur yang lama kepadakreditur yang baru, termasuk perubahan komposisi kreditur.
• Dengan penggantian kreditur tersebut, debitur dibebaskan dariperikatan dengan kreditur lama.
• Harus ada perjanjian baru ant kreditur tsb.

3. novasi obyektif :
• Novasi obyektif berarti perikatan yang terjadi di antara krediturdan debitur digantikan dengan perikatan yang baru.
• terjadi perubahan pada kausa, yaitu isi dan maksud perjanjian.
• Misalnya dari sewa menyewa menjadi jual beli.



Cessie
• Buku II KUHPerdata Pasal 613 sampai dengan Pasal 624
• Cessie atau pengalihan piutang atas nama, adalah pemindahan hakpiutang, yang sebetulnya mrpkan penggantian orang berpiutang lama(dinamakan cedent), dengan seseorang berpiutang baru,(dinamakan cessionaris).
• Atau mrpkan pengalihan hak atas piutang atas nama dan kebendaantak bertubuh lainnya kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjualhak tagihnya kepada orang lain. (ps.613 ayat {1} KUHPerd)
• Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahanpiutangnya saja.



• Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, akta cessie tersebut harusdiberitahukan padanya secara resmi (betekend), artinya penyerahan tidakada akibatnya bagi yg berutang sebelum penyerahan itu diberitahukankepadanya atau disetujui secara tertulis dan diakuinya.
• Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat,jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang.
• Secara singkat, cessie merupakan penggantian orang yang berpiutang lamadengan seseorang berpiutang baru. Sebagai contoh, misalnya A berpiutangkepada B, tetapi A menyerahkan piutangnya itu kepada C, maka C-lah yangberhak atas piutang yang ada pada B.
• Penyerahan surat-surat utang atas unjuk, dillakukan denganmemberikanya atau penyerahan langsung. Penyerahan surat utang atasperintah dilakukan dengan memberikannya Bersama endosemen surat itu.



• Transaksi cessie dalam kaitannya dengan transaksi pemberian kreditadalah transaksi atau perjanjian accessoir
• Syarat Cessie sah :

a. Dibuatnya akta cessieb. Adanya pemberitahuan ke debitur (ps.613 jo 584 KUHPer)
• Pengalihan hak tagh dg cessie harus dilakukan dg itikad baik olehbank, artinya bank hrs yakin apakah tagihan yg akan dialihkan apakahmsh bagus/lancar atau tidak dan bukan atas dasar hubunganistimewa dg kreitur lainnya tsb.
• Dalam cessie, debitor dpt menolak cessie dg alasan yg kuat.



• akibat dari cessie adalah perikatan yaitu piutang atau tagihantersebut tidak hapus, namun sekadar beralih dari kreditur lamakepada kreditur baru. Oleh karena itu, dalam cessie, perjanjian ikutan(accesoir) yang sifatnya mengikuti perjanjian pokoknya, sepertiperjanjian jaminan fidusia atau hak tanggungan ikut beralih kepadakreditur yang baru.



Hawalah
• Hawalah secara sederhana dapat diartikan dengan pengalihan hutang (debt transfer),terdapat beberapa lembaga yang mempunyai ketersinggungan antara konsepsi hawalahini yaitu cessie, novasi dan subrogasi walaupun secara keseluruhan mempunyaikonsepsi umum yang berbeda, namun tedapat beberapa bagian praktis yang hampirmirip.
• Hawalah adl Perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru
• Islam membenarkan hawālah dan membolehkannya karena ia diperlukan. (menundapembayaran bg orang yg mampu adl suatu kezaliman)
• Dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, hawalah adl pengalihan utang dari muhil al-ashil kepada muhal‘alaih (pasal 20 angka 13).
• Unsur-unsur Hawalah (ps.263 KHES) :a. Adanya rukun hawalah /pemindahan utang : muhil/peminjam; muhal/pemberipinjaman; Muhal’alaih/penerima hawalah; Muhal bihi/utangb. Adanya akad hawalah



• Dua fatwa DSN mengenai Hawalah, yakni :
1. Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 tentang Hawalah, menguraikanmengenai ketentuan umum dlm akad hawalah :

a. Rukun hawalah adalah muhil , yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang,muhal atau muhtal yakni orang berpiutang kepada muhil, muhal ‘alaih, yakni orangyang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal, muhal bih,yakni utang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab-qabul).
b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkankehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara- carakomunikasi modern.
d. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas
e. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal danmuhal ‘alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal ‘alaih.



2. Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tgl. 30 Mei 2007 tentang Hawalah bil ujrah, dgketentuan sbb :
a. Hawalah bil ujrah hanya berlaku pada hawalah muthlaqah.
b. Dalam hawalah muthlaqah, muhal ’alaih boleh menerima ujrah/fee atas kesediaan dankomitmennya untuk membayar utang muhil.
c. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pastisesuai kesepakatan para pihak.
d. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkankehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
e. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara- carakomunikasi modern;
f. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
g. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
h. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah kepadamuhal ‘alaih.
i. LKS yang melakukan akad Hawalah bil Ujrah boleh memberikan sebahagian feehawalah kepada shahibul mal.



• Macam Hawalah (Fatwa DSN NO.58) :1. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yangberutang sekaligus berpiutang kepada muhal ’alaih sebagaimana dimaksuddalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.2. Hawalah muthlaqah adalah hawalah dimana muhil adalah orang yangberutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal ’alaih.
• Dilihat dari objeknya, hawalah dibedakan atas :1. Hawalah al Haq,

adl pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalambentuk uang bukan dalam bentuk barang
Dalam hal ini yang bertindak sebagai Muhil adalah pemberi hutang dan iamengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yangberhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang.
Ini terjadi jika piutang A mempunyai hutang kepada piutang B



2. Hawalah al Dayn :
adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyaihutang kepadanya. Ini berbeda dari hawalah Haq

• Hawalah dalam aplikasi bisnis syariah di implementasikan dalam beberapaproduk yaitu :a. Factoring (Anjak piutang), dimana para nasabah yang memiliki piutangkepada pihak ketiga memindahkan itu kepada bank, bank lalu membayarpiutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga.b. Post dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpamembayarkan dulu piutang tersebut.c. Bill discounting, secara prinsip serupa dengan hiwalah, hanya saja dalambill discounting nasabah hanya membayar ujrah.



• Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah umumnya untuk membantusuplier dalam mendapatkan modal tunai sehingga mereka dapat melanjutkankegiatan usahanya.
• Dalam ini bank mendapat upah ganti biaya atas jasa pemindahan hutang.
• Untuk mengantisipasi dan mengatasi kerugian yang akan terjadi pihak bank perlumelakukan analisa atas kemampuan pihak yang berhutang dan adanyakebenaran transaksi antara yang berhutang dan yang memindahkan hutang.
• Karena kebutuhan suplier akan likuiditas, maka ia meminta pihak bank untukmenagihkan piutang dan bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek



Cessie Subrogasi
Terjadi karena perjanjian. Terjadi karena perjanjian dan undang-undang.

Wajib dalam bentuk tertulis (akta autentik atau akta dibawah tangan).
Tidak mutlak harus tertulis, kecuali subrogasi yanglahir karena perjanjian dimana debitur menerimauang dari pihak ketiga untuk membayar utangnyakepada kreditur.

Dapat terjadi dalam berbagai bentuk perbuatanhukum seperti perjanjian jual beli atau hibah. Terjadi akibat pembayaran.

Baru dapat berlaku atau mengikat kepada debitursetelah adanya pemberitahuan kepada debitur ataspersetujuan dari debitur. Pemberitahuan bukan syarat dari subrog



MATERI VIIIPERBANKAN INTERNASIONAL



Perbankan Internasional
• Perbankan Interns menj. lemb.perantara utama di pusat-pusat keuangan internasional, seiringan dg perkembanganbisnis interns.
• Perbankan internasioal terkonsentrasi pada beberapa kotayaitu London, Tokyo, dan New york.
• Ada 3 jenis transaksi yang terjadi di pusat-pusat keuangantersebut :a. Menyediakan dana bagi pelanggan domestik, dengan peranklasik menjembatani antara investor dengan peminjam.b. Melayani pasar internasional dimana dana domestikdisalurkan kepada langganan di luar negri atau dana dari luarnegri disalurkan untuk langganan domestikc. Melayani pasar offshore, dimana dana luar negri disalurkanuntuk langganan luar negri



Fungsi Perbankan Internasional
• Perbankan Interns mendukung & membantuaktivitas bisnis perusahaan transnasional(TNC) dg cara :

a. Membiayai ekspor dan impor
b. Memperdagangkan valas dan currency options
c. Meminjam dan meminjamkan dana di pasareuro currency
d. Mengorganisasi dan berpartisipasi dalam kreditsindikasi internasional



e. Menjamin obligasi eropaf. Terlibat dalam pembiayaan proyekg. Menyediakan jasa manajemen kasinternasionalh. Beroperasi sebagai bank lokal yang melayanipenyimpanan deposito dan kredit dalammata uang domestiki. Meyediakan informasi dan memberi nasihatbagi langganan



Ciri Utama Bank Internasional
- Klien domestik yang transaksinyadidenominasi dalam valuta asing.- Klien asing yang transaksinya didenominasidalam valuta asing maupun mata uangdomestik.- Klien domestik yang transaksinya didenomi-nasi dalam mata uang asing tetapi “dicatat”atau “dibukukan” di negara lain.



Jenis Perbankan Internasional
1. Correspondent Banks/bank koresponden

- adl bank yg berlokasi di negara lain danmemberikan jasa kpd bank lain secarakoresponden, yaitu lewat fax, telex, surat, dll.
- Bagi kalangan bisnis, manfaat utamaadl mampu menangani masalah financial diberbagai negara lewat bank lokal/domestikyang memiliki hub. koresponden dg bank ygberada diberbagai negara tsb



- Masalah yg mungkin muncul bila mengandal kan bankkorespoden adl bank koresponden dpt saja tdkmemprioritaskan bank langganan di luar negeri & lebihmempriori taskan pd langganan permanen di negerinya
2. Representative Officers/kantor Perwakilan- Adl kantor kecil yg dibuka utk memberikan jasa konsultasikpd bank, langganan, serta bank koresponden.- Tujuan utk membantu langganan bank induk apabilamereka melakukan bisns di negara tsb atau negara lain.- Kantor ini juga sbg pemberi pinjaman luar negri yg mampumelakukan negosiasi berbagai transaksi bisnis.- kantor perwakilan tdk punya wewenang utk mendapatkan& mentransfer deposito, dan tidak melayani jasa operasiseperti bank lokal.



3. Branch Banks/ Kantor cabang di LN- Kantor cabang di luar negeri mrp bagian operasidr bank induk dg dukungan sumberdaya sepenuhnyadari bank induk.- Bank ini terkena 2 perat perbankan yakni :Sebagai bagian dari bank induk, cabang harusmengikuti peraturan di negara asalnya dan jugaterkena peraturan di negara mana dia berada, yangbisa saja mengenakan berbagai pembatasan atasoperasi usahanya.- Manfaat utama menggunakan cabang bank bagikalangan bisnis adl cabang bank tersebut akanmelakukan semua jasa perbankan di bawahnama dan kewajiban hukum dari bank induknya.



4. Banking Subsidiaries- Bank semacam ini merupakan bank yang terpisah namunseluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh bankinduk (asing)- Sbg perush terpisah, bank ini wajib tunduk dg semuaperat. di neg.mana ia berada.5. Bank Afiliasi- Adl bank yg sec. lokal terpisah & dimiliki sebagian, namuntidak selalu dikontrol oleh bank asing. Kepemilikan lainnyamungkin saja lokal, ataupun dari bank asing lain.- Keuntungan utama bank afiliasi adl hub. patungan antberbagai kewarganegaraan.- Bank ini menawarkan keahlian dari dua atau lebih pemilik.



- Bank afiliasi tetap menjaga status sbg banklokal dg kepemilikan & manajemen lokal,namun juga terus melanjutkan hub.permanendg pemilik asing, termasuk kemampuanmenyerap keahlian interns dr pemilik asing.- Kerugian potensial yg mungkin munculbiasanya sama seperti patungan pd umumnya,beberapa pemilik tidak setuju terhadap suatukebijakan



Strategi Pengembangan Perbankan Int
1. Arm’s length international banking
– Perpanjangan tangan dari jaringan perbankaninternasional terjadi bila bank domestikmeneruskan misi perbankan internasional darinegara asalnya, yaitu menerima deposito dalamvalas dan menyalurkan pinjaman internasional.
– Langganan utamanya adalah importer, eksportir,turis, dan bank-bank asing.



2. Offshore banking
– Dalam tahap ini, bank menerima deposito,menyalurkan pinjaman dan menerima investasidari Euro Currency. Contohnya adalah bank-bankdi Bahama atau Pulau Cayman atauinternationalbanking facilities (IBFs) di USA.
– Bank jenis offshore aktif dalam membeli danmenyalurkan dana-dana jangaka pendek,pinjaman sindikasi dan perdagangan valas.
– Deposan dan kreditur umumnya berada dinegara di luar negeri asal bank tersebut.



3. Host country banking (multinationalbanking)
– Pada tahap ini bank menawarkan segala jasapelayanan di negara lain lewat cabang dari bankinduknya. Bank ini bersaing dengan bank-banklocal dalam menarik deposito dan menyalurkankredit dalam mata uang local suatu negara.



• Negara-negara maju yang tergabung dalamKelompok Sepuluh (G 10) pada tahun 1998 diLuxemburg menandatangani persetujuan BasleAccord, yaitu kesepakatan yang menggariskanketentuan mengenai permodalan bank secarainternasional serta menetapkan standarminimum kecukupan modal. Permodalan bankdibagi menjadi:a. modal inti, yang terdiri dari saham milikpemegang saham dan cadangan;b. modal pelengkap, yang terdiri atas sejumlah surat-surat berharga baik yang berciri utang maupunequity.



• Menurut Basle Accord, kecukupan modalminimum adalah 4% untuk masing-masingkategori permodalan bank, atau 8% untukseluruh modal bank, pada akhir tahun 1992.



Risiko Pinjaman Internasional Kepada NationalSaving Bank
Risiko yang dihadapi oleh pinjaman internasionaldapat digolongkan menjadi:1. Risiko komersial (commercial risk)Berkaitan dengan kemungkinan perkiraan bahwalangganan internasional tidak mampu membayarutang-utangnya karena alasan bisnis.
2. Risiko negara (country risk)Risiko yang menunjukkan kemungkinan bahwaperistiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di sutunegara akan mempengaruhi kemampuanperusahaan/pemerintah, yang menjadi langgananbank, dlm melunasi pinjamannya.



Resiko negara dibedakan menjadi:a. Sovereign/political risk, yang muncul karenanegara yang bersangkutan menggunakankekuasaannya untuk ngemplang utang, ataumungkin melarang perusahaan-perusahaan dinegara tersebut untuk melunasi kewajibannya.b. Foreign currency risk, yang muncul karenaterjadi perubahan yang tidak diharapkandalam kurs valas yang pada gilirannyamengubah nilai pembayaran bunga &pinjaman oleh peminjam internasional.



Eurobank dan Eurocurrency
Eurocurrency market (external money market)meliputi bank-bank yg menerima deposito danmemberikan pinjaman valuta asing.Eurobank

• Adl perantara finansial yg secara simultanmenerima deposito & memberikan pinjaman,baik dalam mata uang tempat lembaga ituberada, mata uang lainnya.
• Mrpkan lembaga keuangan internasional yangmempunyai kaitan langsung dg operasionallembaga keuangan atau perbankan



• Berfungsi sbg bank komersial ygmemfokuskan kegiatannya di EurocurrencyMarket, yakni :
a.dapat memberikan pinjaman dalam valutaasing dg bunga yg lebih rendah,
b.dapat juga menerima deposito dalamvaluta asing dg bunga yg lebih tinggi.

• Karena fungsinya tsb, Eurobank tidak terkenabeban reserve requirement (persyaratancadangan) yg dibebankan oleh bank sentraltempat bank tsb terdaftar utk beroperasi



Bank Kongsi (consortium Bank)
• Adl lembaga yg memberikan fasilitas pinjamandlm berbagai valuta, namun tidak menerimasumber dana di luar mata uang negara dimanalembaga tsb berlokasi.
• Mrpkan suatu lembaga patungan yg dimiliki olehbeberapa bank komersil, yg umumnya berpusatdiberbagai negara yg berbeda.
• Mrpkan departemen Eurocurrency yg dimilikisecara bersama oleh bank-bank komersil tsb, dandidirkan sbg perusahaan keuangan resmi ygindependen.



• Eurobank dikategorikan sbg fungsi dari bankkongsi, yakni kantor cabang dari lembagakeua. yg melakukan fungsi sbg perantaraeksternal.



Kelebihan EuroBank
• Deposito euro bank merupakan depositoberjangka dalam US Dollar pada bank yangberlokasi di luar Amerika Serikat.
• Pinjaman yang diberikan dalam eurodollarmerupakan pinjaman dalam US dollar yangdiberikan oelh bank atau cabang bank yangberlokasi di luar Amerika Serikat.



• Eurocurrency banking tidak tunduk padaperaturan perbankan setempat, seperticadangan umum pada Bank Sentral.
• Hal inilah yang menyebabkan eurobankdapat beroperasi lebih efisien, murah dankompetitif.
• Eurobank hanya berlokasi di negara-negarayang tidak mengatur kegiatan-kegaitan bankdalam valuta asing.



• Tingkat bunga deposito Eurobank lebihtinggi, dan tingkat bunga peminjam sedikitlebih rendah dibandingkan dengan tingkatbunga di pasar uang amerika serikat



Pasar Eurocurrency
• Masalah mengapa tidak semua atau cukupbanyak pemilik dana dan peminjam yangberpindah ke eurocurrency market?
• Salah satu alasan adalah adanya pengendalianlalu lintas valuta.
• Banyak pemerintah suatu negara membuatperaturan untuk membatasi para pemilik danadalam menginvestasikan dananaya di luar negeri,dan ada pula negara-negara yang membatasiperusahaan-perusahaan di negara tersebutmemperoleh dana pinjaman dari luar negeri.



• Alasan lain adalah masalah biaya dan kurangmudahnya memperoleh kesempatanmenginvestasikan dan memperoleh pinjamandari luar negeri.
• Tambahan lagi, kebanyakan pemilik dana dancalon-calon peminjam belum begitu mengenalkarakter dan teknik-teknik permainan diEurobank, dan masih menghindari resiko salahmengartikan masalah kontrol ataupun suatupandangan yang menganggap risiko penempatandana pada eurobank sangat besar risikonya



Perbankan Internasional Indonesia
• Indonesia saat ini sedang melaksanakanpembaharuan dalam dunia perbankannya.Salah satunya adalah dengan cara mergerbank
• untuk menjadi bank skala internasional,maka bank hrs memperbesar permodalan.Hal itu harus dilakukan karena persyaratansebagai bank internasional, yang harusmemiliki modal minimal Rp 50 triliun.



• Untuk itu Bank Indonesia (BI) mengumumkanpenataan baru perbankan nasional, denganmembuat cetak biru Arsitektur PerbankanNasional (API) Indonesia.
• visi arsitektur perbankan Indonesia iniadalah untuk menciptakan sistem perbankanyang kuat dan efisien, sehingga dapatmendorong pertumbuhan ekonomiIndonesia.



Jaminan Perbankan Internasional
a. Independent guaranty :
– mrpkan jaminan perbankan yg berdirisendiri, artinya kontrak penjaminan ygterlepas dari kontrak dasar
– Digunakan dlm transaksi bisnis internasionalb. Dependent guaranty :
– mrpkan jaminan perbankan yg selalu melekatpd kontrak dasar.
– Digunakan dalam transaksi bisnis nasional



Independent guaranty :
• Adanya kemudahan pencairannya ketikaterjadi cedera janji atas transaksiinternasional
• Bank penerbit selalu memikul primaryobligation
• Kontrak dasar (kontrak bisnis) ---- kontrakpenerbitan independent guaranty ----independent guaranty ----- dilaksanakan olehagency contract



 Kontrak dasar : kontrak bisnis ant applicantdg beneficiary Kontrak independent guaranty : kontrakpenjaminan ant applicant dg bank penerbit Kontrak keagenan : kontrak ant bankpenerbit dg bank koresponden



• Pelaksanaan independent guaranty sbg kontraktdk boleh dikaitkan dg pelaks kontrak2 lainnya ygterkait dg penerbitan independent guaranty ataudg kata lain permasalahan yg terjadi pd kontrak2lain tsb tdk boleh mempengaruhi pelaks indepentguaranty.
• Contoh : permasalahan yg terj pd pelaksa kontrakjual beli sbg kontrak dasar, tdk boleh dijadikanalasan utk membatalkan atau mengubahindependent guaranty yg diterbitkan utkmenjamin pelaks kontrak jual beli tsb.



• Eksistensi independent guaranty tdkbergantung pd eksistensi kontrak2 lain,khususnya kontrak dasar yg dijaminpembayarannya atau pelaksanaannya dgindependent guaranty.
• Kewajiban pembayaran ada pd guarantor,bukan kewajiban applicant



Dependent guaranty :
• Bergantung pd keberadaan kontrak dasar ygdijamin pembayaran atau pelaksanaannya.
• Perselisihan pendapat ant applicant dgbeneficiary, dlm penentuan terjadinyawanprestasi atau pelaks kontrak dasar, akanberpengaruh pd keputusan bank penerbit dlmmenent.pembayaran atas dependent guaranty ygditerbitkan
• Berdasarkan prinsip primary obligation dansecondary obligation



• Pembayaran pd beneficiary ada pd guarantor,namun primary obligationnya ada pdapplicant, dan secondary nya ada pdguarantor.
• Artinya harta applicant dibayarkan terlebihdahulu utk dependent guaranty, bila tdkcukup baru harta guarantor



Persamaan
• Pencairannya hrs didasarkan pd terjadinyawanprestasi pd implementasi kontrak ygdijamin.
• Pencairannya didsrkan pada pengajuandokumen2 yg menj persyaratan pencairan ygditetapkan hukum yg berlaku.



Materi VIIISurat-surat Berharga



Pengertian
• Surat berharga mrpkan surat yang memilikinilai uang, dilindungi oleh hukum dan diakuioleh negara.
• Biasa surat berharga erat kaitannya dengankepentingan transaksi perdagangan,penagihan, pembayaran, dan sebagainya.



Ciri-ciri surat berharga
• Bentuknya adalah dokumen tertulis
• Harus memiliki nama jelas
• Ada beberapa tanda tangan pihak terkait di dalamnya
• Berupa perintah atau janji tanpa syarat
• Isi dokumen memuat akta perintah atau janjimembayar
• Isi dokumen memuat nama orang yang akanmembayar dengan jelas
• Ada keterangan jangka waktu pembayaran yang harusdilaksanakan



Manfaat Surat Berharga
• Secara Yuridis
– sebagai alat pembayaran, alat pemindahan haktagih karena sudah diperjual belikan, dan jugasebagai surat legitimasi atau surat bukti tagihyang sah.

• Secara Fungsinya
– sebagai surat yang memiliki sifat hukumkebendaan, surat tanda keanggotaan dari suatupersekutuan, dan juga surat tagihan utang.



Sifat Surat Berharga
Sbg Surat Bukti Tuntutan Utang
• Utang adalah suatu perikatan yang sudahseharusnya dilunasi oleh penanda tangan aktaatau debitur, dan pemegang akta atau krediutrmemiliki hak untuk menuntut kepada orang yangmenandatangani akta tersebut. Tuntutantersebut bisa diperoleh dalam bentuk uang ataucek, berbentuk benda atau konsumen, dan jugabisa berbentuk tuntutan atau charter party.



Pembawa Hak
• Dalam hal ini, hak adalah suatu hak untuk bisamenuntut sesuatu kepada pihak debitur suratberharga, yang berarti hak tersebut akan terusada pada akta surat berharga. Jika suratnyahilang, maka haknya pun akan hilang. Sebagaicontoh, jika uang kertas hilang, maka Anda tidakbisa meminta uang kertas baru pada BankIndonesia.Mudah dijual belikan
• Tujuan lain dari adanya penerbitan suratberharga adalah demi memenuhi prestasipembayaran sejumlah uang.



Cara Menerbitkan surat Berharga
1. Sec.Langsung
– menerbitkannya secara langsung kepada pihakinvestor jangka panjang seperti pada lembagakeuangan.
– proses penerbitan langsung ini akan dilakukanoleh lembaga keuangan yang mempunyaikebutuhan tetap atas pinjaman dana yang nilainyacukup besar



2. Menerbitkan sec.tidak langsung
– menerbitkan secara tidak langsung denganmenjualnya kepada pialang dan pialang yang akanmenjual nya ke pasar uang.
– Bursa perdagangan surat berharga yang komersialini akan mengikutsertakan berbagai perusahaanpialang besar dan anak perusahaan bank



Legitimasi Surat Berharga
1. Legitimasi Formil
– adalah bukti bahwa surat berharga tersebutdiklaim sebagai seorang yang memiliki hak atastagihan di dalamnya, karena jika pemegang suratberharga tersebut tidak mampu membuktikannyasecara formil sesuai peraturan UU, maka tidakbisa dikatakan sebagai pemilik surat berhargayang sah



2. Legitimasi Materiil
– Legitimasi materil adalah suatu bukti pemegang suratberharga yang sebenarnya.
– Kesimpulan dari adanya legitimasi ini adalah:

• Pemilik surat berharga secara sah adalah mereka yangmemiliki hak tagih dengan tanpa mengesampingkan adanyanilai kebenaran materiil di dalamnya.
• Pihak debitur tidak memiliki kewajiban dalam menelitiapakah pemegang surat berharga tersebut adalah benar-benar yang memiliki hak.
• Debitur hanya memiliki kewajiban dalam meneliti berbagaisyarat yang terkandung di dalam surat berharga yangdiberikan kepadanya saat diminta pembayaran.
• Undang-undang akan lebih mengutamakan legitimasi formaluntuk bisa menjamin fungsi dan tujuan surat berharga.



Macam-macam Surat Berharga
• Wesel. ...
• Surat Sanggup. ...
• Saham. ...
• Cek. ...
• Kuitansi atas Tunjuk. ...
• Konosemen/Bill of Lading. ...
• Delivery Order (DO) ...
• Surat Utang.



Surat Pengakuan Hutang
Ada 2 macam SPH :1. Dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang(SBPU) :
– adl surat berharga jangka pendek dalam rupiah ygdpt diperjualbelikan di pasar uang.
– seperti : promes dan wesel2. Surat Pengakuan hutang berjangka panjang
– Seperti : obligasi atau sekuritas kredit



Jenis surat pengakuan hutang yg seringdigunakan dlm dunia perdagangan danberada dalam KUHD:a. Surat sanggup/aksep/promes
–Yg dpt berupa surat sanggup ygditerbitkan oleh nasabah dlm rangkapenerimaan kredit dr bank utkmembiayai kegiatan tertentu atausurat sanggup yg diterbitkan oleh bankdlm rangka pinjaman antar bank



b. Surat wesel
–Yg dpt berupa surat wesel yg ditarikoleh satu pihak dan diaksep oleh pihaklain, dlm rangka transaksi tertentu,penarik dan tertarik adl nasabah bank,atau surat wesel yg tertariknya adlnasabah bank, dan diaksep oleh bankdlm rangka pemberian utk membiayaikegiatan tertentu



Wesel
• Wesel merupakan surat berharga yang didalamnya memuat kata wesel, tanggal, danditandatangani oleh penerbit yangmemberikan perintah tanda syarat kepadapihak terkait perihal hari pembayaran kepadapenerima yang telah ditunjuk penerbitmaupun penggantinya di suatu tempat.



• Ada pun syarat-syarat wesel sesuai dengan pasal100 KUHD, sebagai berikut:
– Tertera kata wesel yang jelas pada dokumen.
– Pemerintah tidak memiliki syarat sejumlah uang yangsudah ditentukan.
– Tertera nama orang yang bertanggung jawab untukmembayar.
– Adanya ketentuan tanggal pembayaran, tempatpembayaran akan dilakukan, dan nama orang yangakan menerima uang.
– Tempat dan tanggal surat wesel ditarik.
– Terdapat tanda tangan dari pihak yang menerbitkanwesel atau penerima.



Surat Sanggup
• Surat sanggup atau dikenal juga dengan promes adalahsurat berharga yang memuat kata accept/ promesyang mana penerbit menyanggupi untuk melakukanpembayaran kepada pihak yang juga disebutkan dalamsurat berharga tsb, maupun penggantinya pada haripembayaran.
• Surat sanggup berisi janji kesanggupan untukmelakukan pembayaran.
• Bedanya dengan wesel, pada surat sanggup, tidak adaperintah melainkan pernyataan menyanggupi.
• Psl 174 – 177 KUHD



• Ketentuan dalam surat sanggup:
– Keterangan terkait yang menyebutkan bahwasanggup dalam menanggung pembayaran.
– Adanya penetapan waktu dan tempat pembayaran.
– Adanya tanggal surat sanggup yang ditandatangani.
– Adanya tanda tangan orang yang membuat ataumengeluarkan surat

• Dokumen ini bisa diperjualbelikan, tepatnyasurat pengganti bisa dialihkan dg endorsementdan surat utang bisa dialihkan dengan cessie



Saham
• Pengertian tentang saham ini sudah diatur dalam40 KUHD ,
• adl modal perseroan dibagi atas saham-sahamatau sero-sero atau nama atau blanko.
• Saham juga dapat didefinisikan sebagai tandapenyertaan atau kepemilikan seseorang maupunbadan dalam suatu perusahaan atau perseroanterbatas.
• dilihat kekuatan hak tagih atau klaim, dokumenini bisa dibedakan menjadi saham biasa danpreferen



• Bentuk dari saham sendiri merupakan selembarkertas yang berisi keterangan bahwa pemilikdokumen tersebut adalah pemilik perusahaanyang menerbitkan surat saham tersebut.
• Porsi kepemilikan ditentukan dari seberapa besarpenyertaan yang ditanamkan di perusahaantersebut.
• Dari segi perpajakan, pajak atas transaksi nilaipenjualan saham, bersifat final dengan besaran0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham.

https://www.online-pajak.com/pajak-penjualan-saham


Cek
• Cek merupakan salah satu surat berharga yangsifatnya sebagai alat bayar.
• Cek merupakan dokumen yang digunakan untukmemerintahkan pencairan dana di bank kepadaorang yang namanya disebut
• Pasal 178 KUHD
• Ciri-ciri cek secara umum:
–Nama harus tertulis dengan jelas.
–Adanya perintah untuk membayarkansejumlah uang.



– Tertera nama badan hukum atau bank yang wajibmembayar.
– Sudah ditetapkan tanggal, tempat pembayaran,dan tempat mengeluarkan cek.
– Semua syarat atau ciri di atas ini harus terpenuhi.Jika tidak, maka cek dikatakan tidak sah.
– Cek dapat dikeluarkan secara atas tunjuk, atasperintah, atas bawa, dan/atau atas nama.



Kuitansi atas Unjuk/pembawa
• Kuitansi atas tunjuk merupakan suratberharga yang berisi penandatanganan untuksuatu pembayaran sejumlah uang/dana danwaktu yang sudah ditentukan kepadapetunjuk (atas tunjuk) atau atas pembawa



• Peraturan yang harus dipenuhi oleh kuitansipada pembawa ialah sebagai berikut:
– Pertama harus adanya tanda tangan dari pembuat
– Kedua harus adanya pernyataan maupunpengakuan bahwa telah menerima sejumlah uang
– Ketiga harus disebutkan nama yang akan kenatarik
– Keempat harus dinyatakan penanggalan maupunhari pengeluaran surat kuitansi pada pembawa



Konosemen/Bill of Lading
• Konosemen (Bill of Lading) merupakan suratbertanggal yang dibuat oleh pengangkut.
• Pengangkut dalam hal ini adalah perusahaanpelayaran yang menerangkan bahwa pihaktersebut sudah menerima barang dari pengirimuntuk diangkut pihak tertentu (penerima).
• Di dalam surat ini ada nama dan keteranganmengenai syarat-syarat penyerahan barang yangdikirim.



• Dokumen ini merupakan pernyataan dari pengangkutbahwa mereka sudah menerima barang dari pengirimuntuk diserahkan pada pihak tertentu.
• Sementara Bill of Lading merupakan tanda buktiperjanjian pengangkutan suatu barang melalui laut.
• Landasan hukum jenis surat berharga ini tertuangdalam Pasal 504 KUHD.
• Secara sederhana konsumen yang mempunyai fungsisebagai tanda penerimaan atas sejumlah barang sertasebagai surat perjanjian thdp pengangkutan.
• Konosemen akan memberikan hak kepada yangmemilikinya terhadap sejumlah barang tertentu.



• Pihak-pihak yang terlibat dalam konosemenadalah penerbit yang dalam hal ini perusahaanpelayaran yang diwakili oleh nahkoda kapal danpihak penerima/penggantinya. Penerima yangdimaksud adalah:
– Orang yang namanya ada dalam konosemen.
– Orang pengganti pengirim atau kepada orang yangditunjuk oleh pengirim.
– Orang pengganti pihak ketiga atau orang yangditunjuk namanya oleh pihak ketiga.
– Orang yang disebut dalam konosemen ataupembawa.
– Orang yang membuat konosemen itu.



Delivery Order
• Dalam pasal 510 KUHD Indonesia, deliveryorder merupakan pemegang yang sah danberhak menuntut penyerahan barang ditempat sesuai dengan ini konosemennya,kecuali pihak tersebut menjadi pemegangtidak sah menurut hukum



Surat Utang
• Surat utang dapat dibagi menjadi 3 jenis, di antaranya:obligasi, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat BerhargaSyariah Nasional (SBSN).Obligasi
• merupakan jenis surat utang jangka menengah hinggapanjang yang dapat dipindahtangankan.
• Obligasi sendiri berisi janji untuk membayar imbalanberupa bunga pada periode tertentu dan melunasipokok utang pada waktu yang ditentukan kepada pihakpembeli obligasi.
• Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi atau negara.



Surat berharga syariah nasional
• disebut juga sukuk negara diterbitkan olehpemerintah berdasarkan prinsip-prinsipsyariah. Sukuk negara merupakan instrumenutang piutang tanpa riba.



Surat utang negara
• merupakan surat pengakuan utang yangdijamin pembayaran bunga dan pokoknyaoleh negara sesuai masa berlakunya.
• SUN juga digunakan pemerintah dalammembiayai defisit APBN dan menutupkekurangan kas jangka pendek dalam satutahun anggaran.
• Dana untuk pembayaran bunga SUNdisediakan di dalam APBN.



• Dokumen ini biasanya dimiliki oleh investordengan menawarnya di Pasar Perdanaataupun Pasar Sekunder
• UU No.24 Tahun 2002 tentang Surat UtangNegara.
• Pengelolaan SUN :
– Penerbitan SUN hanya untuk tujuan-tujuantertentu.
– Pemerintah wajib membayar bunga dan pokokSUN yang jatuh tempo.



– Jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahunanggaran harus memperoleh persetujuan DPR dandikonsultasikan terlebih dahulu dengan BankIndonesia.
–Memberikan sanksi hukum yang berat dan jelasterhadap penerbitan oleh pihak yang tidakberwenang.
– Perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh instansiberwenang.
– Jenis dan bentuk SUN.



• Bentuk-bentuk SUN dapat dibedakan menjadi:Obligasi Negara
• SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baikdengan kupon atau tanpa kupon. Sementaraobligasi negara tanpa kupon tidak memilikijadwal pembayaran kupon, dijual pada hargadiskon dan pokoknya akan dilunasi pada saatjatuh tempo.



• Obligasi negara dapat dibedakan menjadi:a. Obligasi Berbunga Tetap, yaitu obligasidengan tingkat bunga tetap setiapperiodenya.b. Obligasi Berbunga Mengambang, yaituobligasi dengan tingkat bungamengambang yang ditentukanberdasarkan suatu acuan tertentu sepertitingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia.



• Obligasi negara juga dapat dibedakanberdasarkan denominasi mata utang (rupiahatau valuta asing). SUN dapat diterbitkandalam bentuk warkat atau tanpa warkat. SUNyang saat ini beredar, diterbitkan dalambentuk tanpa warkat. SUN dapat diterbitkandalam bentuk yang dapat diperdagangkanatau yang tidak dapat diperdagangkan



Surat Perbendaharaan Negara
• SUN dengan jangka waktu sampai dengan 12bulan dengan pembayaran bunga secaradiskonto (pembayaran atas bunga dari selisihantara harga pada saat penerbitan dan nilainominal yang diterima pada saat jatuhtempo).
• Di beberapa negara SPN lebih dikenal dengansebutan T-Bills atau Treasury Bills



Pajak Atas SUN
• Tarif PPh Final atas bunga surat utang atauobligasi untuk proyek infrastruktur ada di angka15% untuk wajib pajak dalam negeri dan 20%bagi wajib pajak luar negeri sesuai denganketetapan dalam PP No.100 Tahun 2013 tentangPajak Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
• Perlakuan pajak obligasi juga berbeda pada jenisinstrumen investasi. Misalnya obliogasi yangmenjadi penempatan dana pensiun tidakdikenakan tarif PPh Final, sementara pajak bungaobligasi reksa dikenakan tarif 20%.



• PPh Final sendiri merupakan pajak yangdikenakan langsung pada saat wajib pajakmenerima penghasilan. Selain bunga obligasi,ada beberapa penghasilan yang dikenakanPPh Final seperti bunga deposito, hadiahundian, transaksi penjualan saham di bursaefek, dan omzet dari Usaha Kecil Menengahdengan tarif 0,5%.

https://www.online-pajak.com/pajak-final-pph-final


Karakteristik Obligasi
Nilai Obligasi
• Pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harusmemberikan informasi terkait jumlah uang yangdibutuhkan, atau sering disebut dengan jumlah emisiobligasi. Besaran jumlah obligasi yang dikeluarkan ini harusditentukan oleh aliran arus kas, performa perusahaan danbesarnya keperluan bisnis.Jangka Waktu Obligasi
• Obligasi memiliki jangka waktu mulai dari 1 tahun – 10tahun. Tapi, umumnya jatuh tempo suatu obligasi adalah 5tahun. Biasanya, para investor lebih memilih obligasi jangkapendek karena memiliki nilai risiko yang kecil.



Principal dan Coupon Rate
• Principal rate adalah suatu nominal uang yang harusdikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegangobligasi pada masa jatuh tempo. Nilai principal rate inierat kaitannya dengan redemption value, maturityvalue, par value or face value.
• Disisi lain, coupon rate adalah suatu tingkatan bungayang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi padapemegang obligasi di setiap tahunnya.Jadwal Pembayaran
• Pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh sangapenerbit obligasi secara berkala sesuai dengankesepakatan yang sudah ditetapkan. Seperti per tigasemester, per semester atau triwulan sekali.



Jenis-Jenis Obligasi
1. Berdasarkan Nominalnya
–Obligasi Konvensional, adalah suatu suratutang yang memiliki jumlah nominal yangsangat besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiahper slotnya.
–Obligasi Ritel, adalah surat utang yangmemiliki jumlah nominal yang kecil, seperti1 juta rupiah saja.



2. Obligasi Berdasarkan Imbal Hasila. Obligasi Konvensional
• Obligasi konvensional adalah surat utang yangdikeluarkan oleh pihak tertentu guna mendapatkansuatu pinjaman sebagai tambahan modal dengandisertai bunga atau imbal hasil kepada pihak investordalam jangka waktu tertentu.b. Obligasi Syariah
• Obligasi syariah adalah surat utang yang memberikansuatu imbal hasil berbentuk uang sewa yang nilaiperhitungannya diukur dengan berasaskan prinsipsyariah islam dan tidak memiliki kandungan unsur riba.Imbal hasil ini akan dibayarkan secara berkala dalamperiode waktu tertentu.



3. Berdasarkan Pembayaran Bungaa. Zero Coupon Bond
• Zero Coupon Bond adalah jenis surat utang tanpa bunga dantidak akan memberikan kupon secara berkala. Padaumumnya, para investor akan mendapatkan nilaikeuntungan dari selisih harga jual diskonto dan harga awalsurat utang tersebut diperjualbelikan. Jenis obligasi ini jugamemiliki tenor yang berbeda-beda, dari mulai 1 tahunhingga 10 tahun.b. Obligasi Kupon
• Obligasi kupon adalah surat utang yang mampu memberikanbunga ataupun kupon secara berkala kepada parainvestornya. Kupon tersebut akan mewakili suatu nominaltertentu sesuai kesepakatan yang terjalin antara pihakpenerbit obligasi dan pihak investor.



c. Obligasi Fixed Coupon atau Kupon Tetap
– Obligasi kupon tetap adalah jenis obligasi yangmenawarkan tingkat suku bunga dengan nilai yangtetap hingga jatuh tempo pada utang tersebut sudahtiba.d. Obligasi Floating Coupon atau KuponMengambang
– Jenis obligasi ini akan menawarkan kupon yangmampu berubah nilainya berdasarkan indeks pasaruang yang sedang berlaku. Di dalamnya terdapatkupon batas minimal yang berarti kupon pertamayang pertama kali ditetapkan yang akan menjadi nilaibesaran kupon minimal yang berlaku hingga jatuhtempo.



4. Berdasarkan Penerbitnyaa. Corporate Bonds
• Corporate bonds adalah salah satu jenis obligasi yangdikeluarkan oleh perusahaan tertentu sepertipemerintah atau BUMN ataupun Swasta dengan kurunwaktu 1 tahun. Contohnya PT Indofood Sukses MakmurTbk. dengan kode INDF menerbitkan surat obligasiseharga Rp 2 Triliun pada tahun 2014 dengan tingkatbunga yang tetap dengan kurun waktu lima tahun.b. Municipal Bonds
• Municipal bonds adalah jenis obligasi yang dikeluarkanoleh pemerintah daerah untuk mendanai proyekpembangunan yang berhubungan dengan kepentinganpublik



c. Government Bonds
• Government bond adalah jenis obligasi yangdikeluarkan oleh pemerintah. Jenis obligasi ini pertamakali diterbitkan di Indonesia pada bulan Agustus tahun2006. Namun, obligasi pemerintah Indonesia punterbagi lagi menjadi empat bagian, yaitu, obligasinegara ritel Indonesia atau ORI, Sukuk Ritel, SavingBond Ritel atau SBR dan Sukuk Tabungan atau ST.



Kelebihan dan Kekurangan Obligasi
Kelebihan Obligasi
• Pemegang obligasi akan mendapatkan bunga atau kupon obligasiyang nilainya lebih tinggi dari bunga deposito bank, yang bersifattetap dan yang bersifat mengambang.
• Surat berharga dengan bentuk obligasi akan lebih mudah untukdiperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan mekanisme BEIatau di luar BEI.
• Selain kupon, pemegang obligasi juga akan mendapatkankeuntungan berupa capital gain, yaitu suatu selisih harga obligasisaat obligasi tersebut diperjualbelikan.
• Obligasi bisa dijadikan sebagai jaminan kredit bank atau membeliinstrumen aktiva lainnya. Investasi obligasi adalah salah satuinvestasi yang aman karena pembayaran pokok utang dan kuponterjamin dalam aturan Undang-undang.



Kekurangan Obligasi
• Tidak selamanya obligasi bersifat aman, karena adabeberapa jenis obligasi yang memiliki risiko gagal bayardari penerbit obligasi, sehingga pihak investor tidakbisa mendapatkan keuntungan atau kehilangan nilaiinvestasinya.
• resiko tersebut hanya ada pada jenis obligasi yangtidak dilindungi oleh undang-undang.
• Obligasi juga akan lebih mudah terpengaruh padaperubahan ekonomi, kondisi politik, atau suku bunga.
• Selain itu, pihak investor juga lebih rentan mengalamikerugian jika menjual obligasi pada pasar sekundersebelum jatuh tempo karena harga jualnya akan lebihrendah daripada harga belinya.



Jual Beli Surat Berharga
• Kegiatan dlm membeli, menjual ataumenjaminkan surat berharga, bank dptbertindak, baik atas resiko sendiri maupun utkkepentingan dan atas perintah nasabahnya.
• Kegiatan jual beli surat berharga mrpkan fungsiinvestasi finansial. Surat berharga termasukdalam aktiva produktif
• Resiko pada surat berharga, dapat berupakegagalan pembayaran bunga atau tidakseluruhnya dipenuhi pada waktunya atau hargamenurun.



• Dalam kegiatan jual beli surat berharga ini,bank harus memperhatikan :a. Prinsip kehati-hatian, prinsip –prinsippenanaman dana yg sehat, dn selalumempertimbangkan tujuan dalam kegiatan jualbeli surat berharga tsbb. Mempertimbangkan unsur penghasilan, tingkatbunga/deviden atau hasil (yield)c. Memperhatikan juga jangka waktu, likuiditas(kemampuan utk dpt dg segera dijadikan uang),serta keamanannya ( yakni relatif bebas dr resikomenurunnya nilai pasar atau harga harus stabil)



• Jenis surat berharga yg likuid, diantaranyasertifikat bank Indonesia.
• Jenis surat berharga yg kurang likuid, yaituobligasi jangka panjang



Kualitas Surat Berharga
• Kualitas surat berharga yg diakui berdasarkannilai pasar, ditetapkan memiliki kualitaslancar, sepanjang memenuhi persyaratan :a. Aktif diperdagangan bursa efek di Indonesiab. Terdapat informasi nilai pasar sec.transparanc. Kupon atau kewajiban yg lain sejenis dibayardalam jumlah dan waktu yg tepat, sesuaiperjanjiand. Belum jatuh tempo



Kualitas surat berharga yg diakui berdasarkanharga perolehan :1. Lancar, apabila :
–Memiliki peringkat investasi atau lebihtinggi
–Kupon atau kewajiban sejenis dibayardalam jumlah dan waktu yg tepat, sesuaiperjanjian
–Belum jatuh tempo



2. Kurang lancar, apabila :
–Memiliki peringkat satu tingkat dibawah peringkatinvestasi
– Terdapat penundaan pembayaran kupon ataukewajiban sejenis
– Belum jatuh tempo3. Macet,
– apabila surat berharga tidak memenuhikriteria sebagaimana dimaksud pd point 1dan 2.



• Surat berharga yg ditetapkan lancar, yaitusertifikat BI dan Surat Utang Negara
• Surat berharga yang sering diperjualbelikan,baik oleh bank maupun oleh pihak ygmenggunakan jasa perantara bank, adalah :a. Surat-surat wesel termasuk wesel yg diakseptasib. Surat pengakuan utang dan kertas daganglainnya, yg masa berlakunya tidak lebih lama darikebiasaan dlm perdagangan surat-suratdimaksud.



c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)d. Obligasie. Surat dagang berjangka waktu sampai dg 1 thn.f. Instrumen surat berharga lain, yg berjangkawaktu sampai dg 1 thn.



Jual Beli Wesel
• Dimaksudkan untuk penambahan dana.
• Dilakukan dg cara Bank umum yg kelebihandana dpt membeli atau menanamkan dananyadlm surat wesel yg diakseptasi, yg diterbitkanoleh suatu bank lain atau nasabah dari suatubank yg dijamin oleh banknya.
• Tidak terlepas dari sitim diskonto



• Dlm transaksi diskonto, pemegang surat weselmenyerahkan kpd bank dg harga sebesar nilainominal dikurangi dg bunga, utk sisa waktu drsaat transaksi diskonto dilaksanakan sampaisaat jatuh temponya wesel tsb.
• Contoh pedagangan wesel
– Penjualan devisa hasil ekspor ke Biatas dasarpengambilalihan tagihan ekspor tertentu, baikdalam bentuk wesel maupun tagihan lainnya(Wesel yg dpt didiskonto ke BI, hrs memp sisajangka waktu sekurang-kurangnya 30 hr danselama-lamanya 720 hr)



– Penjualan tagihan yg telah diambil alih daripemasok kpd BI, dilakukan dg menerbitkan weselbank (bank draft) yg dinyatakan dlm rupiah dgjangka waktu tidak melebihi jangka waktu tagihan.(nilai nominal wesel yg diterbitkan sekurang-kurangnya Rp 50 jt).



Jual Beli Surat Pengakuan Utang &Kertas Dagang Lainnya
• Bank umum dpt melakukan jual beli atau menjamin surat promesatau kertas dagang lainnya seperti aksep, dlm rangka pemanfaatandana yg idle, atau utk memperoleh tambahan dana.
• Bank umum yg kelebihan dana dpt menanamkan dananya dlmsurat promes atau aksep yg diterbitkan oleh suatu bank lain ygmembutuhkan dana, atau oleh nasabah dr suatu bank yg dijaminoleh banknya.
• Pengalihan promes dilakukan dg cara endorsement dibagianbelakang promesnya.
• Jual beli surat promes ini dikenal dg diskonto.



Jual beli kertas perbendaharaan Neg. & surat JaminanPemerintah
• Kertas perbendaharaan Negara & surat jaminanpemerintah mrpkan instrument kredit yg dptdiperjualbelikan.
• Bentuk surat jaminan pemerintah, adl surat utang atasbeban negara yg bunganya atau pelunasannya dijamin olehnegara, termasuk golongan utang yg reproductive debt(utang yg dijamin oleh kekayaan negara berutang)
• Krn surat berharga ini diterbitkan oleh negara, mk suratberharga demikian sangat aman dilihat dr pelunasannya,dan tidak memiliki risiko default (risiko gagal bayar)sepanjang diterbitkan dlm denominasi rupiah, dimanadisamping itu pemerintah sebelumnya telah mlkkanasignasi, yaitu penyisihan pendapatan guna pembayaranutang



• Pengaturan surat berharga yg diterbitkan oleh negara, diaturdlm UU NO.24 th.2002 ttg SUN.
• SUN adl surat berharga yg berupa surat pengakuan utang dlmmata asing rupiah ataupun mata uang asing yg dijaminpembayaran bunga & pokoknya oleh negara RI sesuai dgmasa berlakunya, yg terdiri dr atas surat perbendaharaannegara & obligasi negara.
• Surat perbendaharaan negara adl SUN yg berjangka wkt 12bln dg pembayaran bunga sec.diskonto. Obligasi negara adlSUN yg berjangka wkt lebih dr 12 bln, dg kupon dan atau dgpembayaran bunga sec.diskonto, adl pemegang suratberharga menyerahkan kpd pihak bankdg harga sebesar nilainominal dikurangi dg bunga utk sisa wkt, dr saat transaksidiskonto dilaksanakan sampai saat jatuh tempo suratberharga tsb.



• SUN berbasis syariah dikenal dg SUKUK, diaturdlm UU No. 19 th.2008 ttg surat berharga syariahnegara/SBSN.
• SUKUK negara :a. Sukuk negara ijarah, diterbitkan berdsrkan akadijarahb. Sukuk mudharabahc. Sukuk negara musyarakahd. Sukuk negara istishnae. Sukuk negara yg diterbitkan berdsrkan akad lainnyasepanjang tdk bertentangan dg prinsp syariahf. Sukuk negara yg diterbitkan bedsrkan kombinasi drdua tau lebih dr akad sbgmn dimaksud diatas.



Jual beli Sertifikat BI
• Diatur dlm PBI NO.6/5/PBI/2005 ttg SBI
• SBI mrpkan surat berharga dlm mata uang rupiah ygditerbitkan BI sbg pengakuan utang berjangka waktu pendek.
• Diterbitkan sbg satu piranti operasi pasar terbuka, yaitu sbgupaya BI dlm rangka pelaks kebijakan moneter utk mencapai& memelihara kestabilan nilai rupiah.
• Penjualan SBI dilakukan mll lelang, dlm rangka pelakskebijakan moneter.
• SBI memiliki ciri :a. Satuan unit sebesar Rp 1 jutab. Berjangka wkt sekurang-kurangnya 1 bln dan paling lama 12 bln, ygdinyatakan dlm jumlah hari, dan dihitung dr tgl penyelesaiantransaksi sampai dg tgl jatuh tempo



c. Penerbitan & perdagangan dilkkan dg sistim diskonto. ( nilai diskonto= nilai nominal – nilai tunai)d. Diterbitkan tanpa warkate. Dpt dipindah tangankanf. Dpt diperdagangkan dipasar sekunder, secara penjualan bersyarat(repurchase agreement/ repo), atau penjualan/pembelian lepas( outright).
• SBI dpt dibeli dipasar perdana oleh bank atau pihak lain ygditetapkan oelh BI
• Sistim perdagangan SBI dilkkan sec diskonto, adl pihak ygmembeli SBI, menerima pembayaran bunganyadimuka/seketika itu, dg ketent bunga yg telah diterimanya ituakan diperhitungkan pd saat SBI dibayarkan Kembali tepat pdtgl.jatuh temponya.



• Bank yg mlkkan transaksi SBI di pasar perdana, hrs memilikisaldo giro rupiah pd BI dlm jumlah yg cukup utk memenuhikewajiban penyelesaian transaksi SBI dg BI.
• Bank yg mlkkan transaksi SBI di psr sekunder, wajib memilikidana dan atau SBI dlm jumlah yg cukup di BI pd wktpenyelesaian transaksi.
• Selain SBI dikenal juga Surat wadiah Bank Indonesia (SWBI),mrpkan bukti penitipan dana wadiah, adlpenitipan danaberjangka pendek dg menggunakan prinsip-prinsip wadiah, ygdisediakan oleh BI bagi bank syariah atau UUS.
• SWBI, diterbitkan tanpa warkat, & tidak dpt diperjualbelikan.
• Jangka wkt pentipan 7, 14 atau 28 hr.



Jual beli Obligasi
• Obligasi adl jenis efek berupa surat pengakuan utang ataspinjaman uang dr masy dlm bentuk tertentu utk j.w sekurang-kurangnya 3 th dg menjanjikan imbalan Bungan yg jumlahserta pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu olehemiten.
• Diskonto bunga obligasi mrpkan bunga atas obligasi ygdiperhitugkan dg harga obligasi pd saat jual. Hal ini berlakuapabila selama j.w obligasi tidak terdpt pembayaran bunga(zero coupon bonds)
• Obligasi bersifat atas unjuk.
• Penerbit obligasi/issuer, dpt dilakukan oleh pemerintahataupun perusahaan



• Bunga obligasi akan dibayarkan pd pemegang (bondholders) dlm jumlahtertentu pd suatu periode tertentu & jumlah pokok nilai obligasi akandikembalikan pd tgl jatuh temponya.
• Dlm penerbitan obligasi, bank dpt berkedudukan sbg :a. Penerbitb. Penjamin emisi (underwriter)c. Mewakili para pemegang obligasi (trustee)d. Penjamin (guarantor)
• Dilihat dr jenisnya, obligasi yg diterbitkan, terdiri dr :a. Obligasi dg jaminan harta kekayaanb. Obligasi dg jaminan portofolio atau wali amanat : Pemegang obligasi dijamin oleh portofolio perush atau wali amanat,artinya bila perush tdk dpt membayar bunga atau pokok utang mkportofolio dpt dicairkan.c. Obligasi dg jaminan peralatand. Obligasi dg jaminan utang atau obligasi tanpa jamnane. Obligasi khusus, berupa obligasi convertible, dimana perush bisamemberikan kemungkinan utk mengalihkan obligasi ke dlm saham dlmkeadaan tertentu.



Materi
HUKUM INVESTASI



Pengertian Hukum Investasi
• Adl keseluruhan kaidah hukum yg mengaturhubungan ant investor dg penanam modal,dlm bidang-bidang usaha yg terbuka untukinvestasi, serta mengatur ttg prosedur dansyarat-syarat dlm melakukan investasi dalamsuatu negara.



Pertimbangan Investasi Asing
1. mendapatkan upah buruh yg murah (negara2maju mlkkan investasi, utk menekan biayaproduksi, mll penggunaan upah buruh yg murah,shg dpt mengembangkan modalnya atauusahanya dg yg murah).2. Dekat dengan sumber bahan mentah3. menemukan pasar yg baru (ini dimaksudkan utktetap menjaga pasar hasil produksinya)4. royalty dari alih teknologi, mll penjualan hakmerk, paten, rahasia dagang, desain industri.



– Transfer teknologi meliputi :a. productb. production processc. machinery
－dalam konteks sekarang, teknologi dikategorikan mencakup teknologiperangkat keras, mesin, dan pabrik lengkap, dan sebagainya, serta

teknologi perangkat lunak, pelatihan, manajemen, dan pemasaran.5. penjualan bahan baku dan suku cadang6. insentif lainnya : tax holiday, insentif fiskal dan kelonggaranmoneter7. status khusus negara-negara tertentu dlm perdaganganinternasional.
– biasanya dilakukan pd negara-negara berkembang yg msh memiliki

status GSP (general system preferences) dari negara maju.



kelemahan kebijakan Tax holiday
• terbukti kebijakan tax holiday bkn mrpkan suatukebijakan yg efektif dlm menarik investasi asingke Indonesia. Utk menarik investasi asing lebih baikmelakukan kebijakan :a. memfasilitasi kedekatan ant pusat produksi dgpasarnyab. menyediakan tenaga kerja yg terdidik dan terampilc. menyediakan sarana dan prasarana yg cukupmemadaid. menciptakan stabilitas ekonomi, politik dankeamanan



• penerapan kebijakan tsb dpt menurunkanpenerimaan negara yg pd gilirannya berakibatpd pengurangan pemerintah, shg akanberdampak pd pembebanan pajak yg lebihtinggi kpd masyarakat.
• mempunyai nuansa diskriminasi thdp investor(hal ini bertentangan dg asas kesamaanperlakuan thdp semua investor, shg dptmendorong terjadinya korupsi.



Kelemahan insentif fiskal
1. akan menghasilkan respon pelaku ekonomi ygcenderung konsumtif dan opurtunistik2. invstro tdk dibebani kewajiban utkberdivestasi.(pembebasan kewajiban utk mlkkandivestasi pd sektor pertambangan tdk dpt dijadikanjaminan investor asing akan masuk).3. tingkat suku bunga yg lebih rendah atau subsidibungan bank dan kemudahan fasilitas kredit4. kemudahan dan kepastian usaha yg diwujudkan lewatpemberian tax holiday atau tarif pajak lainnya.(solusinya memberikan insetif pajak (tax alloweance)bagi perusahan2 asing yg sdh lama beroperasi diIndonesia)



• Pertimbangan lain yg digunakan investor asingsblm menanamkan modalnya, yakni :a. cultural factors ( worker motivation, capitalmovements, preparation, etc)b. labor regulationsc. responsiveness of surrounding economic in providingsupporting good and services (daya tangkapmasyarakat thdp penyediaan barang dan jasapenunjang)d. creditbility of public, sector commitments about taxes,infrastructure, and other regulatory issue (kredibiliatspublik, komitmen sektor mengenai perpajakan,infrastruktur dan masalah peraturan lainnya)e. institutional base of commercial law



Alasan Indonesia butuh modal Asing
1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi (dg meningkatkanpembangunan infrastruktur guna menunjang perkembanganindustri manufaktur dan agrikultur) penurunan pertumbuhan ekonomi diakibatkan rendahnyakonstribusi sektor tradable, akibat adanya gejala deindustrialisasidimana terjadi peralihan struktur investasi dari sektor tradable kesektor non tradable.(ekspor berkaitan dg sektor tradable)2. memperluas lapangan kerja3. mengembangkan industri substitusi impor utk menghematdevisa4. mendorong ekspor non-migas utk menghasilkan devisa5. alih teknologi6. membangun prasarana7. mengembangkan daerah tertinggal



ad.4. Ada beberapa faktor yg menyebabkanterpuruknya nilai ekpor Indonesia :a. rendahnya harga komoditas migasb. rendahnya nilai tukar rupiah dan tingginya tingkatsuku bunga (perubahan nilai tukar mengakibatkanmeningkatnya biaya produksi, seperti biaya bahanbaku, bahan penolong impor, dan biaya produksi)c. rendahnya produksi sektor riild. melemahnya daya saing komoditas tradisional,seperti pakaian jadi, sepatu, kayu lapis dan karete. pasar domestik tidak tummbuh sementara pasarinternasional ambruk akibat jatuhnya ekonomi global



ad. 7. Investasi asing mrmpkan salah satusumber utk membangun infrastruktur,seperti : pelabuhan, telekomunikasi,perhubungan udara, air minum, listrik,jalan, yg diperlukan dalam membangundaerah-daerahyg tertinggal atau rusakakibat terjadinya konflik



Kondisi Dlm Berinvestasi
• Agar investor bersedia untuk menanamkaninvetasinya, maka negara penerima modalharus dapat memberikan kepastian hukum,perlindungan hukum dan rasa aman bagiinvestor dalam berusaha.



Syarat untuk menarik investasi asing :
1. adanya economic opportunity ( investasi hrsmampu memberikan keuntungan sec.ekonomisbg investor2. political stability (yakni terbangun prosesstabilitas politik dan proses demokrasi ygkonstitusional)memburuknya iklim investasi akan meningkatkancountry risk dan belum mantapnya sosial politikmempunyai pengaruh yg signifikan thdp arus modal3. legal certainty atau terbangunnya kepastianhukum, seperti aspek substansi hukum, aparaturhukum dan budaya hukum



Kendala Menggerakkan Investasi diIndonesia
1. Internal :a. Kesulitan perusahaan mendapatkan lahanatau lokasi proyek yg sesuaib. Kesulitan memperoleh bahan bakuc. Kesulitan dana/pembiayaand. Kesulitan pemasarane. Adanya sengketa atau perselisihan diantara pemegang saham



2. Eksternal :a. Fakt.lingkungan bisnis, baik nasional/regional/globalyg tidak mendukung serta kurang menariknya insentifatau fasilitas investasi yg diberikan pemerintah;b. Masalah hukum;c. Keamanan maupun stabiltas politikd. Adanya perda, kepmen, uu yg turut mendistorsikegiatan penanaman modal di Indonesia;e. Adanya UU NO.41 Thn 1999 ttg Kehutanan ygmenimbulkan ketidakpastian dlm pemanfaatan arealhutan bg industri pertambangan



Jaminan Yg Diberikan UU No.25 Th.2007
a. Adanya kepastian hukumb. Adanya transparansic. Tidak membeda-bedakan investor, denganmemberikan perlakuan yg sama baik kpdinvestor dalam maupun luar negerid. Memberikan kemudahan-kemudahan ataufasilitas, berupa :



• Fasilitas PPh melalui pengurangan penghasilan netto
• Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modalyg belum diprosuksi di dalam negeri
• Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong utkkeperluan produksi tertentu
• Pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan (PPn) atasimpor barang modal
• Penyusutan atau imortisasi yg dipercepat
• Keringanan PBB
• Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan
• Fasilitas hak atas tanah
• Fasilitas pelayanan keimigrasian
• Fasilitas perizinan impor



Asas-asas Hukum Investasi
1. Asas Ekonomi perusahaan :
– Asas dimana penanaman investasi dpt diusahakandan dilakukan sec.optimal, & sesuai dg prinsip-prinsipefisiensi (ps.26 UUPMA)2. Asas Hukum Internasional
– Mrpkan asas dlm penyelesaian sengketa antpemerintah dan penanam modal, misal apabilapemeritah mlkkan tindakan nasionalisasi ataupencabutan hak milik sec.menyeluruh, danpenyelesaiaannya hrs didasarkan pd asas-asas hukuminternasional (ps 21 UUPMA)



3. Asas Demokrasi ekonomi4. Asas Manfaat5. Asas Kepastian Hukum6. Asas Keterbukaan7. Asas Akuntabilitas (hrs dipertanggungjawabkan pd rakyat8. Asas perlakuan yg sama & tdk membedakanasal negara (asas nondiskriminasi)9. Asas kebersamaan



10.Asas efisiensi berkeadilan
– Adl asas yg mengedepankan efisiensi berkeadilan dlmusaha mewujudkan iklim usaha yg adil, kondusif, danberdaya saing11.Asas keberlanjutan
– Adl asas yg sec.terencana mengupayakanberjalannya proses pembangn mll penanaman modalutk menjamin kesejahhteraan & kemajuan dlmsegala aspek kehidupan, baik utk masa kini & masay.a.d12.Asas berwawasan lingkungan
– Adl asas penanaman modl yg dilakukan dg tetapmemperhatikan & mengutamakan perlind &pemeliharaan lingk.hidup.



13.Asas Kemandirian
– Adl asas p.m yg dilakukan dg tetap mengedepankan potensi bangsa & negara, dg tdk menutup diripd masuknya modal asing demi terwujudnyapertumbuhan ekonomi14.Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuanekonomi nasional
– Adl asas yg berupaya menjaga keseimbangankemajuan ekonomi wilayah & kesatuan ekonominasional.



Sumber Hukum Investasi
1. Peraturan Per-UU-an
– UU No. 25 Tahun 2007 ttg Penanaman Modal
– PP No.17 th. 1992 ttg Persyaratan Pemilikansaham dlm Perush PMA
– PP No. 20 Th.1994 ttg Pemilikan saham dlmperusahaan yg didirikan dlm rangka PMA
– Keput.Kepala BKPM No.57/2004 ttg Pedoman &tatacara permohonan penanaman modal ygdidirikan dlm rangka PMDN & PMA



2. Traktat :a. International centre for the settlement ofinvestment dispute (ICSID),
• mrpkan aturan penyelesaian sengketa PMAantarnegara dan warganegara lain, yakni mll konsiliasidan arbitraseb. Agreement on trade related InvestmentMeasures (TRIMs)
• Mrpkan aturan-aturan yg menentukan bhw negara-negara anggota tdk dpt menerapkan aturan-aturaninvestasi yg berkaitan dg perdagangan, ygbertentangan dg Pasal III dan XI GAAT, yakni :



– Aturan-aturan ttg local content requirements, ygmengharuskan pembelian input dari dlm negeri pdtingkat tertentu oleh suatu perush.
– Aturan-aturan ttg trade balancing requirement, ygmensyaratkan bhw volume atau nilai impor yg didpt,hrs dikaitkan dg produk yg di ekspor.c. The Convention Establishing the multilateralInvestment Gurantee (MIGA)

– Tujuan didirikan lembaga MIGA adl :
• Memberi jaminan kpd investor thdp resikononekonomis, khususnya di negara-negaraberkembang
• Berperan dlm menggalakkan aliran penanaman modalutk tujuan-tujuan produktif ke negara-negara sedangberkembang



d. The Treaty of Roma :
• Mrpkan perjanjian yg dibuat oleh MEE, yg memberikankebebsan pd setiap orang utk mlkkan ush di bid jasa&modal, utk mendiri kan perush ( Ps.52-58), baik secorang perseorangan maupun bersama.e. NAFTA (The north American Free TradeAgreement)3. Yurisprudensi



Hub. Hk.Investasi dg Hk.Agraria, Hk.Lingk &Hk.Pajak
• Hk investasi memp hub dg hk.lingkungan, krndlm penanaman investasi disyaratkan bhwpara investor diwajibkan utk menjagakelestarian lingk.hidup di Indonesia. Biladilanggar mk izin penanaman dicabut, bahkandpt dipidana



• Hk. Investasi memiliki hub dg hk.agraria, krndlm penanaman modal, terutama bagiinvestor asing berlaku ketentuan pemilikantanah yg berlaku bg mereka, yakni HGB, HGUdan hak pakai.
• Hk.investasi mempunyai hub dg hk. Pajak, krndlm penanaman modal, investor memilikikewajiban utk membayar pajak.



Pengertian Investasi
• Suatu tindakan utk membeli saham, obligasiatau surat penyertaan lainnya;
• Suatu tindakan utk membeli barang-barangmodal
• Pemanfaatan dana yg tersedia utk produksi dgpendapatan di masa y.a.d



Jenis Investasi
1. Berdasarkan asetnya :a. Real Asset, mrpkan investasi yg berwujudb. Financial asset, mrpkan ivestasi berupa dokumen(surat-surat) klaim tdk langsung pemegangnya thdpaktivitas riil pihak yg menerbitkan sekuritas tsb.2. Berdasarkan pengaruhnya
–Mrpkan investasi yg didsrkan pd faktor-faktor ygmempengaruhi atau tidak berpengaruh pdkegiatan investasi, yakni :



a. Investasi autonomus (berdiri sendiri) :
– mrpkan investasi yg tdk dipengaruhi tingkat pendapatan,bersifat spekulatif
– Misal pembelian surat-surat berhargab. Investasi Induced (mempengaruhi-menyebabkan) :
– Mrpkan investasi yg dipengaruhi kenaikan permintaan akanbrg dan jasa serta tingkat pendapatan
– Misalnya : penghsilan transitori, yaitu penghasilan yg didapatselain bekerja, seperti bunga dan lainnya.3. Berdasarkan sumber pembiayaan :

– Yakni investasi yg didsrkan pd asal usul investasiitu diperoleh :a. Investasi yg bersumber dr modal asing (PMA)b. Investasi yg bersumber dr modal dalam negeri(PMDN)



4. Berdasarkan bentuknya (cara menanamkaninvestasinya):a. investasi portofolio,
– mrpkan investasi yg dilakukan mll pasar modal dginstrumen surat berharga, seperti saham danobligasib. Investasi langsung
– Mrpkan investasi yg dilakukan dg caramembangun, membeli total, atau mengakuisisiperusahaan



Manfaat Investasi
• Menggerakkan ekonomi masyarakat
• Membuka lapangan kerja
• Meningkatkan kualitas masyarakat yg beradadi daerah investasi.
• dll



Kelebihan PMA/Foreign DirectInvestment1. Sifatnya permanen/jangka panjang2. Memberi andil dalam alih teknologi tinggi3. Memberi andil dalam alih ketrampilan4. Membuka lapangan kerja baru5. Meningkatkan ekonomi masyarakat6. Menambah PAD daerah/kota



Dampak Positif Investasi
Menurut Adi Harsonoa. Masalah gaji perush asing membayar gaji pegawainy alebih tinggidibandingkan gaji rata-rata nasionalb. Penciptaan lapangan kerja Perush. asing menciptakan lap.kerja lebih cepatdibandingkan perush.domestik sejenisc. Perush.asing tdk segan mengeluarkan biaya di bid.pendidikan,mll pengadaan pelatihan dan penelitian (R&D)d. Perush.asing cenderung mengekspor lebih banyakdibandingkan perush.domestike. Adanya peningkt di bid.industri minyak yg menggunakan sist.Production Sharing Contract (PSC)



Menurut John W.Head :a. Menciptakan lowongan kerja bg penduduknegara tuan rumah shg mereka dptmeningkatkan pendapatan & standar hidupmerekab. Meningkatkan ekspor dr negara tuan rumah,mendatangkan penghasilan tambahan dr luar ygdpt dipergunakan utk berbagai keperluan bgkepent.penduduknya.c. Menciptkan kesempatan penanaman modal bgpenduduk negara tuan rumah shg mereka dptberbagi dr pendapatan perush2 baru.



• Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis &pengetahuan yg dpt digunakan oleh pendudukutk mengembangkan perush & industri lain.
• Memperluas potensi keswasembadaan neg tuanrumah dg memproduksi brg setempat utkmenggantikan brg impor
• Menghasilkan pendapatan pajak tambahan ygdpt digunakan utk berbagai keperluan demikepent pendudukneg tuan rumah
• Membuat sumber daya neg.tuan rumah, baikSDA maupun SDM, agar lebih baikpemanfaatannya drpd semula.



William A.Fennel :a. Memberi modal kerjab. Mendatangkan keahlian, manajerial, il.pengt,modal dan koneksic. Meneingkatkan pendapatan uang asing mllaktivitas ekspor oleh perush multinasional/MNEd. PMA tidak melahirkan utang barue. Neg.penerima tdk merisaukan atau menghadapiresiko ketika suatu PMA yg masuk ke negerinya ,ternyata tdk mendapatkan keuntungan dr modalyg diterimanyaf. Membantu upaya pembangunan pdperekonomian negara-negara penerima.



Dampak Negatif Investasi
• MNE berdampak negatif bagi perekonomiannegara penerima
• MNE melahirkan sengketa dg neg.penerima ataudg penduduk asli miskin setempat (khususnyanegara berkembang)
• PMA oleh MNE dpt mengontrol ataumendominasi perush2 lokal. Sbg akibatnyamereka dpt mempengaruhi kebijakan2 ekonomidan kebijakan politis negara penerima



• MNE banyak dikecam telah mengembalikankeuntungan2 dr kegiatan bisnisnya ke negaratmp perush induknya berada. Praktik inisetidaknya telah mengurangi cad.persediaanmata uang asing dr negara penerima
• Adanya tuduhan thdp MNE yg kegiatan ushnyatelah merusak lingk di sekitar lokasi usahanya,krn pasalnya MNE telah menggunakan zat2 ygmembahayakan lingk atau menerapkan teknologiyg kurang atau tdk memperhatikan kelestarianlingk. (terutama neg2 sdg berkembang)
• MNE dikritik telah merusak aspek2 positif drpenanaman modal di negara2 sdg berkembang



Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal
A. Macam bid.usaha utk penanaman modal :1. Bidang usaha terbuka Artinya bidang-bidang yg diperbolehkan utk dilakukanpenanaman modal baik asing maupun domestik2. Bidang usaha tertutup Artinya jenis ush tertentu yg dilarang diuasahakna sbgkegiatan penanaman modal3. Bidangusaha terbuka dg persyaratan Artinya jenis ush tertentu yg dpt diusahakan sbgkegiatan penanaman modal dg persyaratan tertentu



B. Prinsip-prinsip penentuan bidang usaha :1. Penyederhanaan :
• Adl bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dgpersyaratan, berlaku sec nasional & bersifatsederhana serta terbatas pd bid ush yg terkait dgkepent nasional shg mrpkan bagian kecil drkeseluruhan ekonomi dan dr setiap sektor dlmekonomi2. Kepatuhan thdp perj atau komitmen internaional
• Adl bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dgpersyaratan, tdk boleh bertentangan dg kewajibanIndonesia yg telah termuat dlm perjanjian/komitmeninternasional yg telah diratifikasi



3. Prinsip transparansi
• Bhw bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dgpersyaratan hrs jelas, rinci, dpt diukur dan tdk multitafsir serta berdsrkan kriteria tertentu4. Prinsip kepastian hukum
• Bhw bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dgpersyaratantdk dpt diubah kecuali dg Per-Pres5. Prinsip kesatuan wilayah Indonesia sbg pasartunggal
• Bhw bid ush yg dinyatakan tertutup dan terbuka dgpersyaratan tdk menghambat kebebasan arus brg,jasa, modal, SDM, & informasi di dlm wil.kesatuan RI



C. Yg menjadi pertimbangan dlm penyusunankriteria :1. Mekanisme pasar yg tdk efektif dlm mencapai tujuan2. Kepentingan nasional yg tdk dpt dilindungi lebih baikmll instrumemn kebijakan lain3. Mekanisme bid ush yg dinyatakan tertutup danterbuka dg persyaratan, adl konsisten dg keperluanutk menyelesaikan masalah yg dihadapi pengusahanasional dlm kaitan dg PMA dan/atau masalah ygdihadapi pengusaha kecil dlm kaitan dg penanamanmodal besar sec.umum4. Mekanisme bid ush yg dinyatakan tertutup danterbuka dg persyaratan adl efektif utk melindungikepent nasional



5. Manfaat pelaksanaan mekanisme bid ush ygdinyatakan tertutup dan terbuka dg persyaratanmelebihi biaya yg ditimbulkan bg ekonomiIndonesia.



Kriteria penentuan Bidang Usaha Tertutup
• Kesehatan
• Keselamatan
• Pertahanan dan keamanan
• Lingkungan hidup dan moral/budaya
• Kepentingan nasional lainnya



Kriteria Lingkungan Hidup dan moral/budaya
• Memelihara tatanan hidup masy
• Melindungi keanekaragaman hayati
• Menjaga keseimbangan ekosistem
• Memelihara kelestarian hutan alam
• Mengawasi penggunaan bahan berbahaya beracun
• Menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaranbrg dan/atau jasa yg tidak direncanakan
• Menjaga kedaulatan negara
• Menjaga dan memelihara sumber daya terbatas



Kriteria penetapan Bid ush yg terbuka dgpersyaratan
• Perlindungan sumber daya alam
• Perlindungan pengembangan usaha mikro,kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)
• Pengawasan produksi dan distribusi
• Peningkatan kapasitas, teknologi, partisipasimodal dlm negeri
• Kerjasama dg badan ush yg ditunjuk oelhpemerintah



Sumber Hukum Investasi
• UU No.25 th. 2007 ttg Penanaman Modal
• Peraturan Presiden No.77 th2007 ttg Daftarbid.ush yg Tertutup dan bid.ush yg Terbuka dgpersyaratan di bid Penanaman Modal



Klasifikasi bidang usaha
• Bidang usaha yg tertutup mutlak utkpenanaman modal
• Bidang ush yg tertutup utk penanaman modalyg dlm modal perusahaan ada pemilikan WNAdan atau badan hukum asing
• Bidang ush yg terbuka dg persyaratanpatungan ant modal asing dg modal domestik
• Bidang ush yg terbuka dg persyaratan tertentu



Bidang Ush Yg Tertutup Mutlak
1. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, peralatanperang2. Bidang usaha yg dinyatakan sec. eksplisit tertutupberdasarkan undang-undang.3. Berdasarkan Lampiran 1 PerPres No. 77 th 2007, ada25 daftar bid.ush yg tertutup utk investasi PMAmaupun PMDN4. Bid.ush yg tertutup dpt dimanfaatkan utk tujuan2 nonkomersial, seperti penelitian dan pengembangan, dgmendptkan persetujuan dr sektor yg bertanggungjawab atas pembinaan bid.tsb



Bid ush yg terbuka dg persyaratan
1. Bid ush yg dicadangkan utk UMKMK
– Ada 43 bid.ush2. Bid ush yg terbuka dg syarat kemitraan
– Ada 36 bid ush, dg kemitraan
–Mrpkan bid ush, dimana para investornya,khususnya investor domestik hrs melakukankerjasama antara ush kecil, menengah dan besar



3. Bid ush yg terbuka berdsrkan kepemilikanmodal
–Mrpkan bid.ush. Yg ditentukan sec.pasti komposisiinvestasi ant investor asing dg investor domestik
– Ada 120 bid ush, dg persyaratan kepemilikanmodal, antara lain : penyelenggaraan jaringantelekomunikasi, perusahaan asuransi danreasuransi, pembiayaan non leasing



4. Bid ush yg terbuka berdsrkan persyaratanlokasi tertentu
– Bid ush yg diperkenankan utk ditanamkan pdsuatu lokasi tertentu
– Erat kaitannya dg pembatasan wil administratifutk penanaman modal
– Ada 19 daftar bid.ush
–Misalnya : investasi di bid. Jasa pelayananpenunjang kesehatan hanya dpt dilakukan diibukota Propinsi



5. Bid ush yg terbuka berdsrkan persyaratanperizinan khusus
– Dpt berupa rekomendasi dr instansi pemerintahatau non pemerintah yg memiliki kewenanganpengawasan thdp suatu bid ush termasukketentuan yg menentapkan monopoli atau hrsbekerjasama dg BUMN dlm bid ush tsb.
– ada 25 daftar bid.ush
–Misalnya : investor asing ingin menanamkanmodalnya di bid pertambangan mineral radioaktif,maka hrs mendapatkan rekomen dr BATAN danbekerjasama dg BATAN



Bid.ush terbuka utk Investasi Domestik
• Berdasarkan lampiran II PerPres No.77th.2007
• Hanya diperkenankan utk investasi domestik100 %, sedangkan investasi asing tidakdiperkenankan.
• Ada 48 bid ush



Bid.Ush terbuka berdsr kepemilikanmodal dan lokasi
• Daftar bid. Ush berdasarkan kepemilikanmodal serta lokasi mrpkan daftar bid.ush ygdidasarkan pd batas maksimum pemilikanmodal asing yg dpt di investasikan pd bid.ushtbsb dan lokasi/tempat kegiatannya tidakboleh bertentangan dg Perda yg berlaku pddaerah prop/kabupaten dan kota.
• Ada 17 daftar bid.ush



Bid.ush terbuka berdsr perizinan khususdan kepemilikan modal
• Mrpkan daftar bid.ush yg didasarkan pdpersyaratan khusus dr pejabat yg berwenangdan batas maks. Modal asing yg dapat diinvestasikan pd bid ush tsb.
• Ada 4 bidang usaha.



Daftar Bid.Usaha Berdasarkan ModalDalam Negeri & Perizinan Khusus
• Produksi Senjata, mesiu, peledak, danperalatan perang, izin dr Dep.Pertahanan
• Awalnya mrpkan bid ush yg tertutup utkinvestasi, namun dalam perkembangannyadinyatakan sbg daftar bid.ush terbuka dgpersyaratan, yakni hanya utk investasidomestik.



Perbedaan Kepres 96/2000 dg Perpres77/2007
• Dilihat dr daftar Bid.usaha :
– Kepres 96/2000, bidang ush dibagi dlm 4 kategori:a. Daftar bid. Ush yg tertutup mutlak utk penanaman modalb. Daft.bid.ush. yg tertutup utk penanaman modal yg dlmmodal perush ada pemilikan WNA dan atau badan hukumasingc. Daft.bid.ush.yg terbuka dg persyaratan patungan antmodal asing dg modal dalam negerid. Daft.bid.ush. Yg terbuka dg persyaratan tertentu



– Perpres 77/2007, daft.vid.ush dikategori dalam 2macam :a. Daftar bid.ush tertutupb. Daftar bid.ush. Terbuka dg persyaratan
• Dilihat dr substansi yg diatur :
– Kepres 96/2000 :a. Daft.bid.ush tertutup 19 macamb. Daft.bid.ush. terbuka dg persyaratan 37 bidang
– Perpres 77/2007 :a. Daft.bid.ush. Tertutup : 25 bidb. Daft.bid.ush. Terbuka dg persyaratan : 312 bid



Kewenangan Pemerintah dlm PenanamanModal
• Mencakup ruang lingkupnya lintas propinsi
• Kewenangannya :
– PP 25/2000 :Pemberian izin dan pengendalian penanamanmodal utk ush berteknologi strategis yg memilikiderajat kecanggihan tinggi & beresiko tinggi dlmpenerapannya, seperti : persenjataan, nuklir danrekayasa genetika (Ps.2 (3) angka 7)



– UU 25/2007 : Ps.30 (7)a. Penanaman modal terkait dg SDA yg tdk terbarukan dgresiko lingkungan yg tinggib. P.M. di bid industri yg mrpkan prioritas tinggi pd skalanasionalc. P.M. yg terkait pd fungsi pemersatu & penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas propinsid. P.M. yg terkait dg pelaksanaan strategi pertahanan &keamanan nasionale. PMA & PM yg mengunakan modal asing terkait dgperj.internasionalf. Bidang P.M lain yg menjadi urusan pemerintah mnrt UUg. PM yg menggunakan modal pemerintah negara lain, ygdidasarkan atas perjanjian yang dibuat.



Kewenangan Propinsi Dlm PenanamanModal
• Mencakup ruang lingkupnya lintaskabupaten/kota
• Kewenangannya :a. Pelayanan administrasi penanaman modaltermasuk lintas kabupaten/kotab. Melakukan kerjasama dg kabupaten/kota (ps. 13UU 32/2004, Ps.3 (3) angka 7 PP 25/2000, Ps.30(5) UU 25/2007)



Kewenangan Kabupaten/Kota dlmPenanaman Modal
• Ruang lingkup penyelenggaraannya beradadlm satu kabupaten/kota
• Kewenangannya : Kepmen DN 130-67 th.2002a. Kebijakan & perencanaan pengembangan PM,(ada 10 kewenangan), salah satunya : identifikasipotensi sumber daya daerah kabupaten/kota,identifikasi & penyusunan daftar pengusahadaerah, ddalam rangka kemitraan.



b. Promosi & kerjasama internasional PM, meliputi11 kewenangan, salah satunya :penyelenggaraan promosi penanaman modaldaerah baik di dalam maupun di luar negeric. Pelayanan perizinan PM, meliputi 5 kewenangan,salah satunya : pemberian persetujuan seluruhproyek baru & perluasan PMDN atas bid.Ush/proyek selain yg menjadi kewenanganpropinsi dan pusat.d. Pengendalian PM (ada 7 kewenangan), salahsatunya : pemantauan perkembanganpelaksanaan seluruh PM yg berada di wilayahnya



e. Sistim informasi PM, meliputi :
• Pembangunan & pengembangan sistim informasi PMyg terintegrasi dg sistim informasi PM propinsi danpusat (BKPM)
• Pengumpulan & pengolahan data persetujuan danrealisasi proyek PMDN & PMA
• Pemutakhiran data & informasi promosi PM daerah

Catt :
• MNE : measurent national economic
• Multi national entreprise



1. Peran kredit sindakasi dan konsorsiumdalam Pembangunan ekonomi nasional2. Aspek Hukum penggunaan bit coin


